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PENGANTAR

Uraian pengembangan akar masalah konflik agraria MHA di kawasan hutan
di atas adalah bagian dari bagaimana mendorong pengakuan yang lebih utuh
bagi MHA, baik eksistensi, kelembagaan dan wilayahnya. Serentak dengan
itu, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana mempersiapkan
pengakuan (recognition) dalam makna luasnya atau sebut saja dengan
agenda “pasca pengakuan legal”. Sebab, dalam banyak kasus, capaian
pengakuan legal, barulah “pintu kemenangan awal” bagi langkah
penuntasan masalah-masalah lainnya yang juga tidak kalah sederhana dan
bahkan bisa menentukan berjalan tidaknya, sukses dan gagalnya pemberian
pengakuan legal yang telah dicapal, atau justru jika tidak diperhatikan
sungguh-sungguh akan bisa berakibat sebaliknya.

Beberapa hal yang patut untuk dipikirkan sebagai agenda “Pasca Pengakuan
Legal” tersebut adalah: 1) Kepastian akses yang adil atas sumber agraria
dan sumberdaya alam lainnya yangtelah diakui secara legal. Persoalan
keadilan akses ini penting sebab pada dasarnya tujuan pengakuan atas MHA
adalah untuk mengembalikan terampasanya akses MHA atas hutan oleh
Negara dan koorporasi lainnya. Di sisi lain, keadilan akses tersebut juga
berlaku bagi komunitas MHA yang juga terdiri beragam lapisan sosial. 2]
Kepastian peningkatan produktifitas sumber agraria dan sumberdaya alam
yang telah diakui secara legal. Hal ini penting sebab pada dasarnya tujuan
pengakuan MHA adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa
pengelolaan sumber agraria dan sumberdaya lainnya untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran bagi komunitas MHA. Karena itu penting
untuk diagendakan bagaimana MHA mampu untuk menggunakan sistem
tata kelola tradisional adat yang menghormati kesatuan ekosistem untuk
sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya yang lebih produktif bagi
kulaitas hidup seluruh anggota komunits adat yang telah diakui secara legal.
3) Kepastian pemerataan dan keadilan keuntungan (benefite) yang diperoleh
dari sumber agraria dan sumberdaya alam yang telah diakui secara legal
dan dikelola bersama oleh MHA. Hal ini penting sebab setelah pengakuan
legal diperoleh, akses dapat dijamin keadilannya, serta produktifitas juga
mampu ditingkatkan, lalu semua keuntungan yang diperoleh itu
“menguntungkan siapa?” Di titik inilah penting menggali kembali skema dan
mekanisme tradisional/adat dalam hal tata kelola kelembagan ekonomi adat
atas hutan dan sumberdaya alam lainnya.

Dengan dasar pertimbangan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pada
hakekatnya, tujuan akhir dari keseluruhan pengakuan atas MHA baik
eksistensi, kelembagaan maupun wilayahnya (khususnya di kawasan hutan)
adalah adanya perubahan mendasar atas pengakuan seluruh hak dan
keadilan akses, kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh
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anggota komunitas MHA di seluruh lapisan sosialnya, terutama pada
kelompok sosial paling lemah di komunitas dan masyarakat adat. Dengan
tujuan semacam ini, maka MHA ke depan harus dapat hidup dan
diperlakukan sebagai warga Negara yang sah dan setara seperti warga
negara Indonesia lainnya.

Tak ada gading yang tak retak. Proses teknis penulisan kajian kompilasi
buku ini tidaklah seragam, baik ketersedian waktu, data, penulisan maupun
kemampuan pengelolaan data lapang hingga menjadi sebuah laporan kajian
dalam buku ini. Karena itu mohon dapat dimafhumkan atas
ketidakseragaman “bentuk dan kualitas” dari setiap tulisan. Namun, semua
tulisan dalam buku ini adalah betul-betul hasil dari para peneliti lokal/
tempatan yang memang benar-benar tahu dan memahami bahkan sebagian
adalah pelaku/korban dari konflik. Semoga semua kekurangan tersebut
tidak mengurangi semangat mengambil “pelajaran penting” untuk berbuat
nyata bersama-sama memperjuangan hak dasar MHA yang masih terus
diabaikan hingga kini.

Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada seluruh penulis
dalam buku ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan telah tertera
di setiap kompilasi buku. Kepada para tutor/mentor yang bekerja keras
mendampingi proses penulisan para peneliti, terutama Noer Fauzi
Rachman, Dyah Larasati, Ana Mariana, Yesua Y.D.K Pellokila, Siti Maimunah,
Muntaza Erwas, Winna Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya
J.Panga, Erasmus Cahyadi, Nia Ramdhaniaty, yang bersama-sama kami
memastikan apapun keadaannya hasil kajian harus tetap jadi laporan dalam
buku ini. Dan terutama terima kasih sebesar-besarnya untuk Editor Mas
Slamat dan lay outer Mas Janu, yang telah bekerja keras menjadikan buku
ini lebih tertib bahasa dan nyaman dibaca. Dan tentu saja, ucapan terima
kasih sedalam-dalamnya bagi semua lembaga pendukung Inkuiri Nasional
yang telah membantu penyelesaian kompilasi buku ini, terutama untuk
Komnas HAM dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN]. Terkhusus
terima kasih sedalam-dalamnya untuk tim kecil penyelesai akhir seluruh
laporan Inkuiri Nasional: Mbak Sandra, Mbak Atika, Mas Andi, Mbak Mai, Adi
Bahri, yang selalu siap sedia dan tetap semangat menuntaskan tugas berat
nan mulia ini. Terkahir, kepada seluruh pegiat Sajogyo Institute baik yang
terlibat langsung maupun tidak dalam seluruh proses penuntasan buku ini,
terima kasih dan salam hangat selalu.

Bogor, Februari, 2016

Eko Cahyono
[Direktur Eksekutif Sajogyo Institute)




Kata Pengantar
Komisioner Inkuiri

D uluhan juta warga masyarakat hukum adat (MHA] di Indonesia
menghadapi masalah ketidakpastian hak atas wilayah adatnya,

terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang ditunjuk
dan/atau ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan. Sebagian
proses penunjukan dan/atau penetapan telah dimulai dalam masa
pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, namun sebagian besar dalam
masa pemerintahan Suharto dan berlanjut sampai saat ini.
Ketidakpastian hak atas wilayah adat tersebut berwujud pada
pengabaian keberadaan dan hak-hak MHA, sampai penggusuran/
pemindahan paksa MHA dari wilayahnya. Ditambah, dalam proses
memperjuangkan hak-haknya, ribuan warga MHA kehilangan hak
hidupnya, mengalami penganiayaan, kehilangan mata pencaharian dan
kaum perempuannya terpaksa bekerja di luar wilayah adatnya.

Buku-buku Laporan Inkuiri Nasional menjadi dokumentasi atas tuturan-
tuturan mereka yang selama ini menjadi korban dan jarang didengar.
Buku ini merupakan satu dari empat buku yang diterbitkan oleh Komnas
HAM berdasarkan hasil pelaksanaan “Inkuri Nasional Komnas HAM
tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan
Hutan”. Inkuiri Nasional telah berhasil menyelenggarakan rangkaian
kegiatan penelitian etnografis, kajian kebijakan, Dengar Keterangan
Umum (DKUJ, di daerah dan di tingkat nasional, serta pendidikan publik
melalui berbagai media sejak Agustus 2014 sampai Januari 2015.
Beberapa kegiatan lanjutan, antara lain, pembahasan penyelesaian
kasus-kasus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
serta pembahasan rancangan Keputusan Presiden tentang Satgas
Penghormatan dan Perlindungan MHA.




KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN

Ada empat puluh kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar
dalam DKU yang tersebar di tujuh wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kasus-kasus
tersebut dipilih berdasarkan wilayah dan tipologi permasalahan yang
didasarkan pada fungsi hutan (konservasi, produksi, produksi yang dapat
dikonversi, dan pinjam pakai untuk pertambangan).

Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan seluruh organisasi masyarakat
sipil pendukung Inkuiri Nasional merasa perlu untuk
mendokumentasikan pelaksanaan Inkuiri Nasional, tidak saja soal
temuan, analisis, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, tetapi juga
aspek pengalaman dalam pelaksanan inkuiri, data, dan fakta yang
terungkap di dalam inkuiri nasional ini. Empat buku yang dihasilkan dari
Inkuiri Nasional Komnas HAM terdiri dari:

1. Buku | adalah “"Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan
Hutan”, berisi Inkuiri Nasional sebagai pendekatan, MHA, Kebijakan
Pertanahan, Kehutanan dan HAM di Indonesia, Temuan, Analisis,
dan Rekomendasi;

2. Buku Il adalah tentang “Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam
Pengelolaan Kehutanan”, yang memuat Temuan Umum dan
Khusus, Analisa Pelanggaran HAM yang dialami perempuan adat,
Kesimpulan, dan Rekomendasi;

3. Buku lll adalah tentang “Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di
Kawasan Hutan". Buku ini memuat narasi etnografik kasus-kasus
MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar keterangannya dalam
DKU. Buku ini menjadi dokumen penting atas hasil pengungkapan
narasi dari empat puluh kasus MHA di kawasan hutan dan “bekas”
kawasan hutan yang dibagi dalam bab-bab berdasarkan region
yang kami tetapkan, yaitu Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, Papua;

4. Buku IV adalah tentang “Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional
sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak
Asasi Manusia”. Buku ini memuat uraian tentang Inkuiri Nasional
sebagai terobosan, Langkah-langkah Penyelenggaraan, Petikan
Pembelajaran, dan Penutup.

Inkuiri Nasional Komnas HAM terlaksana atas kerja sama dengan
Komnas Perempuan dan didukung penuh oleh organisasi masyarakat
sipil yaitu: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN], Sajogyo Institute,
Samdhana Istitute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP),




PENGANTAR

ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata
Pemerintahan, Ford Foundation, Rights and Resources Innitiative (RRI)
dan UNDP. Pelibatan organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat
pemahaman persoalan dari berbagai sudut pandang dan upaya
menggalang sumber daya serta jaringan untuk keberhasilan
pelaksanaan Inkuiri Nasional. Dalam proses pelaksanaan DKU, Komnas
HAM juga mendapat dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK] dan Kementerian Hukum dan HAM.

Inkuiri Nasional adalah cara Komnas HAM untuk mengembangkan
upaya menyelesaian pelanggaran HAM yang tersebar luas dan
sistematik. Inkuiri Nasional menggali persoalan serta mendengarkan
keterangan dari berbagai pihak dengan jumlah yang memadai dan
keterwakilan yang proporsional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
kebenaran data, fakta, dan informasi melalui DKU, penelitian, dan
analisis.

Inkuiri Nasional adalah metode yang telah digunakan oleh beberapa
Negara di Asia-Pasifik. Metode ini lebih komprehensif karena tidak
hanya bertujuan untuk menuju penyelesaian tetapi juga di dalamnya
mengandung upaya pendidikan publik untuk mencegah berulang
kembalinya pelanggaran HAM sejenis dan pemulihan korban.
Masyarakat umum bisa terlibat dalam kegiatan inkuiri ini. Bahkan,
masyarakat yang selama ini ‘tidak tersentuh’ Negara bisa hadir dan
terlibat. Hadirnya komunitas MHA dalam DKU adalah juga menjadi
mekanisme pemulihan dari pelanggaran HAM yang selama ini mereka
rasakan.

Inkuiri Nasional adalah terobosan metodologi untuk mendekati
persoalan pelanggaran HAM dan menyusun rekomendasi kebijakan
secara partisipatif. Inkuiri Nasional mendengarkan kesaksian,
pengalaman dan kebutuhan perlindungan MHA. Inkuiri Nasional untuk
hak MHA sangat penting karena menjadi cara untuk mendekati dan
memberikan kontribusi pada penyelesaian kerumitan pelanggaran hak
MHA di Indonesia.

Minimnya pengakuan hukum terhadap MHA dan realitas
pengambilalihan wilayah adat menjadi isu utama dalam temuan Inkuiri
Nasional. Inkuiri Nasional menemukan praktik pembatasan akses MHA
atas tanah adat mereka sebagai dampak dari penerbitan izin-izin
pengelolaan hutan kepada korporasi dan penetapan pengelolaan
wilayah-wilayah tersebut oleh institusi pemerintah.
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Bagi MHA, hutan adalah bagian dari wilayah hidup, hutan adalah sumber
kehidupan dan faktor penentu eksistensi mereka. Di sana hidup dan
tumbuh aneka ragam tumbuh-tumbuhan, hewan, sumber dan
gantungan hidup, dan elemen penting spritualitas mereka. Hutan juga
menjadi sumber obat-obatan tradisional mereka. Dengan demikian
hilang dan rusaknya hutan adalah hilang dan rusaknya kehidupan
mereka.

Pelanggaran hak MHA terjadi karena tata kelola dan kebijakan Negara
terhadap MHA, wilayahnya dan sumber daya alamnya cenderung
kapitalistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi dan
hutan sebagai sumber ekonomi semata. Proses perencanaan tata kelola
kehutanan sejak masa penjajahan Pemerintah Hindia Belanda sampai
saat ini minim partisipasi masyarakat, termasuk perempuan adat.
Proses peralihan hak dan fungsi hutan yang telah terjadi sejak awal
abad 19 tidak hanya merusak fungsi hutan, tetapi berdampak pada
berkembangnya konflik vertikal dan horisontal, konflik antara MHA dan
pendatang dan konflik antara sesama MHA sendiri. Proses Reformasi
yang diharapkan dapat mengoreksi kekeliruan masa lalu ternyata belum
berhasil mengubah sektor pertanahan dan kehutanan secara
menyeluruh.

Permasalahan bertambah rumit ketika aparat Pemerintah, termasuk
POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian
besar konflik yang terjadi. Mereka seringkali hanya mengandalkan
pembuktian tertulis untuk setiap klaim hak atas sebidang tanah.
Padahal Pemerintah belum banyak menerbitkan bukti-bukti tertulis atas
kepemilikan adat sehingga yang masyarakat miliki dan/atau ketahui
hanya pengakuan antara MHA dan bukti-bukti alam. Ketika konflik
sudah tidak seimbang, kekerasan seringkali dianggap sebagai cara
penyelesaian konflik yang jamak.

Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM mencermati semangat
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan
komitmennya untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan
hak-hak MHA. Saat Inkuiri Nasional berlangsung, kami telah
menyampaikan rekomendasi kepada Tim Rumah Transisi tentang
program prioritas Satgas MHA yang akan dibentuk. Kami menghargai
semangat dan itikad baik Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla,
namun kami menyayangkan bahwa Satgas tersebut belum terbentuk
sampai disusunnya Laporan ini. Berbagai konflik atas wilayah-wilayah
adat yang tersebar luas dan sudah semakin rumit tidak dapat
diselesaikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang ada
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karena conflict of interests, sehingga kehadiran Satgas MHA mutlak
dibutuhkan.

Proses pembangunan dengan penekanan pada pembangunan
infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian
lingkungan hidup membutuhkan kepastian hak penguasaan atas tanah
dan sumber daya alam lainnya. Pelaksanaan pembangunan tanpa
penyelesaian terlebih dulu masalah tumpang-tindih hak atas tanah MHA
tentu akan menambah rumit masalah. Negara sebagai pemangku
utama kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
semestinya memprioritaskan penyelesaian masalah ini sebelum ada
kegiatan pembangunan lebih lanjut.

Penyelesaian masalah hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan
merupakan agenda penting yang sewajarnya diprioritaskan Pemerintah
karena sejalan dengan janji Presiden dan Wakil Presiden dalam
Nawacita. Kemampuan bangsa Indonesia menyelesaikan permasalahan
hak asasi manusia sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan
terdahulu sedang diuji. Jalan menuju penyelesaian pelanggaran hak
asasi manusia sudah dirintis melalui Inkuiri Nasional ini. Proses
selanjutnya ada di tangan Pemerintah. Negara sepatutnya hadir dengan
menyelesaikan permasalahan yang sudah lebih seabad berlangsung.

Masyarakat Hukum Adat berhak atas keadilan.

Indonesia, tanah air kita semua. Mari kita wujudkan keadilan di
Indonesia.

Jakarta, Desember 2015.

Ttd. Komisioner Inkuiri,

Sandrayati Moniaga - Koordinator
Enny Soeprapto - Anggota

Hariadi Kartodihardjo - Anggota
Saur Tumiur Situmorang - Anggota













TPL di Sumatera Utara:

Pandumaan dan Sipituhuta vs

Tangis Kemenyan, Amarah
Perempuan

< Saurlin Siagian dan Trisna Harahap

‘Amarah tidak tertahankan lagi. Tersiar kabar desa kami akan
digeledah oleh polisi untuk menangkap kaum bapak yang
disangka merusak alat-alat berat TPL. Saya dan ibu-ibu lainnya
berbegas ke persimpangan Jalan Marade. Kami membawa kayu
sebagal senjata di tangan. Bukan hanya itu, tidak banyak yang
tahu kami masing masing membawa belati dapur yang kami
selipkan di sarung. Kami sudah siap mati.” (Wawancara Op.
Putra boru, Perempuan adat dari Sipituhuta, 8 oktober 2014)

“Setelah hutan dirusak oleh TPL selama 5 tahun, yang paling
terasa adalah hilangnya orientasi waktu di hutan. Burung dan
serangga menjadi penanda waktu buat kami. Burung etet akan
berkicau jam 4 pagi membangunkan kami dari gubuk di hutan.
Burung ini juga akan berkicau pada siang hari untuk
mengingatkan kami makan siang. Sementara sese atau ernga
akan berbunyi pada sore hari mengingatkan kami akan sore hari.
Namun sekarang kedua binatang itu sudah hilang dari hutan,
karena pepohonan telah diganti eukaliptus” (Diskusi terfokus di
Desa Pandumaan, 8 Oktober 2014)
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“Dalam tradisi adat Batak, tanah tidak bisa berganti kepemilikan
kepada marga lain, kecuali pihak perempuan (Parboru] membuat
permohonan kepada pemilik tanah melalui ritus pemberian
Pago-pago. Pada masa awal kehadirannya, Indorayon (TPL]
memposisikan diri sebagai pihak perempuan (Parboru), dengan
ritus pemberian Pago-pago untuk mendapatkan legitimasi adat
atas tanah yang diakuisisi perusahaan itu”

Ringkasan

Derempuan adalah pengatur ekonomi rumah tangga dalam tradisi
Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Hancurnya mata pencaharian

utama dari kemenyan mendorong perempuan untuk maju ke
garis depan melawan kesewenangan perusahaan perusak hutan
kemenyan. Perempuan dan anak-anak merupakan korban utama dari
terputusnya urat nadi kehidupan yang bersumber dari hasil ekstraksi
tombak haminjon.

Tulisan ini berasal dari hasil kunjungan terencana kedua penulis ke dua
desa bertetangga, Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung,
Kabupaten Humbahas, Sumatra Utara, untuk menghasilkan sebuah
laporan narasi tentang perempuan berkaitan dengan persoalan
masyarakat adat di Pandumaan dan Sipituhuta. Dua orang perempuan
masing masing warga Pandumaan dan Sipituhuta diwawancarai secara
mendalam, Op. Putra boru Lumban Gaol dan Op. Dimpos boru Hombing.
Op. Putra boru Lumban Gaol, warga Desa Sipituhuta, adalah salah satu
perempuan yang berada di garda depan perjuangan mempertahankan
tombak haminjon. Op. Dimpos boru Hombing, warga Desa Pandumaan,
adalah istri dari salah seorang pejuang masyarakat adat. Menarik
memilih kedua informan ini karena perbedaan keterlibatan yang mereka
perankan dalam konteks perjuangan masyarakat adat Pandumaan dan
Sipituhuta.

Tentu tulisan ini juga diwarnai oleh kehadiran dan ingatan masing
masing penulis yang tumbuh sejak tahun 2009, saat melakukan
kunjungan-kunjungan ke desa ini, dan ingatan yang lahir dan dewasa di
antara konflik yang muncul sejak kehadiran Indorayon- sekarang
bernama TPL- di Tapanuli.
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Kisah Kemenyan, Perempuan yang Menangis

Kisah kemenyan adalah kisah tentang perempuan. Asal-mula kemenyan
diceritakan secara turun-temurun sebagai penjelmaan gadis yang
berkorban untuk kaumnya. Konon getah kemenyan adalah tangis
perempuan yang mengorbankan diri menjadi pohon untuk
membebaskan warga desa dari kemiskinan. Oleh karena itu, pohon
kemenyan dapat diartikan sebagai pohon keramat dan sakral yang tidak
bisa disakiti, apalagi ditebang karena dianggap bagian dari keluarga,
yakni anak perempuan. Ledakan kemarahan warga menjadi pantas
ketika Toba Pulp Lestari [TPL) secara membabi buta menebangi pohon
kemenyan yang mereka miliki sejak tahun 2009. Penebangan pohon
kemenyan telah menghancurkan kesakralan tombak haminjon, dan
melukai warga begitu dalam.

Kemarahan yang membuncah ini telah memutus urat takut warga. 19
September 2012, sulit membayangkan bagaimana beraninya petani
kemenyan menyerobot dua unit senjata laras panjang milik Brimob yang
sedang berdiri siaga menjaga alat-alat berat berupa kepiting dan
bulldozer yang sedang mencabik-cabik pohon kemenyan. Petani
kemenyan juga pernah dengan beraninya berupaya menghentikan
penebangan dengan cara menyerobot belasan chainsaw dari para
pekerja yang gagah dan kuat itu. Baik Brimob (Brigade Mobil), maupun
para pekerja TPL itu, lari terbirit-birit melihat petani sudah hilang urat
takutnya.

Kemarahan dengan merampas senjata laras panjang dari pasukan
khusus polisi dari kesatuan Brimob bisa dinalar jika melihat bagaimana
ratusan hektar tombak haminjon telah dirampas lebih dulu dari warga
desa. Perampasan pohon haminjon yang adalah hidup mati bagi ratusan
petani kemenyan lebih menyakitkan daripada sekadar merampas dua
senjata laras panjang itu dari dua orang Brimob penjaga perusahaan
penebang kayu itu.

Seorang ibu yang memiliki anak dua belas orang, Ompu Putra boru,
menjelaskan bahwa pada suatu hari di tahun 2013, para laki-laki yang
bekerja di hutan membawa informasi bahwa pohon kemenyan telah
ditebangi oleh perusahaan pabrik kertas TPL itu, dia bergegas pergi ke
dapur, mengambil sebilah pisau kemudian menyelipkannya di balik
sarung yang dililitkan di pinggang. Perempuan dengan amarah yang
membuncah itu berlari ke sebuah persimpangan jalan bernama
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Simpang Marade, tempat truk-truk pengangkut kayu dan aparat
keamanan yang menjaganya biasanya akan lewat.

“Dengan menangis, sambil berjalan cepat saya berdoa di dalam hati,
mungkin harus ada yang korban, kalau bukan dia, para perusak itu, saya
juga sudah siap, ya Tuhan. Biarlah saya mati. Tetapi saya masih
bersyukur akhirnya belati yang saya bawa tidak pernah saya pergunakan
ketika menghadang polisi yang mengawal truk-truk pengangkut kayu
itu,” ungkapnya.

Tangisan perempuan yang diceritakan sebagai mitos kemenyan kini
mewujud menjadi kenyataan. Perempuan menangis karena ancaman
kemelaratan yang akan datang akibat dari perampasan tanah dan hutan
adat milik warga yang telah berlangsung lima tahun terakhir.

Perempuan dan laki laki yang biasanya sehari-hari bekerja di ladang dan
tombak haminjon, harus tersita waktunya untuk terlibat diskusi rutin,
demonstrasi, delegasi ke berbagai kantor pemerintah di kota, bahkan
kontak fisik langsung dengan aparat keamanan dan pihak TPL di tombak
haminjon dan di desa.

Perjuangan perempuan bukan hanya melawan kehadiran perusak hutan
itu, tetapi juga perjuangan membangun peran yang setara dengan
laki-laki untuk menyampaikan suaranya, perjuangan melawan lapisan-
lapisan ketidakadilan terhadap perempuan.

Memanggil dan melibatkan perempuan bukan hanya sebagai orang yang
diperintah, tetapi terlibat membicarakan dan mengambil keputusan
masih dirasa sulit. Hari Rabu, 8 Oktober 2014, pertemuan membahas
masa depan perjuangan masyarakat adat di Pandumaan dilakukan di
salah satu rumah warga di Pandumaan. Perempuan satu-satunya yang
hadir dalam pertemuan penting itu adalah Oppung Putra Boru. “Saya
sulit memanggil teman-teman perempuan yang lain. Sudahlah kalianlah
yang membicarakannya, nanti kalau sudah diputuskan, kami pasti ikut
melaksanakannya. Saya kesal dengan jawaban itu,” ungkapnya.

Pagi hari besoknya, 9 Oktober, ketika Oppu Putra belanja supermie dan
telur ke lapo -sejenis kedai kecil-, untuk sarapan kami yang menginap di
rumahnya, seorang perempuan bertanya kepadanya, “Siapa itu yang
datang ke rumah? Lalu ia menjawab dengan kesal, “Ngga tahu aku itu,
makanya kalian datang pertemuan, supaya tahu semuanya.”

Di tengah-tengah diskusi tentang masa depan perjuangan masyarakat
adat tanggal 8 Oktober itu, tiba-tiba seseorang menelepon kepala desa
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yang ikut dalam pertemuan itu, dan mengaku seorang camat (laki-laki).
Perdebatan via telepon terjadi. Si Camat mengawali pertanyaan seputar
rencana demonstrasi warga desa tetapi pembicaraan menjadi bertele
tele. "Putusan MK 35 itu kan belum ada peraturan pelaksanaannya,
sabarlah kita menunggunya,” kata seseorang di dalam telepon itu,
terkesan mengajari kepala desa tentang undang undang.

Ibu Oppu Putra menyelutuk dengan nada keras, “Malas saya
mendengar-dengar kalian itu, matikan saja teleponnya”. Tetapi seorang
laki-laki di antara peserta rapat segera menimpali, “eh unang songoni
hamu inang - Eh jangan begitu Ibu, nanti apa yang kau bilang itu
berdampak buruk terhadap perjuangan kita,” katanya bernada melerai.

Pembicaraan kepala desa masih terus berlanjut dengan orang di
seberang sana yang mengaku camat itu. Karena peserta rapat semakin
gelisah, akhirnya kepala desa berjalan ke luar ruangan dan melanjutkan
komunikasinya dengan camat. Rapat kemudian dilanjutkan.

Dapur dan Hancurnya Sekolah Anak-Anak

Sore di hari Sabtu, minggu terakhir bulan Agustus 2014, Op. Dimpos br
Hombing, 58 tahun, mulai menyortir hasil kemenyan yang baru dibawa
pulang oleh suaminya, Haposan Sinambela, dari tombak haminjon.
Seperti biasa suaminya pulang di hari Sabtu, setelah 5 hari berada di
hutan untuk mengumpulkan kemenyan dari tombak yang jaraknya
sekitar 10 kilometer dari rumahnya.

Guratan umur yang semakin menua terlihat jelas di wajah ibu yang
memiliki enam anak ini. Sambil sesekali terbatuk batuk, Ibu br Hombing
ini menjelaskan kesulitan kesulitan yang dialami setelah suaminya
hanya membawa hasil panenan separuh dari biasanya, setelah Toba
Pulp Lestari menebangi hutan kemenyan di tombak Haminjon itu.

“Dulu suami saya membawa hasil panen sekitar 20 kilo per
minggu, tetapi sekarang hanya dapat empat hingga lima kilo.
Biasanya saya pergi ke pasar di Dolok Sanggul untuk menjual ke
toke besar. Tetapi sekarang ngga lagi, tanggung untuk dibawa,
Jadinya saya jual ke tengkulak pengumpul yang datang ke desa.”

“Sekarang saya hanya menyortir empat hingga lima kilo per

minggu. Saya menyortirnya menjadi tiga tumpuk. Yang paling
bagus, Tangkasan, harganya 130.000 hingga 150.000 per kilo.
Tumpukan kedua namanya Tahir, harganya 80.000 per kilo,
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lagi. Tiba di kampung, saya berteriak, ‘Masya Allah... Allahu
Akbar..., melihat keadaan yang sudah terpuruk.” Saya mencari
saudara-saudara saya, sanak famili, warga, semuanya sudah
mengungsi di dalam masjid. Untung ada rumah yang tidak
dirobohkan, masjid tidak dibakar, sebagai tempat berteduh
sementara. Tak ada nasi, ikan yang dimasak, ayam yang
dipelihara sudah lepas semua lari ke hutan, kambing-kambing

hilang dari kandangnya.”

Kerugian yang cukup banyak, harta benda, dan beban psikologis
terhadap kejadian ini, ada pula yang menjadi gila, seperti yang dialami
Marwah. Pak Kamarullah berujar dengan lirih.

“Kasihan si Marwah. Saya tidak tahu apa-apa kejadian ini. Saya
hanya berpikir ini kita harus lawan. Jangan sebut kita orang
Pekasa yang bermakna Perkasa, kalau kita takut dengan
keadaan begini. Sudah kedua kali mereka pemerintah
memperlakukan kita seperti ini. Memangnya ini rumah mereka?
tanah mereka?”

“Trauma berat kami rasakan pada peristiwa tahun 1986 itu, yang
paling saya ingat ancamannya itu saja, ‘Hey Kamarullah
kosongkan wilayah itu, sebelum kami bertindak tegas. Jangan
kau bikin negeri sendiri di atasmu,” kata si ABRI itu. Bangunan
rumah berserakan, tidak ada upaya maupun kekuatan untuk
membangunnya lagi saat itu musim hujan, hujan tidak ada
henti-hentinya.”

Perjuangan Masyarakat Adat Pekasa belum selesai. Sambil bernyanyi
Kamarullah berteriak menuju Kampung Jamu untuk menemui aparat
desa; dengan mengucapkan nyanyian-nyanyian leluhur.

Pasak Mara Gali - lteng mara batu - Yasusahsamawa

Artinya:
Memasung kekuatan seperti kayu yang sudah mengeluarkan warna-
warna kecoklatan, yang sudah mengeras, susah untuk dipatahkan.

Memasang strategi untuk berlawanan, supaya bisa kokoh kuat seperti
barisan-barisan batu alam yang berjejer rapi sebagai benteng
kehidupan. Sumbawa akan menjadi susah dikemudian ketika Pekasa ini
tidak diurus dengan baik oleh pemerintah, sumpah leluhur selalu
menyertai.




NUSA TENGGARA

Pak Karamullah membongkar ingatannya mengenai pembakaran itu dan
menyisakan trauma makin dalam.

“Saya datang ke kantor desa. 'Heiii..., perbuatan kalian ini adalah
sangat tidak manusiawi, rumah-rumah kita kalian robohkan,
kalian bakar, coba kalian tengok di sana akibat ulah kalian, lihat
penduduk sana, emang kami binatang kalian perlakukan seperti
ini...". Saya marah dengan nada tinggi. Tapi kami tak digubris oleh
mereka dibiarkan begitu saja. Saya pulang terus ke rumah
sahabat saya di Desa Plara Rumah.”

“Masyarakat Pekasa sudah mulai takut, dan tidak lagi mau
menetap tinggal di sana kecuali 11 KK saja. Sebagian sudah ada
yang pindah. Ada yang pindah ke Orong Telu di Kecamatan Orong
Telu, ada yang ke Kopo, ada yang ke Kecamatan Jereweh
Taliwang sana, ada yang kesebesang Kecamatan Moyo Hulu,
banyak keturunan kami memencar-memencar ke tempat-
tempat lain.”

Setelah pembakaran, masyarakat yang masih tetap tinggal kemudian
membangun rumah kami seperti biasanya. Mereka membangun tiga
rumah, satu lumbung padi, serta sati masjid “Langgar Pekasa” yang
dibuat ulang kembali. Rumah-rumah tersebut ditata lagi menggunakan
kapak, menebang pohon lagi untuk dijadikan tiang. Pembangunannya
cukup lama ada yang 2—3 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun.
Membangun dengan suasana rasa takut, rasanya seperti membangun di
negeri orang lain. Rumah-rumah yang mereka bangun tidak dapat
banyak sekaligus. Mereka membangun secara bertahap, karena untuk
mengurangi resiko penyerangan kembali. Kadang-kadang mereka
menginap selama 1 bulan untuk membangun, lalu pulang kembali ke
rumah tumpangan mereka. Ada yang tinggal di Orong Telu, lalu tinggal
membangun selama 3 bulan lalu kembali lagi. Terus-menerus mereka
lakukan dengan pola-pola semacam itu untuk mengurangi risiko.

Peristiwa pembakaran itu tidak hanya berdampak pada kehidupan
laki-laki saja, tetapi berdampak besar pula bagi kaum perempuan.
Menurut tuturan ibu Azizah.

“Ibu-ibu berjalan kaki, dari kampung tempat tinggal sementara
kita menuju ke ladang di Pekasa, walaupun harus menginap di
perjalanan, karena rasa melekat di batin Pekasa ini tidak dapat
ditinggalkan oleh kita. Disini tempat kami berladang, beternak,
berkebun, pokoknya semua di sini deh.”
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Kamarullah menambahkan dengan tegas.

“Berbeda dengan tahun 1982, membangun rumah dengan rasa
ketakutan itu membuat pembangunan rumah lebih lambat.
Hingga 1992, hanya 17 rumah saja yang dapat dibangun. Tapi
Jauh-jauh tidak merapat kayak dulu, jarak kami dengan kawan
yang lain 200-300 meter. Alasannya jelas, karena kalau kita
dekat-dekat, rumah kita pasti dibakar lagi. Yang tidak kalah
penting, yakni kita tetap seperti biasa menjalankan ritual-ritual
adat, tak boleh kita lupakan, "BISO NE KEBQO", ritual kuburan
leluhur, gotong-royong masjid, Jumat pagi, Padering Adat,
pokoknya yang penting jangan kita lupakan kebiasaan-kebiasaan
ini.

Tidak lama kemudian setelah pembakaran tersebut, pada tahun 1994,
perusahaan rotan mulai masuk ke hutan Pekasa. Perusahaan ini mulai
“mempekerjakan” para penduduk. Padahal pemilik dari hutan itu adalah
Masyarakat Adat Pekasa sendiri. Mereka menjadi buruh di tanahnya
sendiri. Seperti pengakuan Hasby, salah satu buruh di perusahaan
rotan, berikut.

“Perusahaan Rotan pun mulai masuk, pada tahun 1994 awal
pengusaha rotan melakukan perlebaran usaha di Kampung
Pekasa. Pak Didi, warga Pekasa pun bekerja di atas hasil
kekayaan alam sendiri, menjadi buruh, menjadi penjual hasil
hutan sendiri, para ibu-ibu, anak-anak, menjadi pemikul rotan
yang hanya diberi upah Rp200.00 per/biji.”

Masyarakat Adat Pekasa, menjadi buruh karena mereka telah
tereksklusi (dikeluarkan) dari tanah mereka, yang kemudian
dipekerjakan oleh modal yang masuk melalui perusahaan. Masyarakat
dilarang menempati bahkan dianggap “merambah,” tetapi perusahaan
justru boleh masuk dan diberi “karpet merah.”Menurut Hasbi dengan
pasrah bahwa.

“Kami rela menjadi buruh di hutan sendiri, yang seharusnya
menjadi bagian pembagi hasil dari hutan. Tapi itulah kenyataan
hidup. Takdir berkata lain, apa boleh buat harus menerimanya
dengan ikhlas.”

Hampir selama tujuh tahun ia bekerja sebagai buruh rotan sampai
penghujung tahun 1999. Bahkan 2001, kawannya masih bekerja di sana.
Sampai kini, banyak pula orang-orang yang mencari rotan di hutan
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Pekasa untuk dipasarkan sendiri salah satunya ke Desa Luk, Kecamatan
Rhee, Sumbawa Besar.

B.2. Menjadi Bagian dari Desa Jamu Pasca-Pembakaran

Sebenarnya sejak 1977, Kampung Pekasa mulai memproses
administrasi desa agar diakui sebagai bagian Desa Jamu. Namun,
pemerintah Desa Jamu tidak mengindahkannya. Sejak penyerangan
terhadap desa kembali berulang, Kamarullah meneruskan pengurusan
administrasi itu pada 1989, tetapi hasilnya sama saja. Berlanjut pada
1999, akhirnya rapat desa yang dipimpin sekretaris desa (SEKDA),
Muhiddin bersama kepala BPD, memutuskan Kampung Pekasa menjadi
Pekasa Dusun Jamu Ill, dengan jumlah 40 KK.

Keputusan rapat juga merekomendasikan Bupati Sumbawa agar
memberikan bantuan kepada perkampungan baru Dusun Jamu Il di
hutan Pekasa. Pada tahun 2001, Bupati Sumbawa A. Latif Majid
menanggapinya dengan serius dan mengeluarkan bantuan awal ke
Kampung Pekasa berupa pembangunan sarana ibadah masjid. Bantuan
lainnya juga menyusul yang difasilitasi oleh anggota DPRD Sumbawa
Arahman Razak, sudah selayak kampung, ladang mulai dibersihkan lagi
serta keluarga yang sebelumnya memencar-mencar agar kembali
keasliannya supaya bisa menetap lagi. Suasana mulai kembali nyaman
dan aman. Seperti sebuah kampung utuh yang lengkap dengan
administrasi desa, lengkap dengan hukum adat dan ritual-ritual adat.
Hal ini berlangsung hingga 2004.

B.3 Pembakaran Kampung 2005: Dipaksa Ressetlement!

Aktivitas masyarakat seperti biasa, tiada hari hujan saat itu, anak-anak
bermain di rerumputan, ada pula yang sedang menyambit rumput, ada
yang sedang memberi pakan kerbau, ada yang memberi pakan ayam,
kuda, anjing, dan ada pula yang berladang. Ada yang sedang memetik
pepaya, memetik pisang, ada yang sedang berburu, mencari madu,
kemiri, dan pengumpul rotan. Hal itulah yang menjadi aktivitas sehari-
hari Masyarakat Adat Pekasa ujar Ibu lja.

Komoditas yang dihasilkan dari hutan Pekasa sangat beragam. Mulai
dari madu, kemiri, hingga rotan. Madu setelah panen lalu dikemas ke
dalam botol, kemudian dibawa ke pasar untuk dijual. Begitu pula kemiri,
apabila sudah panen, kemiri tersebut ditumpuk terlebih dahulu sampai
beberapa karung, baru dibawa ke Pasar Lunyuk, atau ke Sumbawa.
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Demikian halnya hasil tumpukkan rotan para suaminya, ada yang dijual
langsung ke pembeli rotan, ada pula yang dibuat untuk bikin tali, untuk
pengikat atap alang-alang, dan ada pula dibuat untuk anyam-anyaman
untuk tempat nasi, songkok tani, tampi, kipas, dan lainnya sesuai
kebutuhan pesanan.

Belum genap 5 tahun umur kampung mereka sebagai bagian dari Desa
Jamu, kejadian yang sama terjadi lagi. Kampung mereka dibakar!
Dengan keheranan luar biasa Kamarullah bercerita bahwa.

“Saya heran... dibakar Kampung Pekasa oleh penduduk lain,
bukan oleh aparat karena tidak kelihatan muka wajah aparat.
Saya berteriak ‘hey, hey, hey, hey, ada apa ini..?" Kejadian itu
terjadi pada pukul 5 sore. Saya sedang duduk di atas rumah,
selesai memberi pakan ayam di kandang. Tiba-tiba api muncul
dari seberang kali, hanya yang kelihatan asapnya. Saat itu di
kampung hanya ada 13 orang, karena yang lainnya ada yang ke
Lombok, ada yang ke Sumbawa, dan ada yang Taliwang. Sangat
aneh, betul-betul tidak bisa kami ngelawan melihat mereka
membawa pedang. Pikiran sudah campur aduk, terkepung di
bawah semak belukar, ada yang lari ke hutan-hutan, yang
menghadapi orang tersebut hanya tiga orang saja. Saya tiba-tiba
ditodong oleh sebuah pedang yang sangat tajam.”

“Ooww inaku yaku matemo anota, ujar salah satu anggota geng
tersebut yang bernada panjang, “"nomto rua akuta, kena yak tetak
otakmu ne, sarea olatta boemo katu kapling kan.”

(Semua gunung ini sudah dikaplingkan, ada Gunung Kunyit,
kalau yang sana itu, sambil menunjuk sudah punya Newmont—
terjemahan bebas Jasardi)

Pada 2003, Kabupaten Sumbawa mengalami pemekaran menjadi
Sumbawa Barat, yang batas-batas administrasinya membelah dua
Kampung Pekasa. Hal ini dapat kita simak keterangan Semaun.

“Waktu pengukuran tapal batas pada 2002—2003, sempat saya
bilang dengan petugas pengukuran ini tapal batas kok dipasang
dalam kampung kami, tapi kehutanan tidak menggubrisnya.”

“Pada 2005 Januari, tiba-tiba kampung dibakar tanpa ada alasan
yang kuat. Rotan-rotan yang kami tumpuk habis semua dibakar
tak adapun yang tersisa.”

“Ada 7 rumah yang tidak dibakar. Rumah itu milik Semaun, Pak
Hadi, Pak Kamar, Pak Acep, rumah Pak Anto, dan rumah adat.”
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Rumah Semaun lolos karena jaraknya jauh dari kampung, rumahnya ada
di seberang kali.

Alasan pembakaran adalah respen atau “Resettlement Penduduk” yang
merupakan perintah dari departemen sosial, yang bertujuan untuk
mengumpulkan warga dalam satu lokasi yang mudah dijangkau. Akan
tetapi, alasan tersebut tidak kuat, justru mengulang rasa trauma yang
lebih mendalam bagi masyarakat Pekasa. Dalam banyak hal, penduduk
ketakutan dan seolah tidak ada semangat untuk hidup.

Ibu-ibu dari jauh dan mendapat kabar bahwa rumahnya sudah dibakar
dan mengalami trauma berat sehingga akhirnya banyak yang memilih
untuk berangkat ke Arab Saudi untuk mencari pekerjaan untuk
menopang kebutuhan keluarga. Ada yang tidak mau lagi untuk berbalik,
bayangkan semua harta-harta masyarakat adat Pekasa habis dibakar
olehnya.

“Seingat waktu itu, yang saya ingat batang hidungnya, orangnya
tinggi besar, badan kekar, mereka membakar di malam hari yang
paling full waktunya. Di situlah mulai hancur total aktvitas-
aktivitas rumah, tiada rumah, hanya tidur di bantaran kali dan
tidur di bawah semak belukar. Ibu-ibu berdesakan dalam satu
tenda, bermalam dengan kondisi yang ketakutan. Kondisi ini
sangat larut panjang, 5 tahun dari tahun 2005—2010. Kami
menderita terus menerus, tidak ada rasa kenyamanan
berkampung di tengah hutan leluhur, hanya membangun pola
berladang berpidah-pindah dalam satu lokasi ke lokasi satunya
untuk menggapai tumpuan hidup... beternak, bertani, berkebun
dengan sembunyi-sembunyi benar-benar rasa takut itu datang.”

Demikian Pak Kamarullah menggambarkan kondisi Masyarakat Pekasa
pada saat pembakaran kampungnya tahun 2005.

B.4. Pembakaran Kampung 2011: Kampung Dibakar,
Warga Ditangkap

Peristiwa pembakaran kampung pada tahun 2011 menyisakan cerita
pahit bagi Masyarakat Adat Pekasa. Tagwin menceritakan pembakaran
Kampung Pekasa tahun 2011 sebagai berikut.

“Tepatnya pukul 03.00 wita, sore hari tanggal 15 November 2011.
Dihari itu adalah hariyang sangat bersejarah bagi kami,
Masyarakat Adat Pekasa. Sama sekali tidak pernah ada bayang-
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bayang dari peristiwa tersebut. Matahari pun masih
mengeluarkan sinar di sela-sela Gunung Susu Dara menyoroti
ladang dan rumah, itu tanda masih bersahabat alam dengan kita.
Sama sekali tidak pernah bermimpi melihat hari itu. Seumur
hidup, baru hari itu saya melihat personil beringas itu. Untung
saya dari jauh sempat bersembunyi di dalam kebun jagung yang
berada di belakang rumah. Men-shooting aksi-aksi mereka
membakar. Gambar yang paling utama saya ambil yakni rumah
saya kebutulan pas sekali saya bersembunyi di belakangnya”.

Pak Sajad menambahkan kesaksiannya.

“Tanaman-tanaman jagung dibasmi semua, disabit semua,
sayur-sayuran semua disabit oleh si Polhut itu. Saya ingat betul
namanya di baju papan nama, saking dekat tempat saya
sembunyi, Imron namanya. Tambah lagi Jre.. istri saya lari
ketakutan.. larinya ke kali sambil keluar kencingnya...,
sungguh!!!t Sungguh!!! Tolong!! Tolong!! Teriak Ibu Lewa... sangat
ketakutan lari terbirit-birit.”

Tidak cukup menghancurkan tempat tinggal Masyarakat Adat Pekasa,
tim tersebut kemudian membawa Datu’ Pekasa (Edi Kuswanto) yang
menjabat sebagai kepala adat. Lalu, Datu” Pekasa diikat dengan bodi
mobil, berontak-berontak, lalu dipukul dan ditendang oleh tim lain di
atas yang sudah menunggu. Dengan tangan diborgol, ia dimasukkan ke
dalam mobil aparat. Aparat kemudian membawa Datu” Pekasa dan
meninggalkan Kampung Pekasa, yang tinggal puing-puing. Baru
kemudian diketahui, Datu” Pekasa dibawa ke Polres Sumbawa Barat.
“Baru dilepaskan pada hari ketiga penahanan,” kata Tagqwim.

Pada Jumat 23 Desember 2011, setelah menjalani pemeriksaan di
Polres Sumbawa Barat, Datu” Pekasa dibebaskan karena tidak cukup
bukti untuk dijerat sesuai dengan tudingan pihak kehutanan Provinsi
NTB dan Kehutanan Sumbawa Barat. la diwajibkan melapor ke Polres
Sumbawa Barat selama 2 minggu.

Pada 18 Januari 2012, Masyarakat Adat Pekasa kembali dipanggil Polres
Sumbawa Besar. Mereka adalah H. Arahman, Jain, dan Tarmizi untuk
menjadi saksi atas tindak pidana pasal 50 ayat (3) huruf a, e UU 41 tahun
1999 tentang Kehutanan. Sebuah proses hukum yang menciderai rasa
keadilan karena masyarakat adat sebagaimana halnya Datu” Pekasa, ia
benar-benar tidak paham sama sekali soal apa itu hutan lindung,
apalagi berbicara undang-undang.
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Penangkapan ini berawal dari surat tanggal 15 November 2011, yang
berisi ancaman kepada Masyarakat Adat Pekasa, agar wilayah hutan
lindung Pekasa segara dikosongkan dalam kurun satu minggu. Itu
perintah surat dari Kehutanan. Dalam ingatan Pak Kamarullah.

“Tentara dan polisi kehutanan, saat itu yang saya ingat namanya
Pak Syamsuddin sekaligus pimpinan regunya. Waktu itu, saya
ingat kedatangan mereka untuk mengecek lokasi hutan Pekasa.
Untuk memastikan surat yang dikirim oleh mereka dinas
kehutanan ke kami, apakah sudah ditindaklanjuti oleh kita. Untuk
memastikan telah terjadi pengosongan wilayah. Karena berstatus
hutan lindung. Kami tidak pedulikan, karena tidak merasa hutan
adat Pekasa masuk dalam areal hutan lindung sesuai dengan
apa yang dimaksud.”

Ucapnya lagi, ada sekitar 31 orang yang berada di lokasi, saat
Masyarakat Pekasa sedang beristirahat di ladang, di rumah-rumah
sambil beristirahat redup matahari untuk melakukan aktvitas lanjutan di
ladang seperti biasanya. Lalu, terjadi proses dialog dengan cara
mengumpulkan semua yang ada, dengan diancam laras panjang.
Mereka tidak bisa berkutik dan anak-anak ketakutan, ada yang lari
menggunakan sarung, ada yang sedang makan nasi, lalu tumpah belum
sempat dimakan, dan ibu-ibu lari ketakutan berkumpul di satu tempat.
Yang sakit pun berteriak sambil menahan sakit saat mendapat ancaman.
Berapa kali letusan senjata sebagai peringatan untuk segera berkumpul
di satu tempat. Terasa sekali isak tangis, duri menusuk kaki, serta
anak-anak yang berteriak mencari ibunya, dst.

Semua diam tidak ada yang dapat bergerak, Pak Kamarullah bercerita
bahwa ia pun tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. la hanya menjadi
penonton belaka.

“Pelototan mata Pak Syamsuddin yang menatap ke arah saya
seolah-olah saya sudah dibunuh saat itu. Laras panjang pun
menempel di pundak saya, ketika saya sedang tengkurap di atas
rumput. Tak dapat saya bayangkan, ketika pelatuknya ditarik
pasti antara badan dan kepala akan pecah. Habis doa terucap
dari yang bahasa Arab sampai bahasa leluhur keluar pada hari
itu.. asih... asih... asih ucapan hati tak bernada.”

Tidak hanya berhenti di situ, sang komando operasi gabungan berteriak
untuk memanggil warga agar berkumpul, dengan nada yang sangat
kasar. ltulah yang diingat oleh Ibu Ifah.
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“Wowwwwh... hoy.... hoy... ngumpul-ngumpul, hey siapa tuh...
ngumpul!”, hardiknya. Ternyata itu hanya pura-pura saja, supaya
mereka cepat membasmi kami. Dengan nada keras, kami pun
sangat takut sekali. Kami dikawal dengan senjata laras panjang
yang menempel di punggung kami. Eh ternyata bukan dialog, itu
hanya akal-akalan saja mereka untuk mengumpulkan kami, agar
rumah kita mudah dibakar olehnya. Semuanya kita berkumpul
ada yang saat lari-lari, kencang api sudah mulai mengamuk di
sudut sebelah kiri sana.”

“Ketika saya melihat suami saya, Pak Kamarullah ditodong laras
panjang ke punggung..., takut sekali. Rumah-rumah dibakar
dengan menggunakan bensin, benar sudah sengaja dipersiapkan
dari awal, aktivitas beringasnya aparat kehutanan itu. Benar
tersungkur di dalam mencekam....”

[bu Salmah menuturkan:

“Kejadian itu, adalah suatu kejadian yang tak pernah diimpikan
sama sekali, tidak terbayang bahwa akan ada malapetaka
menghantui. Paling saya ingat ketika suami saya, “si
Kamarullah™ ditodong oleh senjata brimob, tak saya bayangkan
ketika pelatuknya ditarik sedikit saja pasti remuk punya kepala.
Begitu juga anak saya, Edy Kuswanto sebagai pengganti ayahnya
ketika diborgol oleh aparat, ketika melawan pun pasti akan
dipukul atau ditembak mati. Tapi bersyukur pada Tuhan dan
leluhur Pekasa menyertai.”

“Apa yang paling saya ingat saat itu, anak-anak kami, para ibu,
serta pemuda dan pemudi, yakni setelah anak saya si Anto
(kepala adat] dibawa oleh brimob, suasana semakin takut. Ketika
kita dikumpulkan tak satupun yang boleh bergerak, sebelum si
Anto ini dinaikkan di atas mobil Strada yang berpelat merah
tersebut. Kami dibiarkan begitu saja, tanpa ada makanan dan
baju untuk bermalam.”

Suasana malam mencekam, tidak ada bahan makanan yang dapat
dimakan, beras habis terbakar yang ada hanya ubi yang di dalam tanah.
Itu pun tidak ada alat untuk merebusnya, karena alat masak sudah
diinjak oleh kaki petugas menjadi penyot [remuk]. Suasana malam itu
diungkap oleh Ibu Ifah. Para warga tidak berani untuk kembali ke
kampung malam itu. Mereka ada yang tidur di bantaran sungai, tidur di

cerita Ibu Ifah. Selain mengurus anaknya Zulkifli, ia juga mencari
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makanan untuk dimasak buat suami dan para kawan pengungsi di
rumahnya. Walaupun hanya daun singkong sudah kusut yang direbus
ataupun daun ketimis,”* tetap mereka jadikan lalap agar perut terisi. Tak
ada yang peduli sama sekali dengan kondisi mereka, menengok pun tak
ada. Semua mengalami perasaan yang gundah-gulana, terasa
mencekam ketakutan yang selalu menghantui. Apa lagi datu mereka,
Edy Kuswanto yang ditangkap dan tidak tahu dibawa ke mana. Mereka
sudah pasrah dengan garis hidup mereka.

B.4.1 Membela Tanah Adat, Datu” Pekasa divonis 6 Bulan

Setelah peristiwa pembakaran dan upaya pengusiran tersebut, enam
bulan kemudian tepatnya 29 Juli 2012, Datu” Pekasa ditangkap untuk
kedua kalinya. Sidang Datu” Pekasa sempat mangkir tiga kali, yaitu pertama,
pada 21 Juni 2012, kedua, 28 Juni 2012, dan ketiga, 12 Juli 2012. Hal ini
dikarenakan, sidang tidak pernah ada pemberitahuan maupun surat
panggilan untuk Datu’ Pekasa. Tiap sidang diwarnai aksi demonstrasi
yang menuntut Datu” Pekasa dibebaskan. Truk-truk yang sedang
berjalan, mobil-mobil, dan sepeda motor yang melintas berhenti di jalan,
untuk melihat dan mendengar suara aksi dari solidaritas Masyarakat
Pekasa, terutama berasal dari ibu-ibu tua yang berpakaian sarung.

Tepatnya pada tanggal 21 Juli 2012, Datu” Pekasa menghadapi sidang
pertama. Sidang diwarnai sorak-sorak dari para pendukung Datu’
Pekasa. Ibu-ibu tidak kalah semangat menyoraki, terutama Ibu Ertina,
istri dari Datu’ Pekasa. "Dasar hakim salah tangkap”, ungkap lbu Ertina
dengan nada kesal. Suasana sidang bercampur aduk dengan isak tangis
ibu Datu’ Pekasa.

Tangan Datu’ Pekasa yang terikat seakan tak berdaya selalu berucap
“Saya tidak bersalah....” Persidangan berlangsung penuh keganjilan.
Tidak ada satu orang pun yang diajukan sebagai saksi oleh jaksa

penuntut umum. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan status

hutan Pekasa merupakan kawasan hutan Lindung.

Salah satu saksi ahli dari kehutanan, hanya berkata hutan adat Pekasa
yang masuk Sumbawa Besar merupakan kawan Hutan Produksi, dan
hutan Pekasa yang masuk Sumbawa Barat adalah Hutan Lindung.
Adapun yang menjadi rujukan adalah SK Mentan No. 557/1986 tentang

285 Daun Ketimis adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat dijadikan lalapan,
sayur-sayuran.
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pembagian fungsi hutan. Sementara semua saksi ahli yang dihadirkan
oleh Datu’ Pekasa menunjukkan sebaliknya. Saksi-saksi yang hadir
menguatkan Masyarakat Adat Pekasa sebagai masyarakat adat dan
pemilik yang sah atas wilayah adatnya.

Berikut ini adalah kutipan risalah sidang sepanjang tahun 2012.

1. Salah satu saksi dalam persidangan menyampaikan bahwa tidak
ada hutan lindung di Pekasa yang ada hanya hutan adat Pekasa.
Bukti-bukti keberadaan Masyarakat Adat Pekasa jelas, ada wilayah
adat, ada kebun, ada rumah, ada sawah, ladang, ada peternak,
ada pengrajin rotan, dan lain sebagainya. Imbuhnya lagi, waktu
kecil saya main ke Kampung Pekasa pada tahun 1951. Saat itu ikut
bersamaan rombongan Kedemungan (kecamatan) Lunyuk, untuk
menemui Datu Pekasa bernama Datu Tahir, kebetulan ayah saya

sebagai kepala kedemungan, Kecamatan Lunyuk pada waktu itu.

2. Sekdes Desa Jamu dari tahun 1977—2001 yang dihadirkan oleh
Jaksa Penuntut Umum (JPU]J, ia menyampaikan bahwa benar
Pekasa merupakan Dusun Jamu Il atas persetujuan Pemerintah
Desa Jamu bersama BPD pada tahun 2001.

3. Saksi ahli kehutanan Sumbawa Barat, yang dihadirkan oleh JPU. la
menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Pekasa masuk dalam
kawasan fungsi lindung, berdasarkan SK Mentan no. 756 tahun
1986. Katanya lagi, Pekasa yang masuk Sumbawa Besar adalah
hutan produksi, sedangkan wilayah Pekasa yang masuk wilayah
Sumbawa Barat masuk dalam kawasan lindung. Tapi saya tidak
tahu batasnya dimana, cuma saya membenarkan adanya satu
rumah pada tahun 2006, yang saya lihat saat ke hutan Pekasa.

4. Lahmuddin Zuhri, S.H., M.H. merupakan saksi dari JPU yang
mewakili Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), ia menyampaikan
bahwa tugas lembaga adat adalah mengayomi masyarakat adat,
yaitu termasuk Masyarakat Adat Pekasa.

5. Abdon Nababan, Dewan Pakar Kementerian Sosial RI, Sekjen
AMAN, sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa. la
menyampaikan bahwa keberadaan Masyarakat Adat Pekasa dengan
menunjukkan bukti peta wilayah adat Pekasa.

6. A.Rahman Razak merupakan mantan anggota DPRD pada periode
1999—2003, dihadirkan sebagai perwakilan Kecamatan Lunyuk. la
menyampaikan bahwa benar keberadaan adanya Kampung Pekasa.

7. Abdul Hamid, Kepala Desa Jamu tahun 2012, yang dihadirkan oleh
Jaksa Penuntut Umum. la menyatakan, “0Oh ya memang benar
adanya Pekasa, hutan Pekasa. Tapi saya tidak tahu asal-usul
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Pekasa, karena saya bukan berasal dari sini, saya asli Kabupaten
Bima. Hanya kebetulan sekali saja saya menjadi kepala Desa Jamu,
Jjadi asal-usul Pekasa saya sangat tidak tahu sama sekali, yang
hanya saya tau pak Kamarullah saja yang tinggal di Pekasa, itu
saja.”

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Sumbawa No. 159/Pid.B/2012/PN.
SBB, tanggal 10 Desember 2012, dengan amar putusan menyatakan
terdakwa Edi Kuswanto bin Kamarullah telah terbukti bersalah secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Turut serta
mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang
dilakukan secara berlanjut.”?” Akhirnya Datu’ Pekasa dijebloskan ke
penjara, dengan vonis hakim 1,6 bulan penjara dan denda sebesar Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan ketentuan, apabila denda
tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2
(dua) bulan.

Ibu Ertina, sebagai istri Datu Pekasa, akhirnya mengambil alih tanggung
Jawab suaminya sebagai kepala adat selama Datu’ Pekasa mendekam di
penjara. Ibu dari dua anak ini, yaitu Osi dan Tiara, cukup berat menjalani
hidup saat suaminya di penjara. Ertina menjalani kehidupannya dengan
tiga peran sekaligus, yaitu sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah
tangga, dan sekaligus sebagai kepala pemimpin adat Pekasa. Tugas-
tugas tersebut sangat berat dijalaninya, tetapi tidak ada jalan lain. la
harus melaksanakan tugas itu, karena tidak akan ada pertolongan dari
pihak manapun yang rela untuk membantu dirinya terutama dari pihak-
pihak pemerintah.

Kehidupan yang sangat sulit yang dirasakan oleh Ibu Ertina sangat
terasa secara ekonomi. Untuk membiayai anak-anaknya makan,
bersekolah, serta biaya hidup mertuanya, ia rela menjadi buruh tani dan
hanya dibayar dengan upah sebesar Rp50.000 per hari. Itu pun tidak
setiap hari ia dapatkan, tergantung kepada siapa ia bekerja. Tidak cukup
hanya jadi buruh tani, Ertina harus bekerja keras menjadi buruh
bangunan, mengangkat pasir, batu bata, dan semen. la harus berkorban
demi ekonomi keluarganya. Siang malam ia rela banting tulang, demi
memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Selain itu, sebagai ketua
adat, ia harus menjalankan perintah dari suaminya, agar ia mampu
menjaga semangat perjuangan dari warga-warga Pekasa. la harus tegar

286 Risalah Sidang Datu Pekasa di Pengadilan Negeri Sumbawa tahun 2012.
287 Amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa, tanggal 10 Desember 2012.
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dan meyakinkan masyarakat bahwa ia tetap yakin, kuat semangat juang
untuk tetap bertahan di Kampung Pekasa. Tentu hal ini tidak mudah
dilakukan sebagaimana biasanya, karena peristiwa pembakaran tidak
akan mudah dilupakan begitu saja.

Akibat dari pembakaran tersebut bagi Perempuan Adat Pekasa, yaitu
telah menghilangkan tradisi menenun yang sudah menjadi salah satu
mata pencahariannya. Hal ini disebabkan alat tenun yang disebut
Jentera, yang biasanya ditaruh di dalam rumah dan telah ikut hangus
terbakar. Alat jentera ini pun sulit untuk dibuat kembali dalam waktu
dekat, karena jarang sekali orang yang memperhatikan bagaimana alat
tenun itu dibuat. Berikut penjelasan Ibu Ertina soal alat jentera yang
turut hangus terbakar.

“Buyut kita dulu menenun. Tapi sekarang sudah tidak ada yang
menenun lagi. Alatnya sudah ikut terbakar, karena pembakaran
kampung kami. Bentuknya (jentera) masih ingat. Modelnya
begini, di sini alatnya.., ini harus tetap begini [sambil
memperagakan kira-kira bentuk jentera). Posisinya harus buat
benang dulu, setelah itu baru menenun....”

Ertina pun harus memenuhi permintaan uang dari penjara untuk
kebutuhan Datu’ Pekasa. la akhirnya terpaksa mencari pinjaman uang
kepada rentenir, yang menerapkan biaya bunga sebesar 20% per
Rp100.000. la terpaksa meminjam karena meskipun warga banyak yang
menyumbang, tetapi sumbangan uang dari warga tidaklah mencukupi.
Apalagi uang yang dipakai warga harus menjual hasil usaha warganya,
yang tentunya sangat memberatkan. Uang yang ia pinjam itu digunakan
untuk membiayai biaya persidangan. Kesulitan ini ia tuturkan sebagai
berikut.

“Saya ingat ketika dalam pembiayaan sidang, ketika para warga
Pekasa untuk melakukan demo di setiap persidangan, wajib
menggunakan truk atau L-300, atau mobil pickup, karena tidak
ada yang gratis, semua disewa. Semua wajib mengeluarkan
anggaran Rp 3.000.000 per hari bahkan lebih. Ya kadang-kadang
saya dibantu oleh teman-teman dan keluarga. Ngutang sana-
sini, kumpulan dari warga Pekasa, karena kita sewa truk
Rp2.000.000 sehari, kalau pickup Rp1.000.000 sehari. Belum lagi
untuk beli makan, beli air, dan permen, semuanya itu kita
kumpulkan seadanya. Meski uang Rp 1.000.00 pun sangat
berharga kala itu.
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Kondisi kehilangan pemimpin membuat Ertina pun frustasi. la
merasakan betul intimidasi yang hadir. Tidak hanya berasal dari
pemerintah, tetapi datang pula dari tetangga kampung. Berikut
ungkapan lbu Ertina.

“Rasanya kehilangan pemimpin, ibarat ayam kehilangan
induknya. ltulah yang saya rasakan saat itu. Belum lagi warga
Pekasa masih tetap dalam tekanan-tekanan warga Kampung
Krida, olok-olok-an. "Sok pahlawan, sok jago, dan sok penguasa.
Sekarang rasain loh akibat dari perbuatan kalian’, ucap Kades
Jamu tahun 2012 itu. Bahkan sempat kami dihadang oleh warga
Kampung Krida, saya yakin itu suruhan Kepala Desa Jamu.”

Tiga kali dibakar dengan dalih Kampung Pekasa adalah hutan lindung,
dan tidak boleh ditinggali. Namun, yang terjadi hutan lindung berubah
menjadi wilayah konsesi tambang. Sebelum kampung dibakar pada
tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan izin tambang emas yang
diberikan kepada PT. Tambang Barat Nusantara (PT. TBN) oleh Bupati
Sumbawa pada tahun 2010. Sebagian besar wilayah hutan Pekasa
masuk menjadi bagian konsesi pertambangan PT. TBN tersebut. Konsesi
tersebut meliputi Gunung Unter Kunyit yang masuk ke dalam wilayah
adat Pekasa. Kejanggalan ini diungkapkan oleh Arsyad.

“Di samping wilayah adat Pekasa dimasukkan ke dalam kawasan
hutan lindung, juga terbit izin tambang yang dikeluarkan oleh
Bupati Sumbawa seluas 36.000 hektar pada tanggal 4 Januari
2010. Sebagian izin tambang ini masuk ke wilayah Pekasa,
sedangkan sebagian masuk ke wilayah hutan Tanganam. Mana
mungkin izin keluar di atas sebagai hutan lindung, tapi terbit pula
izin tambang. Seharusnya rekomendasi menteri, bukan skala
bupati. Kenapa izin tambang tersebut tidak diadukan ke
pelanggaran hutan lindung kenapa kami saja yang hadapkan?”

Perampasan-perampasan atas wilayah adat terus saja berlangsung di
negeri ini, karena sistem ekonomi negara ini memilih paham ekonomi
kapitalistik. Pemerintah memberikan beragam fasilitas kepada
perusahaan, baik perusahaan nasional maupun transnasional melalui
izin-izin konsesi yaitu mulai dari konsesi pertambangan, perkebunan
hingga konsesi konservasi sumber daya alam (Rachman dan Siscawati,
2014). Begitu pula yang terjadi di Pekasa. Tanahnya dirampas, rumah
mereka dibakar agar konsesi yang dikeluarkan pemerintah dapat
berjalan dengan lancar dan selamat.
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C. Terus Bergerak, Mengukuhkan Identitas Adat

Masyarakat Adat Pekasa di bawah tampuk pimpinan Ibu Ertina, masih
diselimuti rasa kesedihan dan ketakutan. Akan tetapi, ia tetap aktif
memerintahkan kepada warga untuk tetap bertahan di kampungnya.
Rumah-rumah kemudian mulai dibangun kembali satu persatu, ladang-
ladang mulai dibersihkan kembali. Aktivitas pun mulai berjalan seperti
biasa. Satu hal yang terpenting saat ini, Masyarakat Pekasa sudah tidak
berpikir apakah akan diusir kembali atau ditangkap oleh pemerintah.
Adapun yang mereka pedulikan sekarang adalah mencoba membangun
kembali rumah mereka di atas puing-puing.

Saat situasi tersebut, tiba-tiba terdengar berita bahwa gugatan AMAN
yang telah dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menguiji
UU 41/1999, tentang Kehutanan ternyata dikabulkan oleh MK. Akibat dari
berita itu mulai terasa banyak perubahan bagi masyarakat adat, antara
percaya ataukah tidak atas keputusan itu, masyarakat adat masih belum
dapat memahami apa makna dari putusan itu. Apakah ia akan
membantu Masyarakat Adat Pekasa atau justru akan menjadi
malapetaka ke depannya?

Pada saat pengumuman itu, Datu” Pekasa masih di penjara. la mendapat
kabar dari kawan sekamarnya, bahwa ada keputusan mahkamah soal
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hutan adat yang bukan menjadi hutan negara. Informasi itu terdapat di
media lokal Gaung NTB. la pun bergegas dari lapas untuk hendak
membaca informasi lewat koran tersebut. Sayangnya, ia tak
diperbolehkan membaca oleh petugas lapas.

Semangat Datu” Pekasa semakin berkobar, ketika mendengar
keputusan ini, angin segar bagi yang hidup di sel bui seperti ini, ia
berucap:

“Rela badan dititipkan di jeruji besi, demi mempertahankan hak
wilayah adat. Tak apa saya 1000 tahun di penjara yang penting
anak-anak saya, istri saya serta warga adat bebas tak dihantui
oleh rasa takut dalam bekerja di ladang.”.

Dampak langsung dari putusan MK itu bagi Masyarakat Pekasa, yakni
masyarakat lebih percaya diri atas kepemilikan tanahnya. Mereka
kemudian memasang plang “ini hutan adat Pekasa bukan hutan
negara.” Plang terpasang jelas di bukit gunung, dekat kali antara
batasan Gunung Tanganam dan hutan Pekasa.

Antusiasme Masyarakat Pekasa memasang plang, kain baju dirobek
didirikan dekat tiang sebagai simbol kemenangan. Ibu Ertina kemudian
mengatakan bahwa perlawanan, perjuangan, dan semuanya belum usai.
Ini merupakan awalan baru dalam melawan penjajah. la pun berujar,
“Lawan... lawan... lawan..., lalu ia berteriak Allahu Akbar... Allahu
Akbar... Allahuakbar....”

Walaupun rasa takut masih ada, setidaknya keputusan MK itu
menambah keyakinan mereka untuk menjalankan aktivitas mereka.
Ibu-ibu sudah mulai memasak lagi, menanam sayur, membangun
rumah-rumah lagi, dan ladang-ladang dibersihkan untuk persiapan
tanam. Anak-anak mulai bersekolah kembali, yayasan pun berdiri, guru
ngaji pun datang untuk memberi ilmu, serta mulai berbaur dengan alam
dan hutan seperti semula. Tak ada lagi gangguan sweeping, beringas
brimob, beringas TNI, Polri, dan dari pihak Kehutanan.

Namun, masalah belum usai. Kepastian hukum mengenai keberadaan
Masyarakat Adat Pekasa dengan hutan sampai saat ini belum selesai.
Mereka harus terus bergerak demi mengukuhkan identitas mereka.







Masyarakat Adat, Penguasaan
Hutan Adat, dan Konsesi
Pertambangan:

Masyarakat Adat Cek

Bocek vs Newmont

Nusa Tenggara

< Febriyan Anindita

Profil Masyarakat Adat Cek Bocek

Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensuri merupakan masyarakat
adat Suku Berco yang berada di wilayah antara garis, 117° 18’ Bujur
Timur s/d 117° 30" Bujur Timur dan antara 8° 52" Lintang Selatan s/d 9°
04" Lintang Selatan. Adapun batasan wilayah Masyarakat Adat Cek
Bocek sebagai berikut:

e Sebelah utara berada di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)
Lang Remung.

e Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

e Sebelah barat melintasi wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)
Babar, DAS Lampit, dan DAS Presa.

e Sebelah timur melintasi Sungai Sengane.
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Wilayah adat Cek Bocek Selesek Rensuri terletak di bagian tengah ke
arah selatan wilayah Kabupaten Sumbawa, dengan luas wilayah sesuai
hasil pemetaan dari partisipatif masyarakat adat sebesar 28.975,74 ha
(289 km?) atau sekitar 3.46% dari luas Kabupaten Sumbawa 837.403,18
ha (BPN). Persoalan yang dihadapi Masyarakat Cek Bocek terkait
dengan hak atas wilayah masyarakat adat yang terjadi semenjak tahun
1980-an, yakni hutan yang menjadi bagian dari identitas adat dan
aktivitas sosial-ekonomi serta ritual religiusnya, telah diklaim sebagai
Hutan Negara dan diberikan Hak Izin Konsesi Pertambangan kepada
perusahaan PT. Newmont Nusa Tenggara. Klaim atas hutan negara ini,
membuat hidup masyarakat adat tidak lagi tenang. Masyarakat adat
bahkan tidak diakui keberadaannya oleh negara, dan berhak untuk
dikeluarkan dari wilayah adatnya. Padahal, masyarakat adat sudah hadir
lebih dulu, bila dibandingkan dengan kehadiran negara Indonesia sendiri.
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Sebuah Penegasan Hak!

“Wilayah adat ini sudah lama kami tempati dan sudah kami
petakan, Newmont harus angkat kaki.” (Syarifuddin Umar, 35 Thn)

MALAM itu pada 4 Juni 2011, 36 warga dari Adat Cek Bocek berkumpul
di bale” adat (Rumah Adat). Mereka menceritakan tentang pengalaman
bapak Farid yang baru saja pulang dari nganyang atau berburu rusa di
belantara hutan Selesek, sebelum acara Rapulung atau Musyawarah
Adat dimulai. Rapulung diadakan, jika ada kabar atau kejadian penting
yang terjadi disekitar masyarakat dan harus disikapi bersama
sebagaimana Adat Cek Bocek mengaturnya. Rapulung merupakan rapat
adat yang memiliki kedudukan sebagai rapat tertinggi adat yang wajib
hukumnya dihadiri oleh kepala suku, dan para perangkat-perangkat adat
lainnya. Rapulung dipimpin langsung oleh kepala suku. Adalah Datu’
Sukanda RHD yang memberlakukan kembali sistem pemerintahan adat
ini, yang kemudian dikenal sebagai Adat "Cek Bocek.” Di bawah pimpinan
Datu” Sukanda, pertemuan rutin di rumah adat dan rapat-rapat penting
antara pengurus adat (Rapulung) hidup kembali, terutama hal-hal yang
menyangkut kawasan wilayah adat (Gunawan et al., 2011:23).

“Ada aktivitas pembersihan di wilayah kuburan tua di Dodo oleh
orang-orang pake seragam biru-kuning bertuliskan PT.
Newmont di saku baju, mereka mendirikan tenda-tenda dengan
terpal,” ungkap Bapak Farid menyampaikan persoalan yang
dilihatnya terkait dengan tanah leluhur mereka. Informasi
tersebut ia sampaikan setelah dipersilakan oleh Anggo Zainuddin
selaku Penggawa Adat?*yang memimpin musyawarah.

Tidak lama bale” adat terdengar gaduh setelah informasi yang diberikan
oleh Farid tersebut, dari bisikan berubah menjadi gumaman dan tidak
lama kemudian suara-suara mulai meninggi dan saling bersahutan untuk
menyampaikan pendapat dan ketidakpuasan terhadap informasi tersebut.
Anggo Zainuddin segera mengambil alih suasana dan menyatakan. "Kita
harus bersikap tegas menyikapi situasi ini, Newmont sudah tidak
menghargai kita sebagai pemilik wilayah!” tutur Anggo Zainuddin
dengan nada jengkel. Keputusan melalui Rapulung pun diputuskan.

Putusan ini didukung penuh oleh peserta rapat yang menyatakan bahwa
pada pukul 06.00 WITA esok pagi, mereka akan naik menuju ke Dodo.
Lokasi yang dituju merupakan tenda yang sekarang ditempati oleh PT.

288 Penjaga Keamanan Adat.
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Newmont, yaitu kompleks pemakaman Dodo yang dianggap sakral
sebagai makam leluhur oleh Masyarakat Adat Cek Bocek. Untuk
mencapai Dodo, masyarakat harus berjalan kaki selama enam jam
menyusuri pohon jalit (aren), kemiri, dan pohon-pohon rindang dengan
medan terjal berbukit, sebelum akhirnya sampai di kawasan kuburan
tua. Perjalanan ini dipimpin oleh Bapak M. Nasir selaku Bengko Adat.?

Melihat ada rombongan yang mendekat ke wilayah Dodo, H. Simbar salah
satu pekerja lapang PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT] bertanya,
“bapak-bapak ini dari mana?” "Kami warga Masyarakat Adat Cek Bocek
Selesek Rensuri,” sahut M. Nasir. "Kami ingin mengetahui kegiatan
bapak-bapak di wilayah adat kami,” sambungnya. Rombongan masyarakat
adat lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka dan mengatakan
agar PT. NNT harus menghentikan kegiatannya di wilayah adat mereka.

Pertemuan ini berlanjut dengan adu mulut, masyarakat meminta
perusahaan segera menghentikan kegiatan penambangannya. Negosiasi
pun berlangsung alot.

“Pak tolong hentikan kegiatan bapak-bapak dulu di sini
sepanjang dari PT. Newmont atau pihak mana pun belum
sepakat atau berunding dengan kami. Segala aktivitas tidak
boleh ada, karena hukum adat kami tidak bisa membiarkan
aktivitas tersebut sebelum ada persetujuan lebih awal sehingga
kami katakan kepada bapak-bapak ini bahwa sudah melanggar
aturan hukum adat kami. Lebih-lebih PT. Newmont, maupun
pihak pemda, karena masuk tanpa sepengetahuan dan
koordinasi dengan kami. Apalagi sosialisasi pun tidak dilakukan
ke komunitas kami, memang apa maunya pemda dan PT.
Newmont, apakah kami sudah dianggap benar-benar tidak ada
disini?”, ujar Pak Nasir geram.

Akhirnya setelah beberapa lama berdebat, orang-orang perusahaan
terpaksa mengalah. Mereka tidak punya alasan lagi bertingkah laku
seperti pencuri dan melakukan kegiatan secara diam-diam di tanah
orang Cek Bocek. Keesokannya, tim eksplorasi PT. NNT meninggalkan
kawasan itu dengan angkutan helikopter perusahaan.

Rombongan masyarakat adat tidak langsung pulang ke Lawin, tempat
perkampungan Masyarakat Adat Cek Bocek berada. Namun, masyarakat

289 Dewan Pertimbangan Adat.
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meneruskan perjalanan ke wilayah Sury untuk membersihkan kuburan
Lala Wangsasi dan kuburan leluhur masyarakat adat.

A. Kuburan Tua Pertegas Wilayah Adat

Bagi Masyarakat Cek Bocek, kuburan bukan hanya soal batu nisan tua,
sebagai penanda bahwa telah ada yang dikubur di wilayah itu. Lebih dari
itu, kuburan dijadikan penanda sebagai satu situs identitas bagi
Masyarakat Cek Bocek. Masyarakat adat selalu mengadakan berbagai
ritual budaya-religius mereka ketika berhubungan dengan kuburan-
kuburan tua mereka, sebagai bentuk penghormatan kepada para
leluhur. Kuburan itu pun menjadi penanda yang tegas tentang
penguasaan wilayah mereka.

Siang itu masyarakat kembali berkumpul, kali ini menyepakati tanggal
baik melaksanakan ritual adat Jango Kubur atau ziarah kubur, yakni
tradisi tahunan menjelang Bulan Ramadhan untuk menghormati leluhur
mereka. Mereka berbagi tugas, Syarifuddin Umar selaku Menteri Teme
Dodo?”mengabarkan informasi mengenai hasil Rapulung kepada
masyarakat Desa Labangkar. Makaroda selaku Kanaruan Lebah?'
mengabarkan kepada Komunitas Lebah di Lunyuk. Jambe selaku Sury
Semprok??mengabarkan kepada masyarakat di Kampung Lawin.
Mustakim selaku Panyeberu?”? mengabarkan kepada masyarakat yang
mengurus wilayah adat Beru.

Pada masa kepemimpinan Datu’” Sukanda RHD saat ini, sistem
pemerintahan adat yang diberi nama "Cek Bocek” semakin
menunjukkan geliat menjalankan adat mereka secara lebih intensif
karena sebagai bentuk pertahanan dari rongrongan pihak luar atas
wilayah adat mereka. Asal muasal penamaan Cek Bocek diambil dari
nama seorang leluhur yang ditunjuk oleh Dewa Datu” Awan Mas Kuning
sebagai tangan kanannya (wakil] yang memiliki peran sebagai pengawas
jalannya roda pemerintahan adat. Di samping itu, Cek Bocek juga
berfungsi sebagai Kedatuan Selesek-Rensuri.

290 Bertugas sebagai penghubung komunitas Lebangkar dengan komunitas lainnya yang masih
mempunyi garis keturunan atau kekerabatan, baik secara sosial dan budaya yang menjadi
ketetapan hukum adat.

291 Mengepalai Tata Pemerintah Adat dalam Proses Perdagangan Antar-Komunitas dan
Mengkoordinir Komunitas Lebah yang Ada di Lunyuk.

292 Orang yang ditugaskan mengurus wilayah Sury.
293 Orangyang ditugaskan mengurus wilayah Beru-Lunyuk.
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Jango Kubur dilaksanakan pada waktu itu, yaitu pada 9 Agustus 2011.
Matahari mulai memecah padatnya embun pagi di kompleks persawahan
Kampung Lawin, saat itu Ibu Una sedang memanggul tep/ (sebuah alat
untuk membersihkan beras yang akan dimasak]). Namun kali ini, tepiini
tidak digunakan seperti lazimnya. Seakan melayang, tepi tersebut
digunakan Ibu Una untuk satu tujuan yang lain, yakni mencari waktu
yang baik saat akan dilakukakan Jango Kubur. Masyarakat yang sejak
pagi berkumpul, tampak serius mengamati setiap gerakan tepi. Ibu Una
adalah seorang tabib adat orang Cek Bocek, memang di kampung banyak
tabib-tabib, tetapi dalam mempersiapkan perjalanan kali ini hanya Ibu Una
yang bisa melepas rombongan yang akan berziarah ke makam leluhur
dengan maksud agar rombongan dapat selamat selama perjalanan.

Kepah Adu

Mentri Teme Dodo

Gambar 2. Struktur Parenta Ne” Adat Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco)
Sumber: AMAN, Tata Ruang Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury hasil pemetaan
partisipatif masyarakat (AMAN-JKPP Tahun 2010)

Saat masyarakat sudah menyelesaikan ritual tersebut dengan tabib Ibu
Ina, sebelum keberangkatan menuju lokasi Dodo, tiba-tiba mereka
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didatangi oleh seorang Babinsa. Mengenakan pakaian loreng
kebanggaannya, Pak Saprudin mendekati rombongan warga yang tengah
berkumpul.

“Bapak-ibu tidak usah naik ke wilayah Dodo, di sana sudah dijaga
Brimob dua pelton, " ia menyampaikan maksud kedatangannya.

“Ini sudah tradisi kami melakukan ziarah kubur, siapa pun tidak
bisa menghalangi kami”, jawab Datu’ Sukanda selaku pimpinan
adat dengan tegas kepada Saprudin yang didampingi anak buahnya.

Setelah berdialog panjang, tanpa menggubris ancaman tersebut,
rombongan pun bergerak. Sesudah menempuh perjalanan setengah
hari, kibasan pedang dan parang warga mulai berayun membersihkan
kompleks makam tua berukir yang telah berumur ratusan tahun?*dan
ditutupi rerumputan di wilayah Dodo Aho, Bakal Bila, Sury, Bera, Kesek,
Langir, Lawang Sasi, dan Pengur. Setelah terlihat bersih, warga
mengelilingi nisan dengan duduk bersila, lalu mengadahkan tangan
seraya membaca do’a bagi para leluhur. Di wilayah Dodo Aho terdapat
nisan-nisan berukir yang tersebar dan berjumlah puluhan serta tidak
jauh dari wilayah pemakaman ini, terdapat pohon aren, nangka, dan
tanaman produksi lainnya yang masih berdiri tegak.

Bapak Farid dan Rahman didampingi tiga ekor anjing peliharaan yang
setia menemani selama perjalanan. Keduanya sengaja melakukan
perjalanan terpisah dari rombongan untuk menyusuri sungai berbatu
cadas, karung putih di punggung yang sudah penuh oleh udang kali
segar serta beberapa ikan tuna terikat rapi dengan seutas tali jalar
tangkapannya. Hasil tangkapannya ini akan disuguhkan bagi rombongan
untuk makan siang. Ibu Abing pun tidak berpangku tangan melihat bapak-
bapak bercucur keringat melakoni aktivitasnya, tangan yang sudah mulai
keriput terlihat terampil memilah ranting pohon kering di sekitar lokasi
kuburan. Berbekal sebuah akar pohon ranting-ranting itu diikatnya,
tidak perlu menggunakan minyak tanah yang selalu dikeluhkan langka
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia belakangan ini, hasil
tangkapan Bapak Farid dan Rahman dipanggangnya dalam sajian
sepat.?Hamparan wilayah adat ini bak pasar alam anugerah Allah SWT,
dimana di setiap sudut menyediakan kebutuhan hidup masyarakat
sehari-hari. Setelah lahap menyantap hasil racikan Ibu Abing, warga pun
melanjutkan perjalanannya menuju Dodo Baha.?’

294 Dinasti Dewa Datu” Awan Mas Kuning sekitar tahun 1512. Lihat Jasardi et al., op.cit. hlm. 10.
295 Makanan khas Sumbawa yang diramu dengan rempah-rempah tradisional.
296 Lokasi puncak ritual ziarah kubur.
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Tidak seperti wilayah-wilayah sebelumnya, kedatangan rombongan
disambut beberapa pemuda berbaju coklat bergaris memangku senjata
laras panjang di tangan dengan raut wajah tidak bersahabat, ternyata
peringatan dari Babinsa sebelum berangkat tadi, yang menyambut
rombongan ziarah ini. Tepat dimana lokasi kamp PT. NNT sebelumnya
berdiri, ternyata kini PT. NNT telah beroperasi kembali melanjutkan
kegiatan eksplorasinya, tanpa mengindahkan peringatan dari orang Cek
Bocek setelah diusir 4 Juni lalu. Kali ini, PT. NNT kembali bersama dua
pleton Brimob Polda NTB sebagai tameng mereka. Keberadaan para
pengayom dan pelindung masyarakat di tengah hutan ini, ternyata
berubah fungsi menjadi pelindung perusahaan. Setiap gerak-gerik
warga diawasi melalui sorot mata yang tajam tanpa ada yang
terlewatkan, bak segerombol anjing yang mengitari mangsanya. Dialog
pun berlangsung alot, pihak keamanan PT. NNT tetap meminta
masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ritual tersebut di lokasi ini.

Setelah bermalam di lokasi ini, pagi harinya ritual dibacakan do’a-do’a
kepada leluhur dan pembersihan makam di sekitar wilayah tersebut.
Akan tetapi, tidak seperti pemakaman tua sebelumnya, puluhan nisan
berukir sudah tidak berada di tempat sebagaimana mestinya.
Masyarakat justru menemukan pipa besi berukuran tiga inchiyang
menggantikan nisan-nisan tersebut. Pipa yang tersambung melalui
bawah tanah dari wilayah aktivitas eksplorasi PT. NNT.

“Satu persatu nisan kuburan leluhur kami lenyap. Entah dibawa
kemana, kami sudah tidak dihargai lagi, tidak dianggap ada,”
keluh Ibu Abing.

Wilayah-wilayah kuburan tua yang mulai dieksplorasi oleh Newmont
merupakan wilayah Masyarakat Adat Cek Bocek. Aktivitas eksplorasi PT.
NNT yang dilakukan antara 2003 hingga 2011, telah melakukan
pengeboran di 116 titik yang jarak antar lubang tambang sejauh 200—
250 meter. Perkembangan aktivitas eksplorasinya dan bahkan hingga
saat ini, jarak tersebut semakin pendek, yakni hanya sejauh 50—75
meter antarlubang. Maka dapat dipastikan, jumlah titik-titik eksplorasi
PT. NNT tentunya semakin bertambah. Dengan potensi kandungan emas
sebanyak 19 juta ons emas (1 ons setara dengan 31,1 gram) dan 18
miliar ons tembaga (1 ons setara dengan 0,5 kilogram),?”” tentunya hal ini
tak mau dilewatkan begitu saja untuk produktivitas perusahaan tambang
seperti Newmont.

297 Sumbawa Ekspres, bulan Agustus 2011.
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Elang Exploration Update

Drill Holes with Significant Drill Intercept ($index >$5)
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1525 Kuburan Masyarakat Adat Cek Bocek

akan menjadi Lubang Tambang PT.Newmont Nusa Tenggara.

Gambar 3. Peta Sebaran Kuburan Leluhur Masyarakat Adat C
Sumber: Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber

ek Bocek Selesek Rensuri dan rencana eksploitasi PT.NNT
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Gambar 4. Kontrak Karya 2005 PT. Newmont Nusa Tenggara
Sumber: /dem Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber.
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B. Rangkaian Intimidasi Newmont

Eksistensi keberadaan Masyarakat Adat Cek Bocek mempertahankan
hak yang dititipkan oleh para leluhur demi menopang kehidupan
mereka, tidak sejalan dengan kebijakan yang ditandatangani oleh
pemerintah melalui kontrak karya pada tahun 1986 silam dengan
perusahaan Newmont. Upaya pemerintah maupun perusahaan yang
mengeksploitasi sumber daya hutan dan penguasaan hutan dijalankan
tersistematis sejak kontrak karya itu ditandatangani. Perlahan namun
pasti, kondisi ini menggerus peradaban Masyarakat Adat Cek Bocek.

PT. NNT mendapat kontrak karya dengan No B-43/Pres/11/1986 yang
ditandatangani pada tanggal 6 November 1986 oleh Presiden Soeharto
dan John E Quin serta Yusuf Merukh yang mewakili PT. Newmont.
Kontrak karya ini telah dilegalisir sebagai suatu badan hukum Indonesia
dengan Akta Notaris No. C2-82 55- HT.01.01 Tahun 1986, tertanggal 26
November 1986. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral
Pertambangan Departemen Pertambangan dan Energi RI No. 1248.K/29/
DDJP/1993, tanggal 11 September 1993, wilayah konsesi tersebut
meliputi Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Kontrak karya yang begitu luas, tanpa adanya upaya untuk merevisi
apalagi memoratorium meskipun terjadi tumpang tindih dengan wilayah
masyarakat adat. Kontrak karya ini berlangsung secara bertahap,
seiring dengan perkembangan perusahaan. Selain soal bagaimana
kontrak karya ini hadir tanpa mengindahkan protes masyarakat,
beragam peristiwa yang mengintimidasi masyarakat adat justru semakin
sering terjadi.

Intimidasi yang dialami Anggo Zainuddin, sang penjaga adat adalah
salah satunya. la mengalami intimidasi pada awal tahun 2012, ketika
berada di Ibu kota Sumbawa. Kedatangan Pak Anggo Zainuddin ke
Sumbawa merupakan sebuah kunjungan rutin untuk melihat
perkembangan putranya yang tengah menempuh pendidikan di Ibu kota
Kabupaten Sumbawa. Selain itu, ia juga berencana menginformasikan
mengenai perkembangan situasi komunitas mereka kepada Pengurus
AMAN Daerah Sumbawa. Namun, pada hari itu, menjadi pengalaman
perjalanan pulang yang tidak akan pernah dilupakan dalam memori
ingatannya seumur hayat.

Hari itu, Minggu 7 Januari 2012, perasaan tidak menentu menyelimuti
diri Pak Anggo sepanjang perjalanan. Cemas dan gelisah bercampur
aduk dalam benaknya, betapa tidak, semalam berhembus kabar bahwa
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akan ada sweeping bagi warga adat Cek Bocek yang menolak aktivitas
eksplorasi Newmont di Dodo. Setelah menempuh perjalanan selama 30
menit dari Sumbawa, tampak dari kejauhan barisan motor berjejer yang
menutupi jalan kabupaten dengan lebar tiga meter tersebut. Beberapa
pemuda tengah siap menyambut motor biru yang Pak Anggo kendarai.
Rasa cemas yang menyelimuti pun semakin bertambah, ketika ia
melihat sebuah spanduk yang bertuliskan, “TOLAK KEBERADAAN
AMAN/CEK BOCEK DI SUMBAWA " yang dibentangkan tepat di antara
dua pohon yang berseberangan. Sebagai penggerak masyarakat adat di
komunitas yang menentang keberadaan perusahaan, kedatangan Pak
Anggo ternyata sudah dinanti oleh warga yang berkumpul dan menutupi
jalan tersebut. Setelah berlangsung dialog damai serta memberikan
pengertian kepada warga yang kebetulan beberapa diantaranya dikenal,
Pak Anggo pun dapat bernafas lega karena dapat melintas dengan
selamat.

Gambar 5. Spanduk penolakan pengakuan atas kehadiran Masyarakat Adat
Sumber: Koleksi Febriyan, Kontributor: Febriyan

“Kami tadi terkena sweeping oleh warga Desa Lito Dinda tapi...
Alhamdulillah kami telah dikasih jalan lagi ini”, ungkapnya mengabarkan
kepada saya melalui telepon seluler yang kebetulan sinyal BTS masih ada
di pegunungan Lantung. “Syukurlah, bapak hati-hati di jalan, nanti saya
kontak teman-teman di Intel Polres untuk menginformasikan aksi sweeping
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itu, biar mereka mengambil langkah. Kalau ada apa-apa di jalan,
hubungi saya lagi”, jawabku menenangkan Pak Anggo pada waktu itu.

Perjalanan pulang akhirnya dilanjutkan Pak Anggo bersama dua
rekannya, yaitu Sopan dan Jambe. oleh karena rasa lapar melanda,
mereka bersepakat istirahat sejenak untuk makan siang di rumah Pak
Ahmad salah seorang kerabat keluarga di Desa Lantung Ai Mual,
Kecamatan Lantung, sehabis menyantap makan siang yang disuguhi Pak
Ahmad, tidak berselang lama. Asep, Rauf, dan rekan-rekannya yang
berasal dari Lantung Pedesa mendatangi kediaman Pak Ahmad,
kedatangan mereka ini ternyata sesudah mendapatkan informasi
keberadaan Pak Anggo di kediaman tersebut.

Kedatangan Asep bersama rekan-rekannya yang berjumlah puluhan
orang tersebut terlihat tidak bersahabat, beberapa orang menenteng
pedang dan parang. "Bubarkan Cek Bocek itu, kalian ini menganggu
investasi di daerah!” ucap Asep dengan nada tinggi disertai amarah.
Diiringi teriakan liar dari kerumunan orang di luar rumah. “Kalau tidak
sanggup bubarkan, saya bunuh, gorok kepalamu atau kita ikat lalu
naikkan ke atas mobil, itu katanya Dinda,” ujar Pak Anggo bercerita
kepada saya dengan berusaha mengingat kembali memori kejadian yang
hampir merenggut nyawanya tersebut.

“Posisi kami sangat terjepit saat itu, kami melihat dan
mendengar Pak Asep berkomunikasi lewat telepon seluler
dengan Pak Ikhlasuddin Jamal, salah seorang petinggi Newmont
di Sumbawa. Intinya dari komunikasi tersebut, Asep meminta
masukan kepada Pak Ikhlas untuk membuat redaksi surat
pernyataan yang membubarkan Komunitas Adat Cek Bocek dan
memberi dukungan kegiatan eksplorasi Newmont. Dengan
sangat terpaksa saya menandatangi surat itu Dinda, karena
sudah mau gelap. Kalau berlama lagi di situ akan berbahaya
kalau tidak tanda tangan, kita bertiga mati di situ”, tuturnya.

Semenjak kejadian tersebut, warga adat Cek Bocek merasa tidak aman
untuk turun ke Kota Sumbawa karena perasaan takut dan tidak nyaman
terhadap ancaman maupun intimidasi yang dilakukan oleh antek-antek
perusahaan. "Melihat orang berkumpul di pinggir jalan saja, kami sudah
was-was, kalau saja mereka mau menghadang kami, sementara kami
tidak tahu apa-apa”, tutur Sopan mengiba. Akses jalan yang
menghubungkan Kampung Lawin dengan Kota Sumbawa hanya satu
arah. Jalan tersebut dibangun melalui Dana APBD Provinsi NTB dan




NUSA TENGGARA

APBD Kabupaten Sumbawa, yakni harus melewati beberapa desa, yakni
Desa Lantung dan Ropang serta melintasi tiga Kecamatan di wilayah
selatan ini, yakni Moyo Hulu, Lantung, dan Ropang.

Selain itu, Masyarakat Adat Cek Bocek mengalami berbagai bujuk rayu
yang dilakukan oleh Newmont untuk merebut hati masyarakat. Upaya
Newmont merebut hati komunitas agar mendukung operasi eksplorasi
pun dilancarkan. Tanpa persetujuan masyarakat adat, masjid yang sudah
berdiri ingin direnovasi oleh Newmont. Hal ini diketahui ketika kontraktor
akan merobohkan bangunan yang telah ada.

“Kalau Newmont ingin mendirikan masjid, jangan merobohkan
masjid yang telah ada. Bangun saja di tempat lain, ini masjid
hasil swadaya kami masyarakat, kami pun tidak pernah meminta
bantuan kepada Newmont maupun pemerintah,” tegas Pak
Wahab kepada rombongan camat yang akan melakukan
pengukuran masjid.

“Ini masjid kami jangan dijadikan bisnis,” tambahnya.

“Kalian jangan sombong jadi masyarakat, itu jalan yang kalian
lewati saban hari bantuan Newmont, puskesmas juga bantuan
Newmont,” bantah Camat Ropang, Lukman S.Sos.

“Angkut saja semua itu, kami tidak pernah meminta itu dibuat
Newmont, itu kan kewajiban pemerintah,” singgung Pak
Syarifudin Umar menjawab Pak Camat.

Intimidasi dan bujuk rayu yang didukung oleh aparat semakin
memperburuk suasana di wilayah hutan Masyarakat Adat Cek Bocek.
Aparat pemerintah sudah menjadi seperti humas perusahaan, dengan
selalu mengampanyekan kehadiran PT. NNT akan menyejahterakan
kehidupan mereka. PT. NNT dengan kepentingannya yang begitu besar,
mencoba pula untuk mengotak-ngotakkan sosial Masyarakat Cek Bocek
melalui berbagai cara. Kondisi ini menimbulkan pro maupun kontra di
dalam Masyarakat Cek Bocek itu sendiri, tentang boleh atau tidaknya
kehadiran perusahaan di wilayah adat mereka.

“Pro dan kontra terjadi di dalam kampung, karena Newmont merekrut
warga untuk bekerja, ada yang menjadi komrel, security, dan lain-lain.
Ini juga membuat kami sesama saudara tidak harmonis,” keluh Pak
Nasir.
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Berlindung dalam Klaim Kawasan Hutan Lindung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/2013 menjadi harapan
baru bagi warga Adat Suku Berco karena putusan tersebut akan
menjamin kepastian mereka atas wilayah adat, dimana segala aktivitas
ekonomi, sosial, maupun budaya dapat mereka lakukan di areal seluas
28.975,74 Ha ini.

Gambar 6. Foto suasana plangisasi Masyarakat Adat Cek Bocek.

Sumber: Dokumentasi warga adat tahun 2013.

Aksi plangisasi yang dilakukan masyarakat adat di wilayah adatnya pada
tanggal 8 September 2013, membuat Pak Anggo dan warga lainnya
diperiksa polisi sebagai saksi atas pemotongan kawat area eksplorasi
PT. Newmont di Dodo.

“Ini wilayah adat kami, kuburan-kuburan leluhur kami ada di
dalam area itu, jadi kami harus memasang plang ini di dalam,
kenapa kami dibatasi seperti ini?” Keluhnya kepada beberapa
personil Brimob dan keamanan PT. Newmont yang tengah sigap
dengan senjata laras panjang.

Setelah berdialog panjang, mereka akhirnya pasrah dan hanya
menancapkan plang tersebut di luar pagar besi kawat yang dipasang PT.
Newmont. Keesokan harinya, setelah membangun pondok seadanya di
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radius 50 Meter dari pagar tersebut, beberapa orang dari dinas
kehutanan menghampiri mereka, dialog pun kembali berlanjut.

“Saya minta bapak-bapak tidak melakukan aktivitas apapun di
kawasan hutan ini, karena ini masuk dalam kawasan hutan
lindung,” jelas Pak Baijuri Bulkiah selaku Komandan Polisi Hutan
Sumbawa.

“Kalau memang benar ini hutan lindung, kenapa Newmont bisa
melakukan aktivitas tersebut (penambangan—pen]?” gugat Pak
Anggo.

Dialog pun berlangsung alot.

“Posisi kami saat itu terancam Dinda, kami dikawal ketat oleh
Brimob dan Polhut bersama pihak keamanan Newmont. Kami
dipaksa menandatangani surat untuk tidak melakukan aktivitas
di wilayah kami, kalau kami tidak mau menandatangani, kami
akan ditangkap”, ujarnya saat menceritakan kejadian tersebut.

Aktivitas masyarakat di wilayah hutan tidak pernah putus. Aktivitas
seperti nganyang atau berburu, memilih buah kemiri (panen], dan
membuat gula merah dari pohon aren, tetap dilakukan demi
melanjutkan kehidupan dan peningkatan segi ekonomi mereka.

Namun, akibat dari adanya perusahaan tambang Newmont yang
semakin meningkat pasca-Otonomi Daerah, akses masyarakat atas
hutan adat mereka semakin terbatas.

Kotak 1

Penunjukan kawasan hutan pada Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang yang masuk ke
dalam peta RTK 64, telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda melalui Surat
Keputusan Besluit tanggal 31 Januari 1931 dengan No. 190, seluas 64.787,00 Ha. Pada
tahun 1982, telah diperbarui penunjukan kawasan hutan melalui Surat Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 seluas
112.242,50 ha atau yang dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang
merupakan kesepakatan berbagai pihak instansi pengguna lahan. Penunjukan
dilakukan kembali melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor 418/Kpts-11/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan diperbaiki melalui Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 598/Kpts-11/2009 tanggal 2 Oktober 2009, tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

*Laporan Hasil Tim SPOR-C Polisi Kehutanan Prov.NTB
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“Akses jalan yang biasa kami tempuh hanya 20 menit menyusuri
sungai untuk mengambil udang dan kemiri, kini kami harus
mengitari pagar menempuhnya dengan 1 jam perjalanan karena
akses yang biasa kami lewati telah tertutup oleh pagar eksplorasi
tersebut”, tutur Pak M. Nasir menggambarkan perubahan yang
nyata terjadi di wilayah adatnya.

Wajah-wajah birokrat bermuka ganda, aparat pemerintah, baik sejak
zaman kerajaan/kesultanan, pemerintah kolonial maupun hingga saat
ini, tiada hentinya menjajah, merampok hak-hak rakyat yang
menggantungkan hidupnya di wilayah adat. Wajah tersebut hadir melalui
legitimasi hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat, tetapi lebih
berpihak kepada pemodal (investasi). Kasus yang terjadi di Sape
Kabupaten Bima misalnya, terkait dengan penerbitan izin pertambangan
oleh Bupati Bima yang hingga saat ini menjadi preseden buruk tata
kelola sebagai pengemban amanah, apakah Bupati Bima benar-benar
menggali informasi dari masyarakat, jika memang masyarakat
menerima lahannya untuk dijadikan lokasi pertambangan? Sebelum
mendapatkan legitimasi dari masyarakat, malah sebuah perusahaan
telah mengobrak-abrik suatu wilayah hingga berujung tewasnya tiga
warga Lambu yang menolak lahannya dieksploitasi.

Tidak menutup kemungkinan, peristiwa itu juga dapat dialami oleh
Masyarakat Adat Cek Bocek, jika pemerintah enggan untuk membuka
diri merespons dinamika yang terjadi. Klaim sepihak dengan topeng
hutan lindung, tanah negara, menjadi momok lawas pemerintah untuk
mengkooptasi lahan masyarakat, tanpa menelusuri dan mengkaji
kembali legitimasi faktual yang berkembang sebelum NKRI berdiri
khususnya masyarakat adat. Pola ini bermuara melalui terjadinya
degradasi dan deforestasi yang masif bagi sumber daya hutan. Secara
nasional, tidak kurang dari 2 juta ha hutan hilang tiap tahun, khususnya
di Kabupaten Sumbawa mencapai 1.100 ha (Arupa, 2006).

Mengaburkan Sejarah Cek Bocek

“Pertemukan saya dengan Sultan dan Bupati, biar kita sama-
sama baca kronologis dan sejarah kita masing-masing.” (Datu’
Sukanda RHD]

“Ho0000... hooooo.... haaam..., hoooo haammm..”, terdengar suara
saling beradu argumentasi yang saling bersahutan dari pintu timur
Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Semua pandangan mata tertuju ke
sumber suara tersebut. Tampak dengan balutan lamung pene dan kre’
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alang?®dan tanda kuning di dahi, warga mengumandangkan Gero.?”
Warga komunitas adat telah memenuhi akses pintu masuk tersebut.
Kedatangan warga ke kantor DPRD ini, setelah menerima surat dari
Komisi | DPRD Sumbawa terkait status keberadaan masyarakat adat di
Kabupaten Sumbawa.

Rapat yang dipimpin oleh Bapak Syamsul Fikri, AR, S.Ag. selaku Ketua
Komisi | DPRD Sumbawa periode 2009—2014, sejak awal berjalan sudah
menuai kontroversi yang terjadi dikalangan warga adat sebagai reaksi
keterlambatan selama 20 menit, karena menanti kedatangan pihak
pemda dan kesultanan yang turut serta diundang dalam pertemuan.
Reaksi sinis, kecewa, dan marah memuncak, ketika pimpinan rapat
menegaskan poin ke-3 dari Keputusan Lembaga Adat Tana Samawa,
bahwa “Teritorial dari Lembaga Adat atau Kesultanan Sumbawa dari
Tarano sampai Sekongkang, jika ada kerajaan atau kesultanan di luar
Kerajaan Sumbawa, itu tidak diakui.” Watak despotis®® Kesultanan
Sumbawa melalui Lembaga Adat Tana Samawa tampaknya masih saja
dipertontonkan dalam pertemuan ini.

Sebuah statement yang mendapat reaksi keras dari warga adat sehingga
membuat gaduh suasana pertemuan, Datu” Sukanda menenangkan
masyarakat dan menyampaikan,

“Saya menghormati, tapi saya harus bertemu dengan Sultan
untuk kita bacakan sejarah dan kronologis kita masing-masing
dari setiap masanya. Cuma sayang, yang saya maksudkan ini
pak, kalau kita berbicara terutama Pak Daeng sendiri tidak ada
bersama kita, tidak ada guna sama sekali. Cukup kita berdebat
ha ho ha ho percuma saja. Jadi inti, menurut saya, masing-
masing kita ungkap sejarah dan kronologis beserta bukti-bukti
pemerintahan. Sebab yang jelas kami terus terang pak, ciri khas
masih bersisa bahasa Berco, siapa pun tidak ada yang pungkiri.
Jadi, yang saya mau dan memang ada solusi pak, ketika kita
menyelesaikan persoalan adat-istiadat berbeda dengan hukum,
saya rasa itu belum pas pak ketua, belum pas menurut saya,

298 Merupakan baju tradisional masyarakat adat berbahan tenun khas bermotif, biasa digunakan
jika ada upacara adat dan ritual-ritual.

299 Merupakan pantun yang biasa dilantunkan saat peperangan untuk menyemangati pasukan
yang akan berperang pada masa penjajahan.

300 Soal watak despotis bagaimana raja-raja yang mengingkari hak ulayat atau hak-hak lainnya,
menurut catatan Van Volllenhoven terdapat di daerah-daerah Swapraja (Vorstenlanden,
Timoerland, Lombok) [C. Van Vollenhoven, 2013; 12).
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karena hukum adat kami juga berbeda dengan hukum adat yang
ada di dalam Samawa ini.

Memang menurut bapak, dari Sekongkang sampai Tarano wilayah
Kesultanan, betuuulll. Tetapi di dalam wilayah itu, ada yang dikatakan
hak-hak adat, budayanya, itu-nya, ini yang saya maksud pak. Kalau tidak
ketemu yang mengetahui kronologis dan sejarah, jadi coba kita gali
bersama, darimana asal-usul suku Sumbawa ini, apakah dari pesisir,
atau pegunungan sehingga disatukan, karena Raja Gowa datang ke
Samawa ini untuk mengumpulkan raja-raja kecil di Sumbawa,” jelasnya.

Sejarah pun terulang kembali, jika dahulu pada masa pemerintahan adat
Ne' H. Damhudji (kakek Datu” Sukanda), Kesultanan Sumbawa bersama
kekuatan Belanda mengusir masyarakat adat dari wilayah Dodo,
Selesek, Rensuri, Lebah, Jeluar, dan Beru. Kini kesultanan kembali
merampok hak-hak Masyarakat Adat Cek Bocek untuk kepentingan PT.
NNT. Hal ini dapat dibuktikan melalui keterlibatan pihak kesultanan
sebagai Penasihat Tim Eksplorasi PT. NNT, serta bagaimana kesultanan
menegasikan keberadaan hak yang melekat pada Masyarakat Adat Cek
Bocek. Sampai saat ini rintihan hati pengusiran terekam abadi dalam
sebuah pantun:

Dapit padado lodana

Uleng pamojong makura
Pararen tu kanga jangi
Kacendeng enteng ramodeng

Setelah sampai ketempat peristirahatan

Membuka bungkusan tembakau atau makanan lainnya
Merenung nasib di perjalanan yang begitu malang
Jawabannya hanya iman yang kokoh

(Sumber: Jasardi et al., 2011).

Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensuri melakukan perlawanan
atas Daulat Sultan Kaharuddin Il pada tahun 1935 yang mengusir
seluruh masyarakat dari pemukimannya, dan demi menghindari
pertumpahan darah yang lebih banyak lagi, maka Ne" adat H Damhudji
bin Tunru memerintahkan agar meninggalkan lokasi. Keputusan ini
terjadi atas perjanjian dengan Kesultanan Sumbawa yang berjanji
memperluas wilayah. Setelah melalui proses perpindahan yang dimulai
pada tahun 1933 hingga tahun 1935, seluruh warga Selesek Rensur dan
sebagian warga Beru menuju ke Lang Penghadang sebagai lokasi

pemukiman yang baru, kemudian hari setelah penduduk bertambah




NUSA TENGGARA

banyak wilayah tersebut dinamakan Lawin (lawan]. Adapun isi perjanjian
dengan Kesultanan Sumbawa mempunyai maksud tertentu, hal ini
diketahui setelah kolonial Belanda membawa berkarung-karung pasir
yang diambil dari Selesek Rensuri.

Penduduk yang menempati lokasi baru di bawah kepemimpinan adat,
yaitu Ne" adat H. Damhudji bin Tunru, kemudian ia membuat kebijakan
di lokasi baru mengenai pembagian tanah/lahan yang dapat diusahakan
sebagai persawahan dan mendirikan rumah. Ne" adat H. Damhudji bin
Tunru memerintahkan untuk membuka lokasi yang masih tertutup
hutan. Ne" adat H. Damhudji membuka lokasi di Pliuk Plempat Bengkal,
Pliuk Mleku, Kuhang Jeringo, dan lainnya. Sementara warga yang lain
mengikuti di lokasi sekitarnya. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari warga
masih melakukan aktivitas di lokasi lama, terutama untuk mengambil
hasil padi dan bejalit sebagai kebutuhan pangan di lokasi baru.

Rumah pertama yang berdiri berlokasi di Karang Tengah dimiliki oleh
Ne" adat H. Damhudji, sekarang dekat muka Masjid Karang Lawin.
Rumah berikutnya berdiri di Karang Suriyang dimiliki oleh Kwantan.
Setelah itu, pembangunan rumah didirikan warga mengikuti arah
dengan membentuk arah barat-timur. Bahan baku untuk mendirikan
bangunan rumah diambil dari daerah sekitar pemukiman, terutama
memanfaatkan kayu yang ditebang ketika membuka persawahan.

Lokasi Lawin pada tahun 1935, secara resmi diduduki oleh Komunitas
Selesek Rensuri dengan unit komunitas yang disebut dengan “Karang.”
Meskipun demikian, kepemimpinan Ne" adat H. Damhudji masih
terkoordinir dengan baik. Setelah pemukiman berdiri sebanyak kurang
lebih 140 rumah termasuk sebuah masjid, maka demi memperlancar
roda pemerintahan dilakukan pembagian kawasan pemukiman
berdasarkan karang (dusun), tiap dusun dipisahkan jalan utama yang
disebut Raren Rango (jalan). Pembagian karang berdasarkan wilayah
asal (dari Selesek Rensuri), yaitu Karang Suri, Karang Beru, Karang
Selesek, Karang Aho, dan Karang Pandeng. Pada setiap lokasi karang
ada seorang pemimpinnya, hal ini berdasarkan asal-usul yang dibawa
dari kampung lama yang disebut Ne" karang (juru putar]. Setelah sistem
pemerintahan adat berjalan normal, pada tahun 1959 H. Damhudji bin
Tunru wafat dan dimakamkan di pemakaman Jepang, Karang Selesek

(Lawin).

Ne" adat H. Damhudji bin Tunru memimpin di lokasi yang baru (Lawin)
selama 24 tahun, selama itu pula memiliki andil besar dalam menata
usaha pertanian, menata pemukiman, maupun sistem pemerintahan di
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wilayah baru tersebut. Setelah wafat dilanjutkan oleh Tuan Raja
Hasbullah bin H. Damhudji yang memimpin Karang Lawin dari tahun
1959-1996. Program utama yang dikembangkan oleh Tuan Raja
Hasbullah adalah membuka akses jalan yang memudahkan
komunitasnya untuk berhubungan dengan wilayah luar serta setiap
tahunnya dilakukan cacah jiwa. Selain itu, kepada setiap keluarga
diwajibkan membuat lumbung padi demi ketahanan pangan jika terjadi

paceklik.

Pada tahun 1968, dibangun sekolah yang lebih besar di Karang Lawin
atas inisiatif warga, kemudian setelah sekolah berdiri pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan status sekolah tersebut
menjadi Sekolah Dasar Negeri Lawin. Untuk menjual hasil bumi mereka,
warga Karang Lawin menggunakan kuda sebagai sarana angkutan yang
dipasarkan ke Pasar Sumbawa.

Hingga pada tahun 1974 sistem pemerintahan diganti, yaitu Karang
Lawin menjadi Dusun Lawin yang menginduk ke Desa Labangkar. Pada
waktu itu yang menjadi kepala dusun adalah M. Yasin. Beberapa tahun
dilanjutkan oleh Unru, kemudian beberapa tahun dilanjutkan oleh Dayo
Injang. Setelah itu digantikan oleh A. Rasyid Thalib dan Rusdi Kafli.
Hingga pada tahun 2004, Dusun Lawin ditingkatkan statusnya menjadi
Desa Persiapan yang dikepalai oleh Suhardin Manja. Pada tahun 2007,
menjadi desa definitif dengan luas wilayah administratif 33,31 km
berdasarkan SK Bupati No. 12 tahun 2006.

Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan dusun/desa dari tahun
1974, terjadi dualisme kepemimpinan, meskipun demikian masing-
masing pemerintahan berjalan secara harmonis. Untuk urusan keluar
dan administrasi dijalankan oleh pemerintahan dusun/desa. Mengenai
urusan ke dalam, yaitu mengatur tata usaha dan tata kelola diperankan
oleh Parenta Ne’ Adat.

Ketika mulai diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Desa pada
tahun 1974, komunitas yang dipindahkan secara paksa ke lokasi secara
administratif diubah menjadi Desa Lebangkar, Desa Babar, Desa
Lamurung, dan Desa Ledang. Pada tahun 2004, Desa Lebangkar
dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Lebangkar dan Lawin. Pada masa-
masa itulah, sistem pemerintahan adat masa Kepemimpinan Tuan Raja
Hasbullah menjadi kurang efektif selama kurang lebih 20 tahun. Tetapi
selama itu pula, ritual dan tata aturan adat masih tetap dapat dijalankan
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Sistem pemerintahan desa dengan batas administratifnya, sebenarnya
hanya memudahkan pemerintah Indonesia untuk pengaturan program-
program pembangunan di tiap wilayah tersebut. Meskipun aktivitas
sistem pemerintahan adat pada masa itu menjadi kurang efektif, namun
tata aturan adat yang menyangkut aturan penguasaan tanah,
perkawinan, dan pelanggaran hukum tetap dipatuhi di kalangan anggota
masyarakat adat, sehingga selama ini ketertiban masyarakat dapat tetap
terjaga.

Pemukiman Lawin saat ini merupakan lokasi yang ditentukan
berdasarkan Daulat Sultan Kaharuddin Ill diperuntukkan warga Selesek
dan Rensuri sebagai tempat tinggal, hingga terbentuklah wilayah
pemukiman. Namun, minimnya program pembangunan merupakan
cerminan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap wilayah ini, di
sisi yang berbeda kondisi ini malah menyebabkan ikatan kekerabatan
menjadi semakin kuat diantara komunitas masyarakat adat. Meskipun
begitu, mereka masih merindukan sistem pemerintahan yang adil dan
dapat menyejahterakan rakyatnya.

Di bawah kepemimpinan adat Datu” Sukanda yang lintas desa ini
memiliki sejarah perjuangan hidup yang konsisten dalam
memperjuangkan nasibnya dan anggota komunitas, meskipun telah
pindah dari tanah asalnya semula yang telah ditempati bertahun-tahun
lamanya. Mereka berpindah di sekitar dekat posisi hutan lamanya untuk
berladang, dan lama-kelamaan sebagian dari hutan hunian lamanya
tersebut menjadi meng-hutan, maka sejak saat itu pula dan hingga
tahun 1980-an masyarakat tetap memiliki ikatan kuat dengan wilayah
tersebut, dimana mereka tetap melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan
budaya.

Secara berkesinambungan masih memelihara dan memanfaatkan
kebun-kebun yang mereka kelola, seperti melakukan bejalit [membuat
Gula Aren] di hutan tersebut, mengambil kemiri, rotan umbi bumbu,
menangkap ikan, dan sebagainya. Berburu pun tetap dilakukan
bahkan yang dilakukan secara massal dengan nama Nganyang. Ritual
tahunan Sedekah Pungka Inu berupa ziarah ke makam leluhur yang
tiada putus dilakukan sampai saat ini. Hingga pada tahun 1983,
kehidupan ritual masyarakat berjalan normal. Sampai saat itu,
masyarakat adat (Komunitas Adat) tetap aktif memberdayakan hasil
hutan adatnya atau tanah ulayatnya sebagai kegiatan sehari-hari mereka
seperti memproduksi gula aren (bejalit] yang dibuat dari air pola (enau)
yang berjumlah 150 titik produksi (titik jalit] dan tersebar di dalam
wilayah ulayat.
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Namun, bibit konflik mulai ditebar. Berawal dari konsesi penguasaan
wilayah adat/tanah ulayat oleh pemerintah dan perusahaan tambang
yang berniat mengeksplorasi untuk dijadikan areal konsesi
pertambangan. Penggunaan ulayat tersebut dilakukan oleh PT. NNT.
Pada tahun 1983—1986 dilakukan Survei Regional PT. NNT tersebut
sehingga memasuki wilayah Blok Elang Dodo Rinti. Namun, masyarakat
tidak menyadari bahwa nantinya wilayah tersebut akan diekploitasi oleh
perusahaan raksasa. Dengan masuknya survei tersebut, akses
masyarakat dengan ulayatnya sempat terhenti karena dihentikan oleh
pemerintah. Alasan mendasar pemerintah menghentikan akses
masyarakat terhadap hutan adatnya, bahwa tanah ulayatnya akan
digunakan sementara oleh pemerintah untuk survei pertambangan.

Awalnya masyarakat menerima kondisi ini. Namun, setelah berakhirnya
survei tahun 1986, mereka tidak kunjung diberi akses ke hutan adat
sehingga sejak itulah masyarakat adat merasa gelisah dan ketakutan
karena pemerintah mulai melakukan tekanan-tekanan, baik dari luar
maupun dari dalam sendiri. Rupanya keadaan itu disebabkan
keberlanjutan proses survei kegiatan tambang yang ditingkatkan
menjadi proses eksplorasi. Namun, tidak seperti apa yang telah
dibayangkan oleh komunitas adat, terhentinya dengan akses ulayatnya
akan berakibat komunitas adat mengalami penderitaan panjang dan
kerugian yang sangat besar. Karena salah satu tempat komunitas
bergantung hidup hanya berasal dari hasil produksi gula tersebut.
Namun tetap saja, tidak adanya perhatian dari pemerintah yang hanya
berpangku tangan melihat kondisi yang dihadapi komunitas tersebut,
semuanya nyaris tidak terdengar.

Hari demi hari masyarakat adat mulai sadar, bahwa selama ini mereka
hidup dalam cengkraman ketakutan dan penderitaan panjang. Maka
dengan lantang dan keberanian, masyarakat adat menuntut kerugian
dan janji kepada pemerintah. Berawal dari itulah, komunitas adat
berupaya sekuat tenaga agar nantinya mereka tidak akan hidup dalam
kegelapan lagi. Mereka bersikeras memberikan peringatan kepada
pemerintah maupun kepada investor yang masuk ke tanah ulayat
mereka, agar betul-betul memperhatikan keadaan mereka. "Ada
tidaknya Newmont, kami tetap hidup di wilayah adat,” sebuah ungkapan
penegasan oleh Datu” Sukanda. Masyarakat Adat Cek Bocek sadar betul
bahwa tanah yang digunakan tersebut adalah benar-benar tanah
kesejarahan, tanah titipan leluhur yang harus diperjuangkan.




Taman Suaka Marga Satwa
Rinjani, Tanam Paksa Kopi,
Taman Nasional Gunung

Rinjani dan HGU:
Negaralisasi) Tanah
Masyarakat Adat
Sembahulun dari
Masa ke Masa

<& Yamni

Profil Masyarakat Adat Tanag Sembahulun

ilayah Adat Kemangkuan Tanag Sembahulun berada di wilayah
V\/Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten

Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah
Kemangkuan ini sekitar 13.633 hektar yang terdiri atas lahan basah
seluas 458 hektar. Lahan ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk
bercocok tanam pada musim kering. Musim tanam dimulai pada bulan
Agustus sampai dengan bulan November. Adapun menanam di lahan
kering dilakukan pada musim penghujan, yaitu antara bulan Desember
hingga bulan Juli. Luas areal ini sekitar 960 hektar. Wilayah pemukiman

menempati areal 97 hektar. Jumlah penduduk sekitar 12.000 jiwa. Mata
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pencaharian masyarakat Sembahulun adalah 70% petani, 20% buruh
tani, 5% pedagang, dan pegawai 5%. Letak geografis wilayah Adat
Sembahulun berada di ketinggian 1.280 meter dari permukaan laut.

Batas wilayah administrasi wilayah ini.

- Sebelah utara, Kubur Nunggal wilayah Adat Sajang.

- Sebelah selatan, Tombong Urat Gunung Telaga wilayah Kerama
Adat Sembalun Bumbung.

- Sebelah timur, Urat Suleman wilayah Adat Bukit Kecamatan
Pringga Baya.

- Sebelah barat, Gunung Sangkareang wilayah Adat Bayan.

Masyarakat Adat Sembahulun merupakan masyarakat adat yang sudah
ada sejak abad ke-13 masehi di bumi Gunung Rinjani. Melalui sejarah
lisan yang turun-temurun dan masih berkembang di dalam masyarakat,
mereka merupakan generasi kedua yang menempati wilayah Gunung
Rinjani yang dalam bahasa kuno disebut sebagai Gunung Beleq.
Generasi pertama yang mendiami Gunung Beleq pada abad ke-7 Masehi,
telah musnah akibat letusan Gunung Beleq. Melalui tradisi lisan itu,
masyarakat Sembahulun dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah
atas Kawasan Gunung Rinjani.

Namun, dalam rentang perjalanan sejarahnya, memori Masyarakat Adat
Sembahulun selalu berupaya “dihilangkan” atas pemilikan lahan
mereka tersebut, diakibatkan oleh serangkaian negaraisasi terhadap
tanah adat mereka semenjak masa kolonial hingga hari ini. Berawal dari
penetapan wilayah mereka sebagai kawasan Suaka Marga Satwa pada
masa kolonial, Setelah itu, mereka dipaksa untuk menanam biji kopi
serta adanya kebijakan mengenai Taman Nasional Gunung Rinjani pada
masa Orde Baru. Pada masa kini, mereka harus menghadapi
perusahaan perkebunan yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU),
yaitu PT. Sampoerna Agro. Perusahaan yang terletak di kawasan lembah
Gunung Rinjani wilayah Kekoak ini, letaknya berdekatan pemukiman
penduduk Dusun Karya, Desa Sajang. Akibatnya kemudian, masyarakat
Sembalun kehilangan identitas dan juga memori atas kepemilikan
tanah-airnya. Hal ini disebabkan oleh penguasaan negara atas tanah
Masyarakat Adat Sembahulun yang sistemik dari masa ke masa.
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Pahitnya Hidup Masyarakat Sembahulun Akibat Kopi Arabica

“Kira-kira pukul 11.00 siang, saya sedang bekerja di ladang.
Tiba-tiba ada dua orang yang tidak saya kenal datang sehingga
saya terkejut dan takut dan berpikir ada apa, kemudian dia
menghampiri saya meminta saya istirahat dari aktivitas,
kemudian, saya duduk di dekat mereka. Mereka menawarkan
kepada saya. Mereka mengatakan kepada saya ada sumbangan
dari pemerintah untuk menanam kopi. Lalu saya bertanya,
bagaimana caranya? Dia menjelaskan akan menyediakan seluruh
bibit berapa pun luas tanah yang akan saya tanami. Kalau,
tanamannya bagus itu keuntungan kita yang menanam. Jika tidak
Jadi atau rusak tidak perlu bayar kepada pemerintah.... Saya
perlu mengumpulkan orang dan membicarakan hal ini.... Setelah
pulang, saya mengumpulkan anggota masyarakat di Lendang.
Kami menyepakati Haji Nasrudin sebagai ketua dan mulailah
masyarakat menanam kopi yang dijanjikan.

Setelah tanaman kopi tumbuh dengan bagus terjadi perubahan aturan
main proyek penanaman kopi ini, bahwa kita akan menyetor buah kopi
sebagai pengembalian biaya kepada pemerintah. Setelah panen,
beberapa tahun bahkan sampai lima tahun tidak pernah ditagih setoran
buah kopi. Pada saat itu panen buah kopi selalu meningkat dari lima
kuintal, delapan kuintal bahkan sampai satu ton pada luas areal
penanaman kopi seluas 60 are. Luas lahan saya seluruhnya di Orong
Puk Otak, seluas dua hektare 60 are. Lahan yang ditanami kopi 60 are

saja.

Setelah tanaman kopi mati karena kemarau yang berkepanjangan,
barulah mereka datang untuk menagih setoran setiap hari dua kali
dalam sehari. Pagi dan sore sehingga saya sangat ketakutan.
Masalahnya saya tidak punya hasil buah kopi lagi untuk menyetor
kepada pihak pemerintah. Untuk makan saja saya sangat kesulitan. Saya
dan masyarakat Lendang Luar mencari Gadung ker Selak Golong
sebagai makanan penyambung hidup kami.” Tutur Haji Muliono tentang
pemaksaan penanaman kopi yang dialaminya.

RINJANI pada tahun 1980. Saat itu, Rinjani terlihat terang dihiasi awan
tipis yang melingkari eloknya lembah Rinjani. Suasana Rinjani diiringi
kicauan burung yang begitu memukau relung-relung jiwa, hingga rasa
lelah pun tak terasa meskipun terik matahari menerpa kulit. Tiba tiba
Muliono yang saat itu berusia 35 tahun, didatangi oleh dua orang
pegawai dari Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Lombok
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Timur. Pak Kirnok dan Bapak Badrun datang selaku perwakilan dari
dinas tersebut, mereka masuk ke wilayah Sembalun dan
memperkenalkan program penanaman bibit kopi. Bibit-bibit kopi itu
dibawa untuk dibagikan kepada masyarakat, dengan tujuan
meningkatkan taraf hidup masyarakat Sembalun agar menjadi lebih
baik.

Setelah diberikan penjelasan oleh perwakilan dinas perkebunan dan
pertanian tentang mekanisme program penanaman, masyarakat
kemudian menerima dengan senang hati bibit kopi yang didatangkan
tersebut. Dengan perasaan gembira, Masyarakat Adat berbondong-
bondong mengambil bibit kopi itu, kemudian menanamnya. Setelah
beberapa tahun kemudian, kopi itu tumbuh dan berbuah bahkan sampai
panen berkali-kali. Namun, tiba-tiba masyarakat didatangi oleh
perwakilan dinas perkebunan dan pertanian yang memberitahukan,
bahwa program penanaman kopi itu adalah hutang yang harus dibayar
oleh masyarakat. Padahal, awal janji program pembibitan kopi itu
berupa sumbangan dari pemerintah.

“Pada saat yang sulit inilah, sang penagih menegaskan jika saya
tidak bisa membayar hutang, maka saya diminta membayar
dengan menyerahkan lahan saya. Kami sangat tidak setuju
menyerahkan lahan kami untuk membayar hutang. Barang yang
sudah saya terima dan dimasukkan sebagai hutang adalah
sebuah tangki semprot, 50 kg pupuk KCL, satu botol obat
pemberantas hama, dan bibit kopi. Dalam suasana ketakutan dan
merasa terbelit hutang, saya berharap masalah ini cepat selesai.
Saya bersedia menyerahkan lahan saya, apabila pihak penagih
mau memberikan uang atau barang lain sebagai tambahan. Dia
menawarkan tiga kwintal bawang putih kepada saya. ‘Mana
bawang putihnya?’, saya bertanya. Sore hari itu pun bawang putih
langsung diantar ke rumah saya. Saya menerima pembayaran
lahan dengan bawang putih sebanyak tiga kwintal itu karena saya
sangat takut berhutang kepada pemerintah. Perasaan takut itu
sengaja diciptakan dengan cara menagih terus-menerus setiap
hari sampai saya menyerah,” ungkap Muliono lebih lanjut.

Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib yang dihadapi oleh
masyarakat Kemangkuan Tanaq Sembahulun. Sebagaimana
pengalaman Muliono yang terjadi ketika penagihan pembayaran bibit
kopi pada tahun 1980, tiba-tiba terjadi kemarau berkepanjangan yang
mengakibatkan kopi gagal panen. Masyarakat Sembahulun pada waktu
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itu, tidak mempunyai apa-apa untuk membayar tagihan dari petugas
dinas perkebunan tersebut.

“Pada dasarnya tidak ada perjanjian apa pun pada saat itu.
Namun, karena kami orang bodoh, miskin, lemah tidak bisa
mempertahankan hak-hak kami sebagai masyarakat adat.
Sampai saat ini masyarakat adat merintih dan menjerit, melihat
orang yang tidak aktif bekerja di lahan mereka, namun
mendapatkan hasil yang luar biasa besar,” keluh Muliono.

Muliono tidak sendiri. Masyarakat adat yang dirampas haknya antara
lain; lahan Haji Muliono seluas dua hektar 60 are, lalu ada lahan Haji
Nasruddin seluas 60 are, satu hektar 90 are lahan Amagq Sarihin, satu
hektar lahan Amaqg Darmaim, satu hektar lahan Amaqg Karnaen, satu
hektar lahan Amaq Ciok, satu hektar lahan Amak Apti, dan masih
banyak yang lainnya. Setelah peristiwa pengambilalihan lahan warga
Sembalun tersebut, banyak masyarakat yang kehilangan lahannya.
Masyarakat mengalami kebingungan, kemana masyarakat adat harus
mencari lahan untuk bercocok tanam sebagai penyambung hidup untuk

kehidupan anak, istri, dan keluarganya?

Bahkan gadung menjadi satu-satunya makanan alternatif Masyarakat
Adat Sembalun untuk menyambung hidup karena lahan masyarakat adat
untuk menanam ubi dan makanan lainnya sudah tidak ada. Padahal,
semua orang tahu bahwa gadung merupakan jenis umbi-umbian yang
mengandung racun, bila salah dalam pengolahannya dapat
mengakibatkan kematian.

“Sebelum lahan saya pindah ke orang lain, gara-gara proyek kopi
itu, saya dan masyarakat yang lainnya bisa dikatakan selalu
menanam ubi di lahan itu. Semua orang tahu betapa enaknya ubi,
kalau ditanam di kawasan itu dan juga ubinya sarian (ukuran
jumbo). Namun sekarang udah tidak lagi, yaknaraq tangkakku
wah kane jak. (tidak ada lagi lahanku sekarang—pen)”. Cerita
Haji Nasrudin dengan duduk bersandar di tiang teras rumahnya.

Demikian kondisi masyarakat Sembahulun yang dipaksa untuk
menanam biji kopi pada masa Orde Baru berkuasa. Masyarakat
Sembahulun dirayu untuk menanam biji kopi melalui tipu-muslihat.
Masyarakat Adat Sembahulun diberikan janji biji kopi yang awalnya
bebas biaya atau gratis, kemudian yang terjadi mereka harus merelakan
tanahnya terlepas untuk membayar biji kopi yang mereka tanam. Tak
hanya pada masa Orde Baru yang terjadi pemaksaan atas pelepasan
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tanahnya, Masyarakat Adat Tanag Sembahulun pada masa sebelumnya,
yakni masa kolonial juga mengalami pelanggaran atas hak tanahnya.

A. Sejarah Masyarakat Adat Tanag Sembahulun

Sejarah awal mula Lembaga Masyarakat Adat Sembahulun harus
dirunut melalui pemaknaan kata Sembahulun. Sembahulun berasal dari
gabungan dua kata, yaitu kata Sembah dan Ulun. Sembah berarti
menyembah, mengikuti, menghormati, tunduk, patuh, dll. Ulun berarti
hulu, di atas, kepala, pemimpin, dll. Sembahulun bisa diartikan kegiatan
masyarakat yang tidak boleh terlepas dari situasi ketaatan kepada Allah
SWT, kepatuhan kepada pemimpin, dan ketaatan pada kepentingan yang
lebih besar atau masyarakat.

Dalam tataran masyarakat secara umum, sikap hidup dan perilaku
anggota masyarakat sehari-hari masih kental dengan warna ketaatan
kepada pemerintah, atasan, dan orang yang dianggap sebagai tetua di
dalam masyarakat. Masyarakat Adat Tanag Sembahulun didiami oleh
masyarakat yang sudah menetap sejak abad ke-7 masehi. Pada abad itu,
Gunung Rinjani kuno yang dikenal masyarakat adat dengan Gunung
Beleqg meletus dan menelan banyak korban. Masyarakat yang mendiami
Tanaq Adat Sembahulun generasi kedua terjadi sekitar abad ke-13,
mereka membangun pemukiman pertama kalinya di wilayah tersebut
yang dikenal sebagai Desa Beleg.

Desa Beleq merupakan kompleks perumahan yang terdiri atas tujuh
rumah. Menurut aturan masyarakat adat saat itu, tidak boleh ditambah
dan dikurangi. Pertumbuhan masyarakat adat dari hasil perkawinan
tidak bisa dibatasi. Akibatnya keturunan masyarakat dari pemukim Desa
Beleq berpindah, mereka membentuk pemukiman baru yang dianggap
lebih nyaman dan lebih luas di sekitar Lebak Daya sekarang.
Perpindahan ini merupakan pengembangan sistem tata ruang dan
pemukiman masyarakat adat yang lebih luas serta lebih maju saat itu.
Sistem pranata sosial di pemukiman baru ini berkembang dengan
dibangunnya Bale Malang. Bale Malang ini berfungsi sebagai tempat
bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah masyarakat adat.

“Pada abad ke-7 sekitar tahun 648 masehi, hidup berpindah dari
satu tempat ke tempat lain di sekitar lereng dan lembah Rinjani
(Gunung Beleq). Pada abad ke-9, kawasan Lembah Rinjani
ditetapkan sebagai tempat perkampungan dengan nama Tanagq
Sembahulun, yaitu di Lendag Goar (savana yang luas) dan
Lembah Mentagi. Pada abad ke-13, masyarakat menetap di satu
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perkampungan yang disebut Desa Beleq yang terdiri dari tujuh
buah bale (rumah], dua buah Geleng (lumbung pangan], dan satu
buah Bale Malang (masjid). Ketujuh buah rumah itu tidak boleh
ditambah dan dikurangi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk,
baik asli beranak-pinak (keturunan) maupun pendatang,
dibuatlah perkampungan baru yang diberi nama Bawak Dewa,
Berugak Mujur, Kubur Nunggal, dan Suranala.” Demikian cerita
asal-usul masyarakat yang menetap di Sembahulun,
sebagaimana yang dituturkan H. Acip (80 thn.]

Ketika perkampungan Suranala terbentuk sekitar abad ke-14, terjadilah
sistem pemerintahan WIK TU TELU (awik-awik tau telu), yaitu sistem ini
dipimpin oleh tiga orang tokoh adat, terdiri dari Pengulu Adat yang
bertempat tinggal di Desa Beleq, Pemangku Adat bertempat tinggal di
Keapahan Selong, dan Adat yang tinggal di Suranala.

Perkembangannya sekitar abad ke-16, pranata sosial kemasyarakatan
bertambah menjadi empat komponen yang disilangkan [dipanutin)
sesual tugas masing-masing, yaitu Silak Kiayi, Silak Pemekel, Silaq
Pemangku, dan Silag Pade. Kiayi, (urusan Ketuhanan) mengurusi bidang
keagamaan melakukan pembinaan mental spiritual. Pemekel, yaitu
sebagal pemimpin adat yang bertugas mendengarkan dan
memperhatikan kepentingan masyarakat. Pemangku Adat atau
pemimpin Kerama Desa yang bertugas untuk menegakkan sanksi-
sanksi pelanggaran adat. Pade, yaitu orang yang mampu memberikan
pelajaran kepada penduduk untuk menyiapkan, membuat, dan
menggunakan alat kelengkapan rumah tangga, pertanian, dan senjata.

Pada masa masuknya pengaruh kolonial, secara politis pemerintah
kolonial Belanda tidak menjajah masyarakat Sembahulun, melainkan
secara budaya terjadi. Hal ini dilihat dari pergeseran istilah WIK TU TELU
berubah menjadi WET TU TELU yang mengalami pergeseran makna,
akibat dari politik devide et impera, yaitu politik adu domba yang
dijalankan oleh pihak kolonial.

B. Kawasan Suaka Marga Satwa Rinjani:
Pengebirian Hak-hak Masyarakat Adat pada
Masa Kolonial

Masyarakat Adat Tanagq Sembahulun dari zaman dahulu beraktivitas di

dalam hutan. Semenjak nenek moyangnya, mereka mendiami wilayah di
sekitar lereng Rinjani, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Wilayah
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Taman Nasional Gunung Rinjani yang dahulunya kawasan masyarakat
adat dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya merupakan hak
masyarakat adat. Namun, sampai saat ini masyarakat adat masih
merasa ketakutan memasuki kawasan tersebut, karena adanya
ancaman dari pihak yang ingin menguasai wilayah adat. Masyarakat
Adat Sembahulun pada masa kini, menjadi tidak berani memasuki
kawasan hutan mereka sendiri sebagai akibat dari kebijakan pemerintah
mengenai Hutan Negara, semenjak zaman kolonial. Masyarakat Adat
Sembahulun tidak mengetahui cara untuk mempertahankan tanah yang
diambil oleh oknum pejabat Kehutanan dan Perkebunan di wilayah ini.
Sebagaimana tuturan Ustadz Abdurrahman Sembahulun sebagai
berikut.

“Pada tahun 1941, diadakan klasiran terhadap kawasan atau
wilayah Kemangkuan Tanaq Sembahulun. Antara lain ada yang
dijadikan tanah GG, hutan tutupan, hutan lindung, hutan Suaka
Marga Satwa, dan lahan hak milik.

Ada pun lahan yang dijadikan tanah GG, antara lain; Lendang
Tinggi, Dalam Petung, Urat Kemitan, Kebon, Aur Ketu, Aran Puk
Otak, Mercak, Dendaun, dan Selak Langan. Luas lahan yang
dijadikan tanah GG sekitar 3000 ha. Lahan tutupan dan hutan
lindung, antara lain Gunung Pergasingan, Gunung Anak Dara,
Gunung Bao, Gunung Kukusan, Gawar Kukusan, Urat Suleman,
Belukus Putek, dan Gawar Aik Kalak. Hutan Suaka Marga Satwa
antara lain; Gawar Oloromba, Gawar Sebau, Pondok Mamben,
Peropok, Bujangga, Lompak, Celidan, Pus-pus, Bon Jeruk, Pelar,
Kanji, Ceret Merong, Koan Kalik, Urat Puk Cali, Kasia Bajang,
Manto, Maletan, Urat Baras, Urat Jiring, Tengenegan, dan Pada
Balong.

Sedangkan, lahan yang dijadikan hak milik, antara lain Torek,
Rembuk, Saklendak, Orong Dalem, Tepas, Keterik, Lahamban,
Nongo, Segok, Serut, Sempaga, Monggon, Paok, Rantemas
Dalem Bara Sendong Papek Belunak, Sada, Peraya, Orong
Tojang, Gureja, Lauk Rura, Nangka Beleq, Rembuk, Jororng
Bangket, Talun Kubur Nunggal, Lekok, Telaga, Ara Manis, Urat
Lombok, Nap-Nap, Reban Dendaun, dan Manuk.

Pada tahun 1950, sebagian besar lahan hak milik yang tersebut
di atas dibuatkan pipil. Sekitar tahun 1960, para tokoh adat
membuka kembali sebagian lahan tutupan untuk dikelola oleh
masyarakat adat. Pada tahun 1979, pemerintah mengusir
masyarakat dari lahannya,” tuturnya.
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B.1. Mangku Gawar, Mangku Makam, dan Mangku Gumi:
Sistem Pemanfaatan Hutan Masyarakat Adat Tanaq
Sembahulun

Sebelum pemerintah kolonial menetapkan secara sepihak yang
menjadikan Hutan Adat Masyarakat Sembalun sebagai Taman Suaka
Marga Satwa, masyarakat adat telah melakukan aktivitas keseharian di
hutan adat mereka. Nenek moyang masyarakat Sembalun mendiami
wilayah di sekitar lereng Rinjani ini. Masyarakat ini memanfaatkan
kekayaan yang dimiliki hutan sesuai kearifan lokal. Contohnya, saat
masyarakat membangun sebuah rumah, maka peran Mangku Gawar
dibutuhkan. Keahlian Mangku Gawar yang mampu menghitung satu
pohon kayu yang cukup untuk pembangun satu rumah serta
memperkirakan seluruh pembiayaannya. Adapun yang berkaitan dengan
pemanfaatan hasil hutan yang lain, seperti proses memburu Rusa dan
Kijang, semuanya diatur oleh Kemangkuan dalam hal ini Mangku Gawar.
Tidak boleh memburu hewan-hewan itu pada saat mereka berkumpul,
beranak kecil, maupun yang sedang hamil. Kriteria yang boleh diburu,
yakni hewan yang sudah tua yang disebut Toak Tanggek serta terpisah
dengan lainnya misalnya flora. Seperti pemburuan hewan, masyarakat
melakukan perburuan hanya sesuai kebutuhan dan tanpa adanya
intervensi dari pihak mana pun. Namun, lambat laun penguasa saat itu,
yaitu pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa kegiatan
masyarakat di hutan dapat merusak ekosistem yang ada. Oleh karena
itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan untuk
menjadikan hutan di kawasan Gunung Rinjani sebagai Kawasan Suaka
Marga Satwa, dengan Surat Keputusan nomor 15 Staastblad/nomor 77,
tanggal 12 Maret 1941 (Sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani).

Penetapan sepihak pemerintah kolonial melalui Kawasan SUAKA
MARGA SATWA dengan SK no 15/Staatsblad/nomor 77 pada tanggal 12
Maret 1941 di wilayah Adat Sembahulun ini, bertujuan memberi
perlindungan ekosistem yang ada di kawasan hutan Gunung Rinjani.
Diterbitkan SK oleh pemerintah kolonial Belanda menyebabkan sistem
pranata sosial masyarakat Sembalun menjadi berubah. Pada tahun
tersebut sistem pranata adat berubah dari WIK TU TELU menjadi WET
TUTELU.

Pada sistem kepemimpinan WIK TU TELU (awik-awik tau telu) yang
artinya aturan tiga orang pemimpin masyarakat adat, yaitu menjalankan
filsafat Pitug Bale, Pituq Upak-Upak (Tujuh Rumah, Tujuh Tangga). Tujuh
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rumah melambangkan kegigihan perjuangan Ashhaabulkahfi*"' Tujuh
tangga adalah sebagai simbol kepedulian terhadap: pertama, simbol
tangga pertama adalah pemimpin mengutamakan Tuhan Allah Sang
Pencipta, karena tidak ada kekuatan apa pun kecuali ada karunia dari-
Nya. Kedua, simbol tangga yang kedua adalah pemimpin
memperhatikan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga, simbol
tangga yang ketiga adalah seorang pemimpin yang mementingkan
ajaran agama dan berjuang dalam menjalankan syariat ajaran tauhid
atau sa'sa’(sasak]). Keempat, simbol tangga yang keempat adalah
pemimpin sangat memperhatikan lingkungan hidup dan alam tempat
manusia berkehidupan, agar tetap terjaga keutuhan dan kelestariannya.
Kelima, simbol tangga yang kelima adalah pemimpin lebih
mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan
pribadi-pribadi; Keenam, simbol tangga yang keenam adalah pemimpin
mementingkan keluarga dan handaitaulan. Ketujuh, simbol dari tangga
ketujuh adalah pemimpin mengutamakan kepentingan pribadinya.
Konsep kepemimpinan dengan filsafat Pitug Bale, Pitug Upak-Upak
(tujuh rumah, tujuh tangga) adalah para pemimpin adat selalu
mengutamakan kepentingan amanat tugasnya sebagai pemimpin
dibanding diri pribadinya.

Tujuh Tangga. Sumber: koleksi Yamni

301 Cerita tentang orang beriman yang diselamatkan oleh Allah dengan tertidur di dalam gua
selama ratusan tahun untuk menghidar dari kejaran tentara raja yang lalim. Mereka terbangun
tanpa menua, dan pada akhirnya dapat hidup di era raja yang sudah beriman. Cerita ini
menunjukkan bahwa Allah merupakan satu-satunya pelindung manusia dan juga apa yang
terjadi menunjukkan kekuasaan Allah. Apa yang terjadi pada Ashhabulkahfiini diceritakan
dalam kitab suci.
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Pengulu mengurus yang berhubungan dengan Tuhan, Pemangku
mengurus yang berhubungan dengan alam, dan Pemekel mengurus
hubungan dengan manusia, dan selalu mengambil keputusan melalui
bermusyawarah. Sedangkan, perubahan sistem kepemimpinan menjadi
sistem WET TU TELU, menunjukkan sudah adanya penekanan
pemisahan wilayah pemerintahan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Ketiga pemimpin tersebut di dalam menjalankan sistem
pemerintahannya tidak boleh saling intervensi. Ada pembagian peran
yang telah dipisah-pisahkan. Perbedaan ini terlihat dari peran Pemekel
yang lebih menekankan penguasaan untuk mengatur masyarakat dan
wilayah adat.

Hubungan dengan Allah SWT dipimpin oleh Pengulu yang mengurus
masalah agama, pendidikan warga, perkawinan, kelahiran, upacara
khitanan, penyelesaian proses kelahiran, dan kematian. Hubungan
dengan sesama manusia dalam pergaulan sosial dipimpin oleh seorang
yang disebut perbekel. Perbekel ini mengurusi masalah kehidupan
bersama untuk menyelesaikaan masalah kesejahteraan bersama,
misalnya gotong-royong membangun tempat ibadah, membangun bale
belek, rumah warga, kandang ternak, lumbung padi, saluran irigasi,
jalan, dan jembatan kampung yang disebut tete. Dalam pelaksanaannya
diantara anggota masyarakat dikenal dengan prinsip sangkabira.
Sangkabira ini berarti saling membantu menyeberang sungai dalam
keadaan yang sesulit apa pun. Semakin sulit yang dikerjakan semakin
kuat semangat untuk saling membantu.

Hubungan dengan alam dipimpin oleh seorang ketua yang disebut
pemangku. Pemangku melaksanakan tugas pengabdiannya dibantu oleh
tiga pembantu dekat yang disebut mangku. Mangku menguasai tiga
urusan meliputi mangku gumi, mangku gawar, dan mangku makem
(Abdulrahman dan Franky, 2013:146—150).

Mangku Gumi berperan memimpin masyarakat adat untuk mengatur
tata ruang wilayah adat. Cakupan kerja dalam tata ruang ini menyangkut
tempat mendirikan perumahan, tempat pekuburan, tempat persawahan,
tanah lapang sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan yang tidak
bisa dilaksanakan di rumah, serta tanah penggembalaan hewan ternak.

H. Karim seorang tokoh adat memaparkan:

“Sistem tata aturan kemasyarakatan yang diatur, dikelola, dan
dipimpin oleh tiga orang tokoh adat. Dalam pelaksanaan Metu
Telu (konsep Tuhan, Alam dan Manusial, yaitu Pengulu Adat,
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Pemangku Adat, dan Pemekel Adat. Pengulu Adat bertugas
untuk urusan Ketuhanan, sedangkan Pemangku Adat untuk
urusan Alam lingkungan, dan Pemekel Adat bertugas untuk
urusan Kemasyarakat (Manusial.

Pengulu Adat dibantu oleh Enam Kiyai dan Pemangku dibantu
oleh enam Mangku, antara lain; Mangku Gumi bertugas untuk
mengatur tata ruang dan tata letak, Mangku Gawar bertugas
untuk mengurus tentang hutan, Mangku Makem bertugas utnuk
mengatur mata air, Mangku Gunung bertugas untuk mengatur
pegunungan yang berada di sekitar kawasan Rinjani, Mangku
Rantemas berfungsi untuk mengatur tentang cagar alam, dan
Mangku Ketapahan mengatur tentang Cagar Budaya. Sedangkan
Pemekel dibantu oleh enam orang Jero, diantaranya; Jero
Kepala, Jero Tulis, Jero Keliang, Jero Arah, Jero Langlang, dan
Jero Pekemit”, ungkap H. Karim tentang sistem pemerintahan
Adat Sembahulun.

Mangku Gawar berperan penting mengatur kegiatan pemanfaatan hutan
oleh masyarakat. Pada saat itu, anggota masyarakat tidak dibebaskan
untuk memasuki kawasan hutan. Seseorang atau sekelompok orang
boleh memasuki kawasan hutan atas izin dan keputusan mangku.
Seseorang harus memberitahukan kepentingannya untuk bisa
memasuki hutan. Berbagai kepentingan akan ditanya terlebih dahulu.
Misalnya, untuk kepentingan berburu, mencari obat, mencari makanan
berupa pakis, jamur, buah, dan umbi-umbian. Kepentingan lain, seperti
berburu rusa, begetak yaitu memasang perangkap burung dengan
getah, memasang perangkap yang dalam istilah lokal disebut set,
telangkep, dan kedebak. Kegiatan penting lainnya di dalam hutan adalah
mencari kayu. Masyarakat mencari kayu untuk memenuhi kebutuhan
kayu bakar. Selain itu, kayu dibutuhkan untuk membangun rumah,
tempat ibadah, dan rumah adat yang disebut bale malang. Bale malang
ini berupa bangunan yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah
untuk membahas permasalahan masyarakat.

Peran Mangku Gawar sangat dibutuhkan. Keputusannya tidak akan
pernah ditolak. Kemampuannya sangat mumpuni memenuhi kebutuhan
bahan bangunan anggota masyarakat adat. Keputusannya selalu
menjamin kelestarian alam. Mangku gawar selalu tepat dalam
menghitung kebutuhan anggota masyarakat hanya dengan sebatang
pohon saja. Setiap orang diberikan jatah hanya satu pohon saja. Jika
bangunannya besar, mangku memilihkan pohon yang cukup untuk
bangunan yang akan dibuat. Begitu juga rumah yang kecil dicarikan kayu
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dengan ukuran yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Yang termasuk tugas
dan kewenangan mangku gawar adalah menentukan para pekerja yang
dianggap ahli secara turun-temurun untuk mengolah kayu bebatang
atau gelondongan menjadi ramoan atau balok sesuai kebutuhan.

Tugas lainnya adalah mengatur sistem pengangkutan kayu keluar hutan.
Semua kayu dikeluarkan oleh masyarakat adat tanpa meminta ongkos.
Cukup dengan menyiapkan makanan secukupnya dari pihak pembuat
rumah. Dalam kegiatan ini dikerahkan seluruh kekuatan masyarakat
mengangkut secara bersama-sama yang dikenal dengan bekatiran.
Kegiatan bekatiran dilakukan oleh 20 orang, untuk satu potong kayu
yang sudah berbentuk balok atau ramuan minimal panjangnya 20 meter.

Mangku Makem adalah petugas adat yang berperan untuk mengatur
penggunaan air untuk irigasi, air minum, dan pelestarian. Pelestarian
biasa dilakukan melalui penerapan larangan adat yang tabu untuk
dilanggar. Larangan adat ini disebut maliq. Dengan sistem larangan
maliq tidak ada yang berani melakukan pelanggaran. Doktrin malig ini
berarti angka penebangan nol, sepanjang sistem masyarakat adat tetap
berfungsi. Mangku makem tidak perlu mengatur sanksi karena tidak
mungkin ada pelanggaran oleh masyarakat adat. Bahkan untuk
memasuki kawasan mata air, tidak akan dilakukan tanpa ada
kepentingan adat. Seseorang mendatangi sumber air, bila ada
kepentingan mengambil air untuk acara/kegiatan khusus, seperti
khitanan atau penyembelihan hewan.

Mangku makem dalam kegiatan menjaga kelestarian mata air dibantu
oleh beberapa pemuka, berdasarkan jumlah mata air yang ada dalam
wilayah adat yang diaturnya. Pembantu mangku makem ini berperan
mengatur pelaksanaan ritual syukuran untuk masyarakat adat yang
berhasil panen setiap musim di suatu mata air tertentu atau
dilaksanakan di lahan pertanian masing-masing. Biasanya ritual
dilaksanakan secara bergiliran sesuai urutan pemberitahuan
pelaksanaannya.

Jika anggota masyarakat adat mengadakan acara keluarga dan
membutuhkan air dari mata air sebagai pernik-pernik adat, harus
memberitahu mangku makem sebelum mengambilnya di mata air.
Biasanya masyarakat adat mengambil air untuk kepentingan
mengkhitan anak. Masyarakat adat mengenal air ini dengan sebutan ark
melmel. Ada juga yang mengambil air untuk kepentingan acara
pernikahan putra-putri mereka. Masyarakat adat memberi nama aik
sembek. Sedangkan untuk penyembuhan atau syukuran atas
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kesembuhan dari suatu penyakit, masyarakat adat menyebut air itu
sebagai atk medo.

Masyarakat adat juga harus meminta izin kepada mangku makem untuk
mengambil air untuk keperluan pembibitan padi. Sebelum bibit padi
dikeluarkan dari lumbung, masyarakat adat menyiramnya dengan air
yang diambil dari mata air. Tentunya air ini disertai dengan bahan lain
seperti bara api yang dimasukkan ke dalam air tersebut. Bara api yang
digunakan untuk proses ini, harus bara api yang diambil dari tungku
dapur. Masyarakat adat menyebutnya dengan barak apin jalik. Orang
yang melaksanakan tugas ini haruslah ibu tani pemilik padi yang dikenal
dengan inan pade.

Ada beberapa ritual adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat
Sembahulun, yaitu Loh Langgar, Loh Dewa, dan Loh Makem. Loh
Langgar adalah suatu upacara yang lebih menitikberatkan kepada
ajaran keagamaan yang dilaksanakan sekali dalam setahun seperti pada
bulan Rabbiul'awal. Rangkaian acaranya antara lain; Peraja yaitu salah
seorang tokoh adat yang dijadikan peraja dikawal oleh empat orang
peraja muda dan diiringi oleh seluruh masyarakat adat dari rumah adat
untuk menuju langgar atau masjid sambil berteriak yeh, yeh ouuuu, yeeh
ouuu. Semakin banyak masyarakat yang mengiringi dan semakin keras
teriakannya, maka langkah peraja semakin cepat. Sampai di langgar,
masyarakat adat mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh
Pengulu Adat, kemudian acara khotbah ditutup dengan Berebut Iman.
Pada saat berebut iman, Pengulu Adat menabur uang recehan logam ke
arah masyarakat adat yang berada di dalam langgar, kemudian
masyarakat mengucapkan kata aammmbeen dan berebutan mengambil
uang tersebut, sedangkan masyarakat yang berada di luar langgar
berlarian mencari pepohonan untuk digerakkan agar buahnya menjadi
banyak.

Rangkaian akhir dari ritual Loh Langgar ini adalah Armulut, yaitu acara
makan berjemaah menggunakan alas daun pisang di setiap kampung,
sedangkan para tokoh adat yang di dalam langgar menggunakan Ancak
(anyaman bambul. Dengan ketentuan nasi yang sudah disediakan itu
harus habis tidak boleh tersisa walau sebiji beras nasi, jika ada yang
tersisa baik sengaja atau tidak, maka akan tumbuh penyakit butir
(caplak). Masyarakat menyebut penyakit ini sebagai butir mulut.

Adapun peran perempuan pada ritual ini adalah menyiapkan segala
sesuatu yang berhubungan dengan proses upacara Loh Langgar, seperti
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Lelekes, Rondon, Gegereng, dan papal; menyiapkan konsumsi untuk
acara Armulut. Adapun keterlibatan perempuan sangat besar. Jika tidak
ada perempuan dalam ritual tersebut, maka acara tersebut tidak
mungkin akan dapat diadakan. Hasil hutan yang dimanfaatkan dalam
acara tersebut seperti rotan untuk mengikat, yaitu Ancak, Tawar, Kulat
Lendong [jamur], Paku Gawar (Pakis Hutan), Madu Lani, Andong, dan
Kayu Bakar (Kayug Rike).

Demikian sekelumit ritual maupun pembagian fungsi adat yang masih
berlaku hingga sekarang ini di dalam Masyarakat Adat Sembahulun.
Kearifan lokal semacam ini menunjukkan, bahwa wilayah adat dan juga
identitas Masyarakat Adat Sembahulun begitu kuat sebagai pemangku,
sekaligus pemilik dari wilayah kawasan Gunung Rinjani.

C. Tanam Kopi Gagal, Tanah Sembalun Diambil:
Tanam Paksa Kopi Pada Masa Orde Baru

Sebagaimana kisah pembuka tulisan ini disampaikan, pada tahun
1980-an Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tengara Barat mendatangkan
proyek penanaman kopi (PRPTE) yang dibagikan kepada masyarakat
adat di Sembalun, sebagai upaya mengembalikan kejayaan kopi Arabika
atau yang sering disebut Kawa Sembalun. Namun, sepertinya
pemerintah tidak bersungguh-sungguh terhadap proyek itu sehingga
tanaman kopi tersebut tidak berhasil. “Bagaimana bisa berhasil proyek
itu kan datang pada awal musim panas,” gugat Bapak Alwi salah satu
petani kopi tersebut. Selain penanamannya pada akhir musim hujan
(awal musim panas), pembinaan pemerintah pun tidak sungguh-
sungguh. Karena kegagalan proyek tersebut, tanah masyarakat diambil
oleh petugas yang bernama E. Sukirno, SP yang saat ini menjabat
sebagai Kepala UPTD HUTBUN Kecamatan Sembalun.

“Setelah tanah kami diambil, tidak ada lagi tempat kami
berkebun. Untuk menyambung hidup, kami jadi buruh tani
bawang putih. Bawang putih pun jaya hanya beberapa tahun.
Pada saat bawang putih gagal, kami kebingungan harus berbuat
apa, sebagian dari kami pergi ke Malaysia mencari nafkah untuk
keluarga”. Demikian tuturan Amaq Apti.

Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai cara untuk memberi label
“Pembangunan” di sudut-sudut kehidupan warga masyarakat, termasuk
di Sembahulun. Sebagaimana yang dilakukan melalui pemaksaan
menanam biji kopi, pemerintah pun melakukan upaya melanjutkan
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kebijakan Suaka Marga Satwa yang sebelumnya terjadi pada masa
kolonial. Pemerintah melalui Dinas Kehutanan datang membagikan
program perlindungan seperti penanaman kayu dan juga penanaman
bibit kopi. Akibat dari berbagai program itu adalah hilangnya kearifan
lokal masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah hak
masyarakat adat, salah satuya adalah wilayah Mangku Gawar dan sistem
pengelolaannya sudah hilang. Kakek Unih menuturkan:

“Sehabis sholat Subuh, saya bersama bapak saya berangkat ke
kebun untuk mencari kayu sebagai persiapan membangun
rumah. Sampai di kebun kami istirahat sebentar, sambil melihat
kiri kanan siapa tahu ada Buron atau Senggah (Rusa atau Kijang)
yang berkeliaran di sekitar kami. Kami melihat jejak kaki dari
hewan-hewan tersebut, kemudian kami segera membuat
perangkap dan memasangnya kira-kira 100 m dari tempat
mengerjakan kayu. Setelah itu, bapak saya mulai menebang kayu
Ritip (nama kayu lokal—pen). Begitu suara kayu yang ditebang
terdengar keras, seekor rusa lari dengan kencang menuju
perangkap, hewan itupun masuk perangkap. Saya berteriak,
‘Amagq... amaaq buron no a bau’ [bapak.... bapak.... rusa itu
tertangkap—pen), sambil saya memukul rusa itu dengan kayu.
Karena teriakan saya dan suara jeritan rusa keras, tiba-tiba
datang Bapak Lalau Genah seorang mandor hutan, kemudian
saya bersembunyi di bawah rimbunan semak-semak. Tapi saya
ditemukan. ‘Bangun...bangun’, kata mandor itu. ‘Ampun... ampun
pak....", saya minta maaf kepada mandor itu, kemudian, hewan
tangkapan dan semua alat penebangan diambil”, demikian
tuturan Kakek Unih.

Keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan semakin nyata akibat
dari penetapan kawasan Suaka Marga Satwa tersebut. Sebagaimana
tuturan dari cerita kakek di atas, masyarakat akhirnya tidak dapat
memanfaatkan hasil hutan serta terhempas dari ruang aktivitasnya
selama ini, yaitu hutan.

Masyarakat adat Tanagq Sembahulun hidup di sekitar kawasan
hutan Gunung Rinjani menjunjung tinggi kearifan lokal dengan nilai
adat-istiadatnya yang taat terhadap Pencipta-Nya, patuh kepada
pemimpin serta menjaga nilai gotong-royong. Namun, pemerintah desa
berdasarkan UU No. 22 tahun 1975 tentang Pembentukan Desa, telah
mengubah wajah Masyarakat Adat Sembahulun. Pada masa ini, seluruh
wilayah adat dan masyarakat adat di bawah kekuasaan kepala desa.
Selain itu, UU No. 22 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa
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diberlakukan pula. Fungsi dan peran lembaga adat sangat lemah dan
beralih-fungsi, menjadi fungsi dan peran administrasi dalam kegiatan
pemerintah desa. Pemimpin adat yang disebut Pemekel berubah
menjadi kepala desa, Pemangku menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa), dan Pengulu menjadi LMD (Lembaga Musyawarah).

C.1 Taman Nasional Gunung Rinjani

Pada masa Orde Baru ini pula, dikeluarkan Surat Pernyataan Menhut R
1990 yang menyatakan bahwa Gunung Rinjani dinyatakan sebagai Taman
Nasional Gunung Rinjani [TNGR). Akibat dari diberlakukannya TNGR
atas hutan adat Masyarakat Sembalun sehingga masyarakat tidak dapat
memasuki wilayah hutan secara leluasa, serta tidak dapat lagi dijadikan
sebagai sumber penghidupan secara ekonomi maupun spiritual.

“Sejak diambilalihnya kawasan Gunung Rinjani sebagai Taman
Nasional Gunung Rinjani, kesempatan perempuan adat yang
selama ini ikut mengelola dan menikmati hasil menjadi tertutup,
seperti mengambil jamur, mengambil kayu bakar, dan
mengambil sayuran seperti pakis, jamur tiram, jejongan”. Keluh
Inag Arsamin, 76 tahun, salah seorang Perempuan Adat
Kemangkuan Tanag Sembahulun.

Tidak hanya Inag Arsamin yang merasakan kehilangan atas hutan
mereka yang berdampak terhadap kesulitan ekonomi. Hal ini dirasakan
pula oleh Amaq Jinaip 82 tahun. la menuturkan.

“Sejak pengambilalihan itu, sebagai masyarakat sudah tidak
boleh lagi masuk kawasan untuk menanam dan mengelola,
apalagi mengambil hasil hutan, baik berupa kayu maupun non
kayu, seperti rotan, madu, pudak, ayam hutan, kijang, landak,
kelsih (rusa), dan yang lainnya,” ungkap Tokoh Adat Sembahulun
ini.

Lain lagi yang ditemukan oleh Murtindih, 37 tahun, pemuda adat yang
tinggal berdekatan langsung dengan kawasan Gunung Rinjani. la
menceritakan:

“Awal diambilalihnya kawasan Gunung Rinjani oleh pemerintah
dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan, kawasan Gunung
Rinjani setiap tahun terjadi kebakaran yang berdampak langsung
terhadap kebun-kebun masyarakat di sekitarnya serta juga
berakibat punahnya satu-satu tumbuhan langka dan endemik
yang ada di kawasan itu,” cerita Murtindih.
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C.2 Surat Pernyataan Menteri Kehutanan No. 448/Menhut-
VI/1990

Wacana pemerintah mengenai upaya perlindungan ekosistem yang ada
di kawasan hutan Gunung Rinjani sehingga direncanakan pemisahan
wilayah antara hutan dan taman nasional, kemudian tercetus melalui
Surat Keputusan (SK] No. 448/Menhut/VI/1990 yang dikeluarkan oleh
Menteri Kehutanan, bahwa wilayah hutan Gunung Rinjani sebagai Taman
Nasional Gunung Rinjani. Kebijakan ini semakin dipertegas dengan
adanya berbagai keputusan sebagai kelanjutan dari SK di atas.

Pada tahap berikutnya yang bertepatan pada tanggal 23 Mei 1997,
Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 280/kpts-VI/1997 tentang
Kawasan Hutan Gunung Rinjani menjadi Taman Nasional Gunung
Rinjani. Empat hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 27 Mei 1997,
Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 180/kpts-1V/1997 tentang
Unit Taman Nasional Gunung Rinjani setingkat Eselon IVa. Pada tanggal
10 Juni 2002, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 6186/kpts-
[1/2002 tentang Unit Balai Taman Nasional Gunung Rinjani setingkat
Eselon llla. Pada tanggal 1 Februari 2007, Menteri Kehutanan
mengeluarkan SK No. P.03/Menhut-11/2007 tentang Pengelolaan Seksi
Konservasi Wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang dibagi menjadi
2 wilayah, yakni seksi Wilayah 1T Lombok Barat dan Wilayah 2 Lombok
Timur dan Lombok Tengah.

Mengenai wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Lombok
Barat dengan luas areal 12.357,67 hektar sama dengan 30% dibagi
menjadi tiga resort Anyar, Santong, dan Senaru serta beberapa pos jaga.
Sedangkan mengenai wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang
berada di Kabupaten Lombok Timur seluas 22.152,88 hektar, yaitu sama
dengan 53%. Sementara wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani di
Kabupaten Lombok Tengah, seluas 6819,45 hektar yang sama dengan
17% yang terbagi dalam enam resort, yaitu Aikmel, Kebun Kuning,
Joben, Sembalun, Aikberik, Steling, dan beberapa pos jaga. (Franky,
Sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani).

Kawasan hutan adalah bagian dari lahan yang terpenting bagi
masyarakat adat untuk mendapatkan penghidupan selain dari
persawahan, karena banyak kekayaan hutan yang dapat dikelola dan
dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, sejak diberlakukan SK No. 280/
kpts-VI/1997 tentang Kawasan Hutan Gunung Rinjani menjadi Taman
Nasional Gunung Rinjani [TNGR]J, berakibat seluruh kawasan yang
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pernah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, diambil dan
dijadikan TNGR. Diantaranya adalah tempat masyarakat adat untuk
menanam Bawang Putih, seperti di wilayah Memerong, Kanji, Celidan,
Lompak, Puspus, Bonjeruk, Pelar, Bakbakan, Manto, Koan Kalik,
Maletan, Urat Baras, Urat Jiring, dan Abangan Tengengea, serta tempat
penggembalaan hewan ternak Peropok (tempat hewan ternak minum]
dan tempat masyarakat berburu Koak (Savana tempat perusahaan
Sampoerna Agro 280 ha). Jadi, luas keseluruhan yang “dikuasai” oleh
negara adalah 8000 ha.

Keterkaitan antara masyarakat adat dengan Rinjani serta lahan-lahan
yang ada di seluruh lembahnya, merupakan mata rantai yang tidak dapat
dipisahkan begitu saja. Kawasan Gunung Rinjani yang dimanfaatkan dan
dikelola dengan kearifan lokal masyarakat, maka tidak sedikit pun ada
asap bara api yang membakar kawasan tersebut. Ketika itu, Rinjani
masih dipenuhi kekayaan yang dimilikinya, masyarakat adat dapat hidup
sejahtera dan penuh dengan kedamaian. Namun, kondisinya berbalik
ketika Rinjani dikuasai oleh negara.

Dampak penguasaan negara terhadap pengelolaan hutan masyarakat
adat, salah satunya adalah hilangnya beberapa mata air di Gunung
Rinjani. Ketika pengelolaan hutan masih dikelola oleh masyarakat adat
dalam hal ini yaitu Mangku Gawar, seluruh mata air yang ada di wilayah
Adat Sembahulun tetap aktif sepanjang tahun walaupun pada musim
kemarau. Betapa tidak, jika masyarakat adat akan menebang satu pohon
saja, maka masyarakat adat harus menanam dan memelihara minimal
sepuluh pohon sebagai upaya pelestariaan hutan adat. Sangatlah
berbanding terbalik sejak diambilalihnya kawasan hutan oleh
pemerintah. Sejak saat itu, mulai terjadi pembalakan liar (/llegal logging)
diikuti oleh kebakaran ketika datangnya musim kemarau (Rich, 1999).

Pembalakan liar dan kebakaran hutan mengakibatkan tanah-
tanah menjadi lapuk, ketika datang musim penghujan yang terjadi tanah
longsor dan banjir bandang. Lahan-lahan masyarakat yang ada di
lembah dan terlebih lagi di pinggir sungai, hanyut tergerus oleh banjir
bah, sedangkan lahan masyarakat di sekitar pinggir bukit tertimbun oleh
bebatuan akibat longsor, seperti yang terjadi di wilayah Sendong Papek,
Belunak, Sada, Orong Tojang, Dalem Bara, Rante Mas, dll.
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Kebakaran hutan Rinjani

Sumber: Koleksi Yamni, Kontributor: Yamni

Sungguh indah memang, jika teringat Sembahulun tempo dulu. Ketika
masyarakat adat akan menanam padi merah, semua masyarakat
menurunkan kerbau dan sapi-sapinya dari lahan pengembaraan di
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hutan Rinjani untuk membajak sawah dengan sistem yang disebut
Nggaro. Hari ini, pemandangan seperti itu sudah tidak dapat dinikmati
lagi. Savana tempat pengembaraan sato hewan telah menjadi milik
perusahaan serta menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Akibatnya
banyak hewan-hewan yang mati dan hilang, kalaupun ada yang tersisa
pun merupakan hewan liar yang sulit dipanggil apalagi dipulangkan
untuk membajak sawah.

“Sekitar bulan 11 tahun lalu, saya meminta paman untuk
memagar lahan di kawasan kaki Gunung Rinjani, tiba-tiba
petugas Taman Nasional Gunung Rinjani datang, kemudian
mereka melarangnya bahkan setelah itu mereka diusir dari lahan
itu. Selesai saya sholat Ashar, paman datang kepada saya lalu
bercerita. Anakku saya tidak berani lagi kerja di sana, tadi saya
dimarahi oleh petugas TNGR sampai-sampai bibik dan adek
misanmu itu tidak bisa minum karena ketakutan di sana,’
kemudian sore itu juga saya didatangi oleh petugas TNGR dan
diminta untuk datang ke kantornya, tapi saya tidak bisa datang
sore itu karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan.

Selesal sholat Isya, saya pun sudah berada dan duduk di kantor
TNGR bersama tujuh orang petugas, di antaranya Bapak Opik,
Bapak Supriyang lainnya saya tidak tahu namanya. 'Kenapa Pak
Parmo berani kerja di kawasan?’, tanya salah seorang. ‘Kalau
bukan punya saya, saya tidak berani kerja di situ. Itu kan punya
nenek moyang saya, bapak lihat tidak di sana masih ada tembok
pembatas yang dibuat dulu, masih ada bekas bedengan bawang
putih di sana? ‘Begini aja Pak Parmo, asalkan Pak Parmo tidak
kerja di sana, nanti kami beri dua hektar di tempat lain
katanya...". 'Sejak kapan bapak punya lahan di sini, semua lahan
ini sudah ada yang punya’. Saya bilang begitu sama mereka, lalu
mereka terdiam”, tutur Parmo S. Alfarisyie 39 tahun. Mantan
Ketua Komunitas Pemerhati Lingkungan Hidup - Sembalun
Pencinta Alam KPLH-SEMBAPALA.

D. HGU PT. Sampeorna Agro: Perluasan
Negaraisasi Tanah Adat Sembalun

Siapa yang tidak menjerit ketika kehidupan yang sudah serba sulit dan
sempit, sedangkan adanya lahan yang subur, tanaman yang makmur
tidak dapat lagi dinikmati lagi. Ingin berontak, tetapi tidak berdaya, ingin
berteriak namun tidak mampu bersuara. Kami hanya mampu berdiam
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bersama kebodohan dan hanya tertunduk bersama kemiskinan. Buruh
tani adalah jalan terbaik demi hidup dan kehidupan, sedangkan jadi
buruh migran demi secuil rupiah merupakan jalan terakhir.

Tokoh adat menuturkan:

“Pada mulanya mereka (grup cendana—keluarga Soeharto—
tambahan pen) menyewa lahan di Dpur Belek seluas kira-kira
lima hektar milik masyarakat. Pada tahun 1987, datang Presiden
Soeharto untuk melakukan panen raya bawang putih, sekaligus
mengundang investor untuk mengembangkan kawasan
Sembalun. Pada tahun 1988, PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE])
di bawah pimpinan Ibu Tien Soeharto membebaskan lahan
masyarakat (Hak Ulayat) seluas 155,6 hektar. Lahan tersebut
berada di kawasan; Kalig Mpit, Aur Ketu, Orong Kebon, Urat
Kemitan Bongkot, Dalam Petung, Koak, dan di atas pemukiman
penduduk Dusun Bawaq Nao Daya untuk Hak Guna Usaha (HGU).
Lalu, pada tahun 1989 keluar SK. HGU seluas 183 hektar di
kawasan Koak (atas Dusun Bawak Nao Daya). Namun, sejak
dikeluarkannya SK HGU, lahan tersebut diterlantarkan sampai
dengan tahun 1996. Pada tahun 1997, Kelompok Tani Sanhka Bira
meminta izin kepada Kepala Desa untuk mengelola kawasan
Dalem Petung seluas kurang lebih 125 hektar. Pada tahun 1999
lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas dikelola oleh PT.
Sampoerna Agro sebagai areal pembangunan Green House
Hortikultura untuk pasar ekspor.” Jelas Ustadz Abdurrahman
Sembahulun, Ketua Kemangkuan Adat Tanag Sembahulun.

Kehadiran PT. Sampoerna Agro telah menyempurnakan, bahwa semakin
menyempitnya ruang gerak terhadap penguasaan masyarakat
Sembahulun terhadap tanah adatnya. Ketika tanah masyarakat adat
berubah menjadi “tanah negara,” maka dengan mudah pula konsesi
perusahaan diterbitkan seperti perusahaan Sampoerna Agro ini.
Beberapa warga sempat menjadi pekerja di perusahaan tersebut
sebagai akibat dari hilangnya lahan garapan, tetapi itu pun tidak
berlangsung lama. Banyak masyarakat Sembahulun yang bekerja di PT.
Sampoerna Agro tersebut yang kemudian putus hubungan kerja alias
di-PHK.

“PT. Sampoerna Agro merekrut pekerja dari masyarakat
Sembalun, (hamun—tambahan pen] dalam kenyataannya tidak
sesuai dengan yang dijanjikan, diperjalanannya hampir semua
pekerja yang dari Sembalun di-PHK". Tutur Inak Alman seorang
mantan pekerja perempuan di PT. Samporna Agro.
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Seorang petani menuturkan pula:

“Semenjak perusahaan tersebut menanam sayur-mayur yang
sama dengan tanaman masyarakat dan dijual ke pasar lokal,
menyebabkan tanaman masyarakat gagal pasar (tidak terjual—
tambahan pen], sehingga masyarakat [mengalami) kerugian
miliaran rupiah pada setiap musim.” Tutur Inaq Baet berumur 30
tahun yang berasal dari Dusun Mapakin.

“Beda lagi dengan Haji Murah yang harus ditinggal diam-diam
oleh adik perempuannya ke luar negeri (Saudi Arabia), gara-gara
lahan diambil,” lanjut Inag Baet.

“Nggak tau aku harus bilang apa malam itu, tiba-tiba saudara
perempuanku tak kunjung pulang ke rumah, kemudian aku tak
tau mau nanya sama siapa. Satu bulan kemudian istri saya
terima surat yang isinya, bahwa adik sedang berada di
penampungan di Jakarta sedang pelatihan untuk jadi TKW Saudi
Arabia,” tuturnya lebih lanjut.

Banyaknya para perempuan yang berubah menjadi penopang ekonomi
keluarga, merupakan bukti dari tercerabutnya akses perempuan adat
atas tanah mereka berlangsung. Akar-akar dari migrasi global, yang
tentunya menjadi buruh di negeri orang, banyak diakibatkan oleh
tersingkirnya perempuan dari sumber daya tanah mereka, termasuk
perempuan adat ([Komnas Perempuan, 2012).

Lalu Amaq Darmadi lagi menuturkan bahwa:

“Untuk menyambung hidup keluarga, saya tak bisa menolak,
ketika anak saya Isna 30 tahun, diam-diam pergi ke kantor
Imigrasi untuk membuat paspor perjalanan ke negeri Jiran.
Gara-gara sudah tidak bisa masuk di lahan perkebunan
Memerong, karena sudah dijadikan zona rimba oleh Taman
Nasional Gunung Rinjani.”

Tidak ada beda cerita dari Amaq Mihrup (66 tahun) bahwa:

“Lahan saya di Memerong adalah satu-satunya untuk
penghidupan semua keluarga, tiba-tiba tidak bisa kami kelola.
Katanya sudah milik pemerintah. Dan saya langsung jatuh sakit
saat itu, karena sudah tidak ada tempat bercocok tanam untuk
menyambung hidup. Lusaiani (29 tahun], anak perempuan saya
selalu murung terdiam melihat kebingungan saya memikirkan
lahan itu, kemudian dia pergi ke Malaysia, tanpa sepengetahuan
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saya. Saya terkejut lalu menderita sakit berkepanjangan,” ujarnya
dengan nada sedih.

Penutup

Siapa yang tidak kenal Gunung Rinjani yang begitu agung dan
berwibawa, setiap mata insan yang memandang selalu ingin mendekat
dan mendekat. Pasir yang halus, pohon yang rimbun, dan terik cemara
ditiup angin seakan-akan memanggil ulayatnya untuk menyatu.

Sejak dikuasai oleh negara, Rinjani terus-menerus terkikis oleh
kebakaran hutan dan tanah longsor. Hal ini disebabkan karena
masyarakat sudah tidak merasa memiliki dan bertanggung jawab
terhadap keselamatan Rinjani. Sementara itu, jumlah petugas dari
pemerintah sangatlah terbatas untuk selalu memantau keseluruhan
kawasan ini. Sejak Gunung Rinjani dikelola oleh pemerintah tahun 1979,
yaitu setelah masyarakat diusir dari lahannya, maka sejak itu pula
Rinjani mulai mengalami degradasi lahan, terlebih lagi ketika dikelola
menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani pada tahun 1997. Gunung
Rinjani sangat tidak terurus karena kebakaran yang terjadi setiap tahun,
sampah berserakan di mana-mana terutama beberapa tahun terakhir
ini. Pos hanya tinggal sebatas nama saja, tidak ada yang menjaga, tidak
terurus, dan tidak terawat

Bila dibiarkan kondisi seperti sekarang ini; terus-menerus rusak,
hancur lebur akibat api, serta erosi tanpa ada perbaikan. Maka bukan
hal yang tidak mungkin Allah akan menurunkan azab-Nya, karena
keserakahan manusia dan akibatnya alam pun takkan ramah.

Jika memang pemerintah menginginkan keberlangsungan hidup dan
keanekaragaman hayati, satu-satunya cara dan tidak ada jalan lain
kecuali mengembalikan dan menyerahkan kepada masyarakat adat
setempat untuk mengelola sesuai dengan kearifan lokalnya.

...... Kembalikan Rinjani kami wahai negeri tetangga
..... Kami tak ingin pandangi asap bara api di tubuhnya
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Epilog

Pagi itu, udara sedikit mendung. Kami berkumpul di sudut lobi hotel
setelah melepas masyarakat adat untuk kembali ke wilayahnya masing-
masing.

‘Baru saja kami mendengar, Pemerintah Daerah Sumbawa akan
memulai penelitian tentang masyarakat adat setelah adanya panggilan
dalam DKU ini, tentunya mereka akan menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Jasardi Gunawan, Ketua
AMAN daerah Sumbawa.

“Kita jangan mau kalah, perlu kita pikirkan langkah strategis
selanjutnya, bagaimana berjuang bertarung wacana soal keberadaan
masyarakat hukum adat di Sumbawa, " tambah Dianto.

“Ya, kita harus tulis sejarah masyarakat adat, kita tidak boleh lengah,
perlu untuk meneliti lebih lanjut soal asal-usul serta etnografi
masyarakat adat,” ujar Febrian bersemangat.

Ketiga kawan dari AMAN daerah Sumbawa itu, menghadapi “musuh”
yang sama, yakni pemerintah daerah yang tidak mengakui keberadaan
masyarakat hukum adat. Mereka bersepakat untuk membuat wacana
tandingan dalam menguatkan keberadaan masyarakat hukum adat di
Sumbawa.

Perjuangan yang dipilih kawan AMAN di daerah persiapan Lombok
karena berhadapan dengan klaim negara yang sangat kuat secara
teritorial, yakni Taman Nasional Gunung Rinjani sehingga mereka
memilih untuk melakukan penuntutan dikembalikannya tanah ulayat
mereka secara bertahap. Minimal dengan upaya mengembalikan tanah
eks HGU untuk dikembalikan kepada Masyarakat Hukum Adat
Sembahulun, agar pengembalian hak atas hutan adat mereka dapat
kembali kepada hak mereka.

Sebuah langkah dan strategi perjuangan dalam gerakan masyarakat
hukum adat yang tentunya berbeda-beda dalam melihat persoalan mana
yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun, geliat untuk terus
berjuang menjadi nafas yang sama bagi tiap-tiap kesatuan masyarakat
hukum adat baik di Lombok maupun Sumbawa. Optimisme semakin
menyembul diantara kepesimisan situasi birokrasi yang korup dan
manipulatif.
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Demi dan Atas Nama MIFFE,
Suku Malind Dikorbankan3%

< Eko Cahyono dan YL. Franky

“Kehidupan kita ini berkelanjutan. Besok dia pakai sepenggal
tanah ini, kemudian besok minta lagi sepenggal yang lain. Dia
buka lagi sepenggal...dia buka lagi sepenggal. Dia pancing
masyarakat kampong untuk jual mereka punya tanah. Dia tahu
masyarakat kampung pendidikannya rendah. Dia punya cara
banyak untuk kikis kita. Bisa-bisa besok kita miskin di atas kita
punya tanah. Kalau tanahnya sudah habis, kita mau tinggalkan
apa buat anak cucu? Ini berbahaya!” (Tokoh Masyarakat
Kampung Kaliki)

Sketsa Potret: Malind Anim

salah satu suku besar yang mendiami wilayah selatan Provinsi

Papua, yaitu Merauke. Selain Marind, kelompok suku besar lain
yang mendiami belahan selatan Pulau Papua, yaitu Muyu, Mandobo,
Mappi, Auwyu, Asmat, dan beberapa suku lain. Menurut sensus 2010,
populasi Merauke kurang lebih 173.000 jiwa, sementara jumlah orang
Marind sekitar 52.000 dari populasi tersebut.

O rang Marind atau juga dikenal sebagai Orang Malind merupakan

302 Diolah dari berbagai sumber untuk kepentingan Dengar Kesaksian Umum (DKUJ Inkuiri Nasional
Komnas HAM oleh Eko Cahyono dan Y.L. Franky.
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Orang Marind umumnya mengidentifikasi diri sebagai ‘Marind-anim’
atau ‘Malind-anim’. Kata ‘anim’ dalam bahasa Marind bermakna ‘orang’
atau ‘siapa’. Kata ini juga digunakan untuk menyebutkan ‘diri" mereka
sebagai orang Marind dalam bentuk ucapan ‘Marind anim’ yang artinya
adalah ‘orang Marind’.

Istilah ‘anim’ sendiri sering dirangkai dengan 'ha’ sehingga menjadi
‘anim-ha’. Istilah ‘anim-ha’ menggambarkan atau merepresentasikan
pandangan masyarakat Marind tentang status sebagai manusia sejati
atau manusia benar®® atau juga manusia seutuhnya. Kesejatiannya itu
diukur dari seberapa besar orang tersebut memiliki kekuatan atau sifat
dema, sebuah sosok tokoh mitis, makhluk dari alam mitologis yang
menjadi sumber dari seluruh eksistensi di dunia ini dan mengejawantah
dalam pribadi-pribadi orang Marind®* dan alam semesta.

Umumnya istilah ‘Marind’ lebih banyak digunakan oleh warga suku ini
yang berdiam di pesisir; sementara bagi mereka yang berdiam di
pedalaman istilah yang lebih banyak digunakan adalah ‘Malind". Hal ini
hanya merupakan perbedaan dalam “ucapan”. Bagi orang “pedalaman”
tidak mengenal huruf “r”, sementara orang pesisir menggunakn “r".

Orang Marind mempunyai tradisi lisan tentang persebaran dan
penggolongan suku mereka. Beberapa orang tua dengan penuh
keyakinan®®® menyatakan bahwa orang Marind itu bersal dari sebuah
tempat bernama Kondo (perbatasan dengan Papua Nuginie) dan
menyebar ke arah empat mata angin. Pengelompokkan Marind
berdasarkan mata angin tersebut, yaitu Marind Ezam (Utara), Marind
Sosoom (Timur], Marind Mayo (Selatan), dan Marind Imoh (Barat).
Orang-orang Aborigin di Australia menurut mereka termasuk dalam
Marind Mayo.

Wilayah yang disebut "Tanah Malind®% atau 'Tanah Marind" dapat
digambarkan sebagai sebuah wilayah yang membentang dari muara
Sungai Fly sepanjang daerah aliran sungai (DAS] Fly meliputi Inggya Obo

303 Boelaars, J.H.M.C., "Manusia Irian, Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan”, Jakarta: Gramedia,
1986, him.6. Juga dikonfirmasi melalui komunikasi telepon dengan Bapak Pendeta Bakujai dari
Kota Merauke pada 18 Januari 2012 dan dengan Bapak Blasius dari Wanenggap-nanggong dari
distrik Semangga pada 24 Januari 2012.

304 Ibid., 5

305 Mantan kepala kampung Zanegi (namanya tak terekam), mantan kepala adat Zanegi, Elias Gebze,
kepala Kampung Zanegi, Ernest Kaize, dan lain-lain seperti Pendeta Bakujai yang tinggal di Kota
Merauke mengonfirmasi keterangan ini.

306 Seluruh paragraf ini mengutip tulisan Frumensius Obe Samkakai “Malind-anim, Dahulu,
Sekarang, dan Masa Datang”, makalah disampaikan pada Kongres Pemuda Marind-anim, 17 Juli
2009.
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di muara Fly, Suki, Inggya Bosset di Fly Atas, Ndimal di Fly Atas,
Gebhaghae di bawah Gunung Koreyom, sepanjang tepi timur Digul,
sepanjang pantai barat Pulau Kimaam, dan Selat Torres (Ambuiduh] ke
Inggya Obo. Garis pantai terhitung dari Kepulauan Kiwai ke muara
Sungai Bugheram di pantai barat Pulau Kimaam. Tanah Malind itu
tampak seperti sebuah pulau yang terbentuk oleh pertemuan perairan
Selat Torres [Ambuiduh] dengan hulu Sungai Fly dan hulu Sungai Digul.
Inggya Obo berhubungan dengan persebaran kelompok-kelompok suku
bangsa Malind-anim setelah Wabui di Gogodala di tepi timur muara
Sungai Fly. Garis tengah timur-barat Tanah Malind membentang dari
Kindoleboleb di sekitar Kambapi di timur sampai ke Mumblimu di barat
dan garis tengah selatan-utara mengikuti Sungai Mbian.

Bahasa yang digunakan orang Marind terdiri dari beberapa dialek. Di
sekitar Sungai Bian, Kumbe, dan Maro umumnya digunakan dialek
Marind-anim, sementara dialek Merauri banyak dituturkan di bagian
timur Merauke dan ada beberapa dialek yang menuju kepunahan karena
semakin kurang penuturnya.

Kehidupan dan Adat Orang Marind
di Merauke

a. Konsep Tanah dan Marga

Masyarakat Marind memiliki konsep tanah marga dan tanah suku. Ada
beberapa marga besar di suku Marind, yaitu Gebze, Mahuze, Kaize,
Basik-basik, Ndiken, Balagaize, dan Samkakai. Besar kecilnya marga ini
menurut salah seorang narasumber berdasarkan sebaran, populasi, dan
penguasaan tanah/wilayah.*”” Menurut salah seorang warga Kampung
Zanegi, kata ‘ze’ bermakna ‘anak cucu’ atau ‘keturunan dari’.3%
Sedangkan kata-kata ‘Geb’, ‘Mahu’, 'Kai’, dan ‘Balagai’ merujuk pada
hubungan dengan totem-totem mitologis tiap-tiap marga tersebut.
Gebze mempunyai totem Kelapa, Mahuze bertotem Sagu, Kaize
bertotem Kasuari, Ndiken bertotem sejenis burung berbulu hitam
berparuh panjang dengan sedikit warna putih di dada, yang dalam
bahasa Marind disebut burung ‘Ndik’, sementara Samkakai mempunyai

307 Wawancara dengan Pendeta Bakujai pada 18 Januari 2012.

308 Penjelasan Elias Gebze yang diamini oleh para peserta pertemuan kampung, yang dilakukan
pada Juni 2010.
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totem Kanguru. Dalam kehidupan mereka sampai sekarang semua
orang Marind sangat menghormati totem-totem marga. Perlakuan yang
kasar terhadap pohon kelapa atau sagu misalnya, pada zaman dulu bisa
menimbulkan perang antarmarga atau hukuman mati bagi si pelaku
tindakan kasar tersebut (misalnya, membelah buah kelapa secara
serampangan).

Marga-marga ini juga mempunyai hubungan dengan hewan atau
tanaman tertentu yang mereka keramatkan berdasarkan pengalaman
sejarah mereka. Demikianlah marga Mahuze, misalnya, memiliki
hubungan asal-usul mitologis dengan hewan anjing sehingga sampai
sekarang ini warga Mahuze tidak pernah boleh memakan daging hewan
ini karena mereka percaya bahwa hewan ini pernah menyelamatkan
marga mereka di masa lampau. Dalam kehidupan sehari-hari marga
Mahuze memandang anjing sebagai saudara mereka dalam berbagai
urusan, mulai dari berburu, menjaga kebun/lahan sampai menjaga

keluarga.

Tiap-tiap marga memiliki tanah sendiri-sendiri yang asal-usul pemilikan
dan penguasaannya berhubungan dengan sejarah sosial politik dan
kisah-kisah mitologis dari masing-masing marga. Tiap marga
mempunyai sub-sub marga namun dalam pemilikan dan penguasaan
tanah umumnya masyarakat Marind mempraktikkan konsep tanah
marga dengan otoritas utama ada pada marga-marga besar tersebut.

Masyarakat Marind tinggal dalam kampung-kampung kecil yang
tersebar di Kabupaten Merauke. Kita dapat menemukan dengan mudah
marga Mahuze, Kaize, Gebze, Basik-Basik, Balagaize, dan lainnya dalam
tiap-tiap kampung tersebut di atas. Kampung bagi orang Marind hanya
merupakan tempat tinggal dan tidak punya otoritas dalam pemilikan dan
penguasaan tanah. Persebaran warga sebuah marga ke berbagai
kampung itu jJuga menunjukkan bahwa tanah sebuah marga, Gebze
misalnya, tersebar di berbagai kawasan Kabupaten Merauke dan boleh
didiami oleh marga-marga lain. Bahkan marga-marga ini juga
mempunyai tanah di Papua Nugini, dan menurut keterangan warga
kampung hal itu sudah berlangsung dari dulu sebelum mereka
mengenal adanya negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemilikan dan
penguasaan tanah berdasarkan marga telah berlangsung sejak sebelum
adanya kedua negara merdeka, Indonesia dan Papua Nugini. Perikatan
marga dalam konteks tanah bersifat lintas batas territorial negara.

Meskipun ada konsep tentang ‘persebaran’ orang Marind menurut mata
angin, namun mereka mempunyai semacam ‘pusat’ bagi keberadaan
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mereka dalam bentuk konsep tentang ‘Tanah Marind’. Di dalam Tanah
Marind itu terdapat tanah-tanah marga, sub-marga, dan tanah-tanah
keluarga. Berkaitan dengan hak-hak atas tanah dari orang-orang
Marind di dalam Tanah Marind perlu dikemukakan mengenai subjek dan
otoritas.

Subjek hak atas tanah dapat dikelompokkan menjadi hak perorangan
(sebuah keluarga inti), hak sub-marga, dan hak marga. Di Kabupaten
Merauke dapat dijumpai tanah-tanah yang menjadi hak milik dari
sebuah keluarga, sebuah sub-marga, atau sebuah marga. Di samping
subjek hak ada pula otoritas yang mengabsahkan sebuah tindakan atas
tanah sebagai objek hak. Subjek hak boleh jadi mempunyai hak untuk
mengalihkan haknya kepada sebuah subjek lain, misalnya dalam
perkawinan sebagai pembayaran atas belis; atau pun dalam konteks
yang belakangan ini makin sering terjadi, kepada pihak lain seperti
perusahaan. Namun, tindakan pengalihan baru dapat dikatakan absah
jika sudah dilakukan upacara adat di mana unsur intinya adalah
pengorbanan hewan babi dan upacara minum wati, sejenis ramuan
tanaman. Otoritas yang bertanggung jawab atas ritual ini terdiri atas
sejumlah tokoh yang secara umum mereka ekspresikan sebagai ‘tokoh
adat’, yang dapat merupakan kepala marga, ketua suku, dan sejumlah
orang yang dipandang mempunyai kewenangan berdasarkan tradisi
mereka.

Hal ini dapat dipadankan dengan proses serupa dalam konteks hukum
negara, di mana pemegang hak (berbentuk sertipikat) berhak penuh
untuk menjual atau memindahtangankan haknya kepada pihak lain,
sementara otoritas yang mengabsahkan proses pemindahtanganan hak
itu mengambil bentuk dalam sosok notaris dan kantor Badan
Pertanahan Negara (BPN).

Meskipun demikian, dengan agak menyederhanakan, dapat dikatakan
bahwa tanah suku, di mana di dalamnya terdapat tanah-tanah marga, itu
bersifat sebuah kawasan luas yang merupakan satu kesatuan terpadu
sehingga dalam penuturan atau pembicaraan sehari-hari dengan
penduduk kampung-kampung tersebut dengan jelas mereka
menyatakan bahwa tanah Marind itu merupakan satu kesatuan,
sebagaimana tanah Asmat, tanah Mappi, Muyu Mandobo, dan lain-lain.
Walaupun tanah Marind merupakan sebuah kesatuan, namun di dalam
tanah Marind terdapat beberapa bidang tanah yang merupakan tanah
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milik suku besar lain, sebagai hasil proses sosial pada masa lalu.’” Atas
tanah-tanah ini orang Marind mengakui bahwa mereka sudah tidak
berhak lagi.

b. Batas Tanah dan Wilayah

Batas-batas tanah marga dan tanah suku ditandai oleh batas-batas
alam seperti sungai dan ‘urat tanah’. Urat tanah adalah penamaan atau
istilah setempat untuk menyebutkan kawasan yang lebih tinggi dari
daerah sekitarnya. Namun, di antara urat tanah tersebut umumnya ada
aliran sungai. “"Wilayah kampung” adalah agregat dari tanah-tanah
setiap marga yang menghuni kampung tersebut. Tanah-tanah marga
yang berada dalam “wilayah kampung” tetap berada di bawah otoritas
masing-masing marga.

Ada perkembangan menarik sebagaimana dapat ditemukan di
kampung-kampung lain. Beberapa warga kampung mengatakan bahwa
mereka punya kebun kelapa®'® dan sejumlah besar rumah tangga di
Zanegi dan Kaliki misalnya, sudah memiliki halaman masing-masing
yang sebagiannya hanya ditanami beberapa batang pohon buah di
tengah halaman luas yang kosong. Pohon buah dan halaman itu
sekaligus berfungsi untuk tempat orang duduk ngobrol, melakukan
pekerjaan kerajinan tangan, maupun sekadar tempat bermain anak-
anak. Bagian belakang rumah umumnya berupa kebun kebun singkong
dan pisang®'' sebagaimana yang sempat diamati di Zanegi dan Kaliki.
Istilah 'kintal' umum didengar dalam pembicaraan tentang tanah. Oleh
karena itu, kita sering mendengar pernyataan, “ltu kintal saya”; “Itu
kintal Kaize"; atau “Itu kintal keluarga kami”. ‘Kintal adalah istilah yang
menunjuk ke sebuah bidang tanah®? dengan klaim hak yang jelas dari
sebuah keluarga atau marga di dalam masyarakat Marind. Semua kintal
mempunyai batas yang jelas. Sementara warga kampung belum
mengenal sertipikat tanah dalam sistem hukum negara. Pemilikan
tanah oleh seorang anggota marga berlaku atas dasar siapa yang
pertama kali mengolah sebidang tanah dengan sepengetahuan seluruh
warga marga di kampung.

309 Lebih jauh lihat, /bid, "MIFEE, Tak Terjangkau... him. 76

310 Ernest Kaize dan Elias Gebze mengatakan ini dalam pertemuan kampung Zanegi pada 3 Agustus
2010.

311 Misalnya rumah Kepala Kampung Zanegi, Ernest Kaize.
312 lstilahini juga digunakan oleh masyarakat Lamaholot di Flores Timur untuk menunjuk halaman
atau sebidang tanah.
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Dalam diskusi dan wawancara dengan warga kampung terungkap juga
pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa tanah-tanah tersebut
tidak boleh dijual. Alasannya, itu tanah suku atau tanah marga bukan
tanah milik perorangan. Namun demikian, dalam beberapa kasus
terungkap juga bahwa orang per orang di kampung ini sudah pernah
melakukan transaksi penjualan (pelepasan hak] tanah.

c. Pencaharian dan Kepemimpinan

Masyarakat Marind pada umumnya masih menjalankan modus produksi
meramu dan berburu (hunting and gathering). Masyarakat dengan
modus ini secara antropologis dikategorikan sebagai hunters and
gatherers atau masyarakat peramu. Laki-laki umumnya berburu dan
menangkap ikan dengan cara tradisional, sedangkan kaum
perempuannya aktif dalam mengumpulkan sagu.

Kepemimpinan dalam masyarakat Marind, baik dalam lingkup marga
maupun suku berada di tangan laki-laki. Sementara kaum perempuan
pada umumnya mempunyai peran utama dalam mempersiapkan ritual
atau acara-acara adat. Dalam upacara adat besar sebuah marga
misalnya, perempuan yang menyiapkan wat/ sejenis ramuan dari
tanaman yang bersifat merelaksasi tubuh setelah lelah menjalankan
ritual atau pesta adat. Dengan demikian peran laki-laki dan perempuan
dalam suku Malind mesti dilihat secara menyeluruh bukan sepotong-
potong dan keseluruhan nilai dan adat yang berlaku di dalam kesukuan
atau marganya.

Perampasan Ruang Hidup Suku Malind
Demi dan Atas Nama Proyek MIFEE

‘Besok-besok mereka akan membutuhkan air bersih yang ada di
kampong-kampung kita. Mereka akan membuat parit. Kalau itu
dilakukan akan maka air bersih yang ada di kampong kita akan
kering. Kalau air kering, hutan sagu akan mati. Kalau hutan sagu
kering, kita punya daratan kering. Terus kita punya binatang-
binatang akan hilang..”. Ucap seorang pemuka adat di Kaliki
mengenai dampak proyek MIFFE yang banyak menebang hutan.
“Makanya kami akan tetap jaga kami punya posisi tanah ini.
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Sebagai hak ulayat kami, sebagai tanah adat kami. Tidak boleh
diganggu oleh perusahaan apapun....*"

MIFFE hadir membawa petaka, baik bagi Suku Malind maupun suku di
kampung-kampung di Merauke yang terkena proyek MIFFE. la lahir dari
rahim krisis 3F dan 2 C (food, feed, fuel, and climate changes). Hasil dari
proses kebijakan itu dipahami sebagai "anak haram” hasil
perselingkuhan para pemilik modal dan pemerintah pencari rente
ekonomi di tengah kesempitan hidup orang-orang kebanyakan.”*'"* Maka
MIFFE tidak bisa dilihat hanya sebagai mega proyek yang merugikan
secara ekonomi maupun politik bagi Suku Malind dan suku-suku lainnya
di kampung-kampung Merauke. Sebagaimana ungkapan pemuka adat di
atas, proyek land grabbing seperti MIFFE, seperti watak proyek lainnya
sejenis, berciri khusus rakus tanah dalam skala luas yang abai atas
prinsip keberlanjutan lingkungan dan prinsip-prinsip dasar ekosistem
yang mempertautkan kepentingan harmonis manusia, hewan,
tumbuhan, dan alam.

Suku Malind yang memiliki keterikatan dengan alamnya sedemikian
kuat, sebagaimana terbukti dalam masih kuatnya pranata adat dan
nilai-nilai luhur penghormatan pada alamnya (sebagaimana diuraikan
pada bab awal) tidak pernah diberi ruang yang selayaknya dalam proyek
ini. Prediksi dampak domino dari proyek MIFFE dari para pemuka adat
Malind dan kampung-kampung di Merauke bukanlah mengada-ada.
MIFFE tidak hanya berdampak secara ekonomi dengan penciptaan
kemiskinan baru, krisis sosial-ekologis: konflik horizontal, kekerasan,
kejahatan, kriminalisasi, pelecehan seksual, dan krisis air bersih,
hilangnya sumber pangan lokal, perubahan mata pencaharian, dan
beragam kerusakan ekologis lainnya. Dengan demikian, efek domino
dari MIFFE telah menciptakan perampasan ruang hidup yang
multidimensi bagi Suku Malind dan suku-suku lainnya di sekitar
Merauke yang terkena proyek MIFFE.

Sedangkan pada sisi persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hak
asasi manusia di Merauke sebagai akibat pelaksanaan proyek MIFEE
dapat ditelusuri dari tiga ranah, yaitu kebijakan dan peraturan
perundangan yang dibuat untuk memuluskan rencana proyek MIFEE,
sikap politik pemerintah Indonesia dalam hal hak masyarakat hukum

313 Zakaria, R, Yando, dkk, MIFFE Tak Terjangkau Angan malind, Pusaka, 2011, hlm, 90.
314 Ibid, Miffe Tak terjangkau....hlm. xi.
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adat atau indigenous peoples di Merauke, dan pelaksanaan proyek-
proyek MIFEE yang telah beroperasi sampai 2014.

a. Kebijakan dan Peraturan Perundangan

Proyek MIFEE adalah sebuah proyek yang dirancang pemerintah
Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
Meskipun baru diluncurkan secara resmi pada Agustus 2010, proyek ini
telah dirancang beberapa tahun sebelumnya. Atas nama krisis pangan
dan energi pada 2007-2008, Presiden SBY menyatakan bahwa Indonesia
memiliki peluang agribisnis untuk menyediakan pangan dan energi
dalam slogan “feeding Indonesia, feeding the world.”

Sejumlah kebijakan dan peraturan perundangan kemudian ditetapkan
untuk mewujudkan peluang tersebut.

1. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Pejabat berwenang Badan
Pertanahan Nasional di Provinsi mengeluarkan Hak Guna Usaha
pada tanah yang di klaim sebagai tanah negara kepada perusahaan.

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor: 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Pemerintah
Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin Lokasi
kepada perusahaan yang hendak memperoleh tanah dan sudah
mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang
berlaku, yang mana di Papua maksimum luas penguasaan tanahnya
adalah dua kali maksimum luas penggunaan tanah untuk satu
provinsi di luar Jawa.

3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
891/Kpts-11/1999, tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penunjukan
Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Irian Jaya seluas 42.224.840 ha.
Ketentuan ini sudah diubah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-11/2012, tanggal 27
Desember 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-11/1999 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Irian Jaya seluas
42.224.840 ha. Ketentuan ini menggambarkan kuatnya kuasa dan
kontrol pemerintah pusat terhadap kawasan hutan di Papua. Hal
ini mengingkari dan mengurangi kewenangan Provinsi Papua yang
sudah diberikan kewenangan khusus yang diakui untuk mengatur
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dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2012. Ketentuan ini mengabaikan hak-hak dan status kekhususan
Orang Asli Papua yang otonom untuk mengatur kawasan hutan
berdasarkan hak dan sistem pengetahuan mereka yang beragam.

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya
Tanaman, untuk perolehan lahan pengusahaan budidaya tanaman

di Papua, yang luasnya lebih besar dua kali lebih luas dari luas
maksimum (10.000 ha) di daerah lain selain Papua sehingga luasnya
menjadi 20.000 ha;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-11/2010
tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan Produksi yang Dapat
Dikonversi (HPK], untuk perolehan lahan usaha perkebunan yang
berada di kawasan hutan negara (HPK) yang luasnya lebih besar dua
kali lebih luas dari luas maksimum (100.000 ha) di daerah lain luar
papua kepada setiap perusahaan atau grup perusahaan sehingga
luasnya menjadi 200.000 ha pada satu perusahaan atau grup
perusahaan. Sedangkan khusus untuk pembangunan perkebunan
tebu, pemerintah dapat memberikan izin usaha seluas 300.000 ha
kepada satu perusahaan atau grup perusahaan, jumlahnya dua kali
lebih luas dari perusahaan di luar tanah Papua (150.000 ha).

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan, yang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah
No. 61 tahun 2012, mengatur penggunaan sebagian kawasan
hutan (hutan produksi dan atau hutan lindung) untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-11/2011 tentang
Izin Pemanfaatan Kayu, yang telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor: P.20/Menhut-11/2013.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 184 tahun 2004
tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat
atas Kayu yang Dipungut pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua,
sebagai berikut: (a) Jenis Kayu Indah Rp. 100.000 per m3; (b) Jenis
Kayu Merbau Rp. 50.000 per m3; (c) Jenis Kayu Non Merbau Rp.
10.000 per m3; (d) Jenis Kayu Bakau RP. 3.000 per m3. Kompensasi
ini sangat murah tidak sesuai dengan harga jual saat ini dan
merugikan masyarakat, serta memudahkan perusahaan untuk
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merusak hutan. Praktiknya dalam kasus antara marga pemilih
kawasan hutan di Kampung Zanegi yang berhadapan dengan
perusahaan PT. Selaras Inti Semesta (Medco Group), perusahaan
memberikan kompensasi penebangan kayu sebesar Rp2.000 per
kubik, nilai dibawah ketentuan Pergub 184 tahun 2004. Kasus
serupa dialami oleh komunitas pemilik tanah di Distrik Ngguti yang
berhadapan dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Dongin
Prabhawa. Bandingkan nilai tersebut dengan harga beras termurah
Rp11.000 per kilo.

10. Peraturan Gubernur Provinsi Papua No. 18 tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK]
di Provinsi Papua. IPHHK diterbitkan oleh Bupati.

11. Peraturan Gubernur Provinsi Papua No. 13 tahun 2010 tentang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum
Adat (IUPMHHK - MHA] di Provinsi Papua. IUPMHHK - MHA
dikeluarkan oleh Gubernur Papua dengan rekomendasi Bupati dan
pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke tahun
2010 - 2030; Perda yang mengatur struktur dan pola ruang untuk
menjadi acuan bagi pengembangan proyek MIFEE.

Skema mega proyek MIFEE adalah sebuah skema ekonomi politik untuk
melayani industri agribisnis global atas nama krisis pangan dan energi.
Akan tetapi, skema ini tidak memberi tempat bagi masyarakat Malind
untuk mempertahankan ruang hidup dan hak-hak mereka, terutama
hak atas tanah dan sumber daya alamnya, kehidupan yang layak, dan
hak-hak dasar lainnya sebagai warga Negara Indonesia. Pemerintah
menggunakan mekanisme hukum dan klaim “tanah negara” untuk
merampas, menetapkan dan memperoleh tanah, hutan, dan alam
masyarakat di Papua dan dalam skala luas.

MIFEE adalah sebuah skema ekonomi politik yang terencana dan
sistematis. Hal ini dapat dilihat dari persiapan panjang yang telah
dilakukan jauh sebelum pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di
Merauke, yang dapat disimak dari pemberitaan media massa. Situs
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berita http://regional.kompas.com misalnya, telah memberitakan
rencana proyek ini sejak 2008, baik sebagai bagian dari pengembangan
kawasan ekonomi khusus (KEK], maupun bagian dari MP3EI dalam
pemberitaan selanjutnya.

Pelestari Perampasan Ruang Hidup Suku
Malind

Salah satu pelestari dari perampasan ruang hidup suku Malind dan
suku-suku lainnya akibat MIFFE adalah sikap politik Negara. Sampai
saat ini, terutama berkaitan dengan status masyarakat hukum adat
sebagai indigenous peoples di dalam wilayah adat mereka, Pemerintah
Indonesia masih tetap berpegang pada sikap politik bahwa konsep
indigenous peoples tidak dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Hal
ini tercermin dalam pernyataan delegasi Indonesia dalam Sesi 21
pertemuan UNHCR pada September 2012: “Given its demographic
composition, Indonesia, however, does not recognize the application of
the indigenous people concept as defined in the UN Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples in the country.” (The statement of the
delegation of the Indonesia to the 21°" Session of the UN HRC in
September 2012).

Dengan sikap politik seperti ini, maka pemerintah Indonesia jelas tidak
mengakui kesepadanan antara konsepsi masyarakat hukum adat dalam
konteks Indonesia dengan indigenous peoples dalam hukum
internasional. Implikasinya adalah bahwa pemerintah Indonesia
menolak menerapkan standar tentang /indigenous peoples, seperti yang
tercantum dalam Deklarasi PBB tentang indigenous peoples (UNDRIP)
atas kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia, yang dikategorikan
sebagai masyarakat hukum adat atau oleh sebagian pihak dikategorikan
sebagai masyarakat adat.

Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang telah menunjukkan ralat
konstitusional atas klaim kebijakan Negara atas wilayah hutan adat
belum merubah kebijakan dan sikap politik Pemerintah (Pusat dan
Daerah). Padahal jelas, Putusan MK 35 itu menjadi dasar bagaimana
Hutan Adat harus dikeluarkan dari hutan Negara. Selain sebuah
pernyataan pengakuan atas wilayah Masyarakat Hukum Adat di kawasan
hutan, Putusan MK 35 juga memberikan pengakuan atas keberadan
Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang selama ini dianggap warga negara
no. 2 di negeri ini. Sebagai salah satu putusan hukum tertinggi, Putusan
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MK 35 menuntut koreksi menyeluruh atas beragam aturan dan regulasi
di bawahnya dalam urusan wilayah kelola MHA di kawasan hutan.
Dengan merujuk pada Putusan MK 35 ini, sudah seharusnya sikap politik
pemerintah berubah, untuk mengakui keberadaan dan wilayah MHA di
seluruh Nusantara, termasuk Suku Malind dan suku-suku lainnya di
wilayah mega Proyek MIFFE berikut wilayah kelola di kawasan hutan.

Implikasi dan Dampak Akibat Proyek MIFEE

a. Pengabaian hak-hak atas Informasi dan
Kebebasan Berpendapat

"Awalnya memang disepakati akan ada komunikasi yang intensif
diatara kedua pihak [Masyarakat dan Perusahaan). Dalam
kenyataannya perusahaan berajalan sendiri. Tidak ada
komunikasi. Bagaimana kita akan tahu perusahaan maunya apa
dan msyarakat maunya kemana..ini menyalahi kesepakatan
semula.” (Warga di Zenegi)

Salah satu tindakan paling mencolok dalam pelaksanaan proyek MIFEE
adalah pengabaian hak orang Malind terhadap informasi penting yang
harus mereka ketahui karena menyangkut dampak proyek terhadap
kelangsungan hidup mereka.

Sejak awal proyek MIFEE secara sistematis mengabaikan hak-hak
Orang Papua sejak awal. Tak pernah ada pemberian informasi yang
memadai pada awal proyek. Informasi tersebut menjadi dasar
masyarakat untuk menilai, menentukan dan memberi persetujuan
proyek secara bebas dan memahami konsekuensinya. Akan tetapi
pemberian dan perolehan informasi proyek sangat rumit dikarenakan
hambatan birokrasi dan belum ada mekanisme pelayanan informasi
publik yang mudah dan terbuka.

Dengan pengabaian dan pelibatan masyarakat untuk memutuskan
beragam rencana proyek MIFFE maka masyarakat tidak lagi memiliki
pilihan dan kebebasan berpendapat. Tidak punya pilihan lain selain
menerima proyek. Masyarakat masih takut dan merasa tidak aman
untuk menolak proyek pembangunan karena berhubungan dengan
pengalaman pendekatan pembangunan dan cara-cara represif yang
selalu dikenang warga (memoria passionis) jika bertentangan dengan
proyek pembangunan.
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Salah satu kasus dalam soal pemaksaan proyek MIFFE yang terjadi di
Kampung Yowid, Distrik Tubang. Warga setempat secara diam-diam
dipaksa oleh petugas perusahaan (PT. Mayora Group) dan anggota TNI
untuk menerima dan menandatangani persetujuan pengalihan hak atas
tanah. Mereka diancam dituduh sebagai anggota OPM (Organisasi Papua
Merdeka), sehingga mudah dikriminalisasi. Hal tekanan yang melibatkan
TNI bersama anggota Tripika juga dialami oleh warga pemilik lahan di
Distrik Muting pada saat bernegosiasi dengan perusahaan perkebunan
kelapa sawit. Tekanan terhadap orang kampung juga melibatkan orang-
orang suruhan perusahaan yang tinggal di kampung, sebagaimana
terjadi di Kampung Domande, Distrik Malind. Mereka yang menolak
pengalihan hak atas tanah dibatasi untuk terlibat dalam pertemuan dan
diserang dengan kata-kata yang merendahkan.

Selain itu, proses berjalannya MIFFE juga menciptakan beragam
penyimpangan, pembatasan, dan tekanan terhadap anggota masyarakat
atas hak kebebasan dan hak untuk berpartisipasi dalam menentukan
pembangunan tersebut sangat bertentangan dengan UU Nomor 39
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain “Setiap orang
dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan
sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat
persaudaraaan” (Pasal 3) dan Pasal 44, disebutkan: “Hak setiap orang
baik sendiri maupun secara bersama-sama untuk mengajukan
pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah
dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, efisien, baik
dengan lisan maupun dengan tulisan.”

b. Penghilangan Hak dan Daulat Pangan Orang
Malind

“Tanah keramat yang dulunya disepakati akan dilindungi mulai
terancam. Dulu disepakati bahwa hutan pada radius 2 Km dari
tanah -tanah keramat itu tidak boleh ditebang..begitu juga hutan
sagu dan hutan-hutan tempat buruan warga. Dalam kenyataan
tidak dilaksanakan. Jika ini terus terjadi..kami kehilangan
sumber hidup kami disini.” (Pemuka Adat, Kampung Zenegi)

Pasca-Orde Baru semangat reformasi mendorong beragam upaya
desentralisasi. Sejak tahun 2001, Pemerintah telah mengatur secara
khusus Hak-hak Orang Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Papua (selanjutnya disebut UU OTSUS).




PAPUA

Kebijakan UU Otsus dianggap bagian kompromi dan pemberian
pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keadilan, penegakan
supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan
pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan
masyarakat Papua.

Hak-hak Orang Papua dalam UU Otsus tersebut, yakni (1) hak atas
perekonomian (Lihat Pasal 38 dan 42); (2) hak atas tanah (Lihat Pasal
43); (3) hak atas kekayaan intelektual (Lihat Pasal 44); (4) hak asasi
manusia (Lihat Pasal 45]; (5) hak perempuan (Lihat Pasal 47); (6) hak
kekuasaan peradilan adat (Lihat Pasal 50 dan 51); (7) hak Kebebasan
memeluk agama dan kepercayaan (Lihat Pasal 53 dan 54); (8] hak atas
pendidikan dan kebudayaan (Lihat Pasal 57); (9) hak atas kesehatan yang
bermutu (Lihat Pasal 59 dan 60J; (10] hak atas pekerjaan (Lihat Pasal
62); (11) hak atas pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup
(Lihat Pasal 63 dan 64).

Praktiknya, proyek MIFEE dikendalikan oleh manajemen perusahaan
dan dikelola menggunakan tenaga kerja yang lulus syarat administrasi
perusahaan untuk menghasilkan komoditi komersial tersebut justru
mengabaikan hak-hak orang Papua dalam UU Otsus.

Sementara, sistem ekonomi lokal dan mata pencaharian orang kampung
yang mandiri semakin hilang dikarenakan pembatasan akses untuk
memanfaatkan lahan, berkurangnya daerah berburu, digusurnya
kawasan perairan rawa tempat ikan dan sumber-sumber pangan dari
dalam hutan. Sebagian masyarakat yang terseleksi terpaksa menjadi
buruh harian lepas dan bergantung pada pekerjaan dan upah rendah
yang ditentukan perusahaan. Sistem perekonomian yang baru ini justru
menurunkan pendapatan masyarakat dan hilangnya sumber-sumber
pangan masyarakat.

“Mendapatkan daging rusa dari kampung ini sudah tak semudah
dahulu lagi. Dulu kita hingga tak mampu membawa hasil buruan
masyarakat kampung ini ke kota. Sekarang (setelah masuknya
MIFFE] dalam selang tiga hari, paling ada dua ekor yang kami
bisa bawa ke kota" (Pedagang daging Rusa di Kec. Kurik]

Sebelum ada perusahaan, masyarakat di Zanegi bisa memperoleh
pendapatan hingga Rp 6.000.000 per bulan dari menjual daging hasil
usaha berburu hewan liar yang rata-rata mendapatkan 400 kilogram
perbulan dan harga daging di kampung Rp15.000 per kilogram.
Bandingkan setelah menjadi buruh perusahaan hutan tanaman PT. SIS
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(Selaras Inti Semesta), mereka hanya mendapatkan sekitar Rp1 juta
perbulan dari upah harian Rp50.000 perhari dengan lama kerja 20 hari.

Mudah dijelaskan bahwa sebelum ada perusahaan, konsumsi pangan
masyarakat juga masih dengan mudah diperoleh dari hutan dan lahan
pertanian, begitu juga dengan pengobatan tradisional. Setelah ada
perusahaan, masyarakat terpaksa membeli bahan-bahan pangan yang
cukup mahal, seperti: beras, mie instan, ikan kering, dan daging kering
dan basah.

“Kami sekarang memang harus berburu lebih jauh lagi. Juga
butuh waktu lebih lama lagi. Bisa-bisa tidak pulang hari lagi.
ltupun belum tentu dapat banyak. Rusa memang sudah semakin
sedikit sekarang. (Warga Adar Kurik]

Akibatnya ancaman gizi buruk semakin meningkat di beberapa
kampung. Kampung di sekitar lokasi PT. SIS, seperti Kasus di Kampung
Zanegi, Baad, dan Koa, terjadi kelaparan akut dan kasus kekurangan gizi
anak yang kronis. Diketahui lima anak balita dari kampung Zanegi
meninggal antara bulan Januari-April 2013 akibat kekurangan gizi parah
dan penyakit terkait.

Sementara itu beragam manipulasi untuk mendapat izin dalam
perampsan tanah terus terjadi. Untuk tujuan cepat dapat tanah dan
syarat perizinan, perusahaan melakukan manipulasi, janji-janji dan
pemberian uang penghargaan yang nilainya tidak adil dibandingkan
kerugian dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Di Zanegi,
perusahaan SIS memberikan uang penghargaan Rp300 juta untuk
mendapatkan restu pengolahan lahan/hutan 169.000 ha selama 35
tahun. Perusahaan SIS hanya membayar kompensasi kayu Rp2.000 per
kubik pada tahap awal pembukaan hutan. Di Domande, perusahaan
Rajawali Group hanya membayar uang tali asih Rp3 milyar untuk

mendapatkan lahan seluas 40.000 ha selama 35 tahun.

Di tempat lain, seperti di Distrik Ngguti, Muting, Ulilin, dan Bupul,
perusahaan memberikan uang ketuk pintu atau uang kompensasi
penggunaan lahan Rp250.000 per hektar selama 35 tahun. Banyak dari
‘perjanjian penggunaan lahan tersebut’ tersebut tidak mencantumkan
masa sewa, tidak juga jelas apakah tanah akan kembali kepada pemilik
semula atau berubah status menjadi tanah negara begitu masa sewa
habis. Bahkan jika kelak lahan dikembalikan kepada komunitas, hutan di
atasnya sudah tidak ada lagi dan tidak cocok untuk kegiatan tradisional.
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Selain itu, sewa tersebut dinegosiasikan dengan sepenuh pengetahuan
bahwa bagaimanapun perusahaan akan mendapatkan lahan tersebut,
terlepas apakah kompensasi/ganti rugi akan dibayarkan, mengikuti
hukum Indonesia dan perizinannya.

c. Diskriminasi dan Kekerasan Pekerja Lokal

Bukti telanjang dari kegagalan negara untuk mengakui dan melindungi
hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber agraria lainnya, yakni
terjadinya kekerasan dan diskriminasi serta marjinalisasi masyarakat
adat dari tanah dan alamnya sendiri. Seiring dengan itu lebih memberi
jalan dan karpet merah pada pengusaha modal besar (dalam dan luar
negeri] demi kepentingan ekonomi dan pasar global semata. Akibat
terjauhnya adalah penghilangan dan perubahan corak kemandirian
produksi ekonomi lokal dari kampung-kampung adat yang sebelumnya
telah swadaya dan swasembada atas ekonomi dan pangannya sendiri.

Hilangnya corak produksi tradisional yang terbukti menyejahterakan dan
berganti menjadi bentuk ekonomi baru yang jauh dari angan dan
kemampuan mereka. Namun, karena paksaan dan ketiadan pilihan lagi
membuat masyarakat adat setempat secara terpaksa mengikuti dan
bekerja menjadi apa pun untuk beratahan hidup. Termasuk akhirnya
menjadi buruh perusahaan. Masalahnya, mega proyek MIFEE tidak
dirancang untuk menyediakan pekerjaan atau pembangunan bagi
masyarakat setempat. Sebab corak kebudayaan dan pola hidup
masyarakat lokal masih mengandalkan dan berbasis lahan sebagai
petani kecil di satu sisi, dan mengandalkan keterampilan berburu dan
meramu. Artinya, MIFFE sejak awal tidak dirancang untuk mampu
membantu masyarakat lokal untuk memiliki kemampuan teknis maupun
pengetahuan bertani secara komersial atau menghadapi bentuk-bentuk
baru dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam mereka sendiri di
luar pengetahuan dan keterampilan tradisional mereka selama ini.
Akibatnya mereka hanya menjadi penonton dan korban pembangunan
proyek MIFFE.

Di sisi lain, tindakan diskriminatif masih kerap terjadi terhadap warga
kampung. Minimnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat
kampung menjadikan mereka tidak banyak yang beruntung lulus seleksi
dan menjadi karyawan perusahaan. Anehnya, perusahaan telah
membuat sejumlah persyaratan administrasi untuk membatasi orang
kampung, seperti ijazah pendidikan formal dan pengalaman bekerja.
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Praktik diskriminatif semacam ini juga terjadi dengan mengutamakan
pekerja penduduk yang baru datang dari pada penduduk asli setempat.

Kehadiran MIFFE telah menjadikan warga kampung sebagai sasaran
psikologis dan fisik untuk melakukan pekerjaan secara terpaksa untuk
bertahan hidup, yang mana mereka tidak memiliki kebebasan memilih
dan bekerja dibawah tekanan eksploitasi (kondisi kerja yang buruk, upah
rendah dan tidak adanya jaminan sosial]. Paksaan psikologis dapat
berupa “paksaan untuk bekerja, didukung oleh ancaman denda/

hukuman jika tidak patuh.”

Di Kampung Zanegi, semenjak PT. SIS beroperasi sejak tahun 2010,
tenaga kerja asal Zanegi keseluruhannya berjumlah 39 orang hingga Mei
2013, itu pun sebagian masih baru diterima sebagai buruh harian
rendahan, menyusul ancaman warga untuk tidak memalangi aktivitas
perusahaan. Di Domande, hanya ada 6 orang kampung yang
dipekerjakan perusahaan perkebunan tebu Rajawali Group.

Dalam sebuah kasus, Manuel Samkakai (almarhum], buruh perusahaan
SIS asal Zanegi yang melakukan protes terhadap diskriminasi dan
ketidakadilan perusahaan mendapat intimidasi dan mengalami
kekerasan oleh aparat TNI. Buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit
PT. Dongin Prabhawa di Distrik Ngguti, terpaksa mengonsumesi air hujan
di penampungan dan tercemar limbah minyak sisa kendaraan.

Kehadiran para pekerja yang didatangkan dari luar telah menimbulkan
masalah sosial baru. Meningkatnya ketegangan sosial dan kecurigaan
antara suku dan kelompok. Para pendatang menjadi agen perusahaan di
kampung, banyak di antara pendatang tersebut sudah mulai mengambil
tanah orang Malind dan berbagai sumber daya usaha masyarakat serta
peluang-peluang untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Diperkirakan
antara 2-4 juta pekerja akan masuk ke Merauke - suatu proses yang
sudah berlangsung - untuk bekerja di dalam proyek MIFEE. Jumlah
pendatang ini sangat besar dan mengancam lebih jauh hak-hak dan
kesejahteraan masyarakat Malind yang berjumlah sekitar 52.000 orang.

d. Kerusakan Ekologi Hutan Dalam Skala Luas
dan Tempat Penting Adat
MIFFE adalah proyek lapar tanah luas. Dalam prakteknya, perusahaan

pendukung MIFFE telah membuka kawasan hutan yang luas untuk
perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu dan hutan tanaman industri.
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Pembukaan hutan tersebut dipastikan mengakibatkan terjadinya
kerusakan dan hilangnya hutan yang luas. Tidak ada laporan yang
mengawasi pembukaan hutan tersebut yang diduga telah terjadi
penebangan dan pembukaan hutan diluar areal konsesi. Dari rencana
kurang lebih 1,2 juta ha, dalam prakteknya mengembang menjadi 1,5 ha,
akibat ketiadaan pengawasan dan kontrol yang memadai. Meski
demikian, persoalan luasan ini masih menjadi satu debat tersendiri.

Pada awalnya luas areal yang dimohonkan mencapai 1,2 juta ha, ada
juga yang mengatakan mencapai 1,6 juta ha. Pemerintah provinsi pun
dikabarkan agak keberatan dengan rencana Pemerintah Kabupaten
Merauke. Konon mereka hanya merekomendasikan boleh pada luasan
500.000 ha saja. Belakangan terdengar kabar bahwa titik tengah yang
disepakati oleh ketiga pihak adalah pada luasan 700.000 ha.*™

Perusahaan SIS di Zanegi, Rajawali Group di Domande, dan Dongin
Prabhawa di Distrik Ngguti serta perusahaan-perusahaan perkebunan
kelapa sawit di hulu Kali Bian, telah melakukan pembongkaran dan
penggusuran hutan setempat, yang lokasinya sebagian terdapat tempat-
tempat penting masyarakat, seperti dusun sagu, rawa tempat ikan, dan
tempat keramat orang Malind, serta bernilai konservasi tinggi.

Pembongkaran hutan mengakibatkan semakin sulitnya mendapatkan
hewan buruan, terganggunya relasi spritual antara masyarakat dan
alam, hilangnya sumber pangan masyarakat dan kesulitan mendapatkan
air bersih. Pada musim kering, masyarakat sulit mendapatkan air dan
sebaliknya pada musim hujan terjadi banjir dan air menjadi kotor
berlumpur. Pembukaan lahan yang luas dan penggunaan bahan kimia
juga membuat air dan tanah tercemar. Masyarakat di Zanegi mengalami
penyakit gatal-gatal dan gizi buruk diduga terkait dengan pembukaan
hutan, hilangnya akses ke hutan dan pencemaran air rawa.

Dalam hal kerusakan hutan dan hilangnya tempat-tempat penting ini,
pemerintah dan perusahaan telah melanggar hak warga untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Proses penghancuran ekosistem hutan dipercepat dan diperparah
dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 184
tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat

315 Ibid, MIFFE Tak Terjangkau..., him.101.
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Adat, yang sudah direvisi dan dirubah dengan Pergub Nomor 64 tahun
2012, tertanggal 31 Desember 2012, tentang Standar Kompensasi atas
Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Perubahan Perub 184 ini dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian.

Sementara itu, penetapan harga kayu masih jauh dari standar. Meskipun
sudah berubah terkait penerapan nilai kompensasi kayu, tetapi masih
dianggap rendah karena dibawah standar harga kayu pasar lokal. SK
Gubernur Papua No. 184 tahun 2004 menetapkan antara lain: nilai kayu
merbau Rp50.000 per m?, kayu non merbau Rp10.000 per m®. Sedangkan
Pergub 64 tahun 2012, harga kayu merbau meningkat menjadi Rp65.000
per m? kayu non merbau Rp 12.500 per m?, kayu bulat kecil Rp2.500 per
m?, kayu bahan baku serpih (Hutan Alam] Rp 2.500 per m®. Sedangkan
untuk komoditas sagu sebesar Rp15.000, per pohon. Bandingkan dengan
harga pasar lokal untuk kayu jenis rahai Rp1.200.000 per m® dan harga
kompensasi pemanfaatan kayu rahai Rp200.000 per m®. Rendahnya nilai
kompensasi dan dapat dijangkau oleh perusahaan pemodal besar,
sehingga akan mempercepat pengalihan hak dan pengrusakan hutan di
Merauke.

MIFFE dalam prakteknya oleh pemerintah “diintegrasikan” dengan
proyek lainnya dalam orientasi pembangunan infrastruktur, yaitu MP3E|
(Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia). Melalui MP3EI Pemerintah melangsungkan beragam
pembangunan jalan, jembatan dan kanal-kanal irigasi untuk mendukung
pergerakan barang dan sumber daya ke dan dari proyek MIFEE.
Ironisnya demi pembangunan yang keseluruhan lahan dan wilayah yang
dibangun adalah berada di tanah adat, dan semua tanpa peran serta
maupun persetujuan mereka.

Presiden SBY juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 40 tahun 2013,
yang melibatkan pihak militer Indonesia peran legal dan utama dalam
pembangunan infrakstuktur terkait proyek MIFEE tersebut. Keterlibatan
langsung militer sangat merisaukan mengingat sejarah dan perilaku
mereka di Papua yang memuncak pada saat DOM (Daerah Operasi
Militer) di berlakukan di tanah Papua. Di sisi lain, peran militer jelas
memiliki dukungan terbuka mereka terhadap perusahaan perkebunan
dalam proyek MIFEE. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut
dilaksanakan tanpa dan tidak diketahui menggunakan dokumen AMDAL.
Padahal pembangunan tersebut berdampak luas bagi masyarakat dan
lingkungan setempat.
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Tuntutan dan Harapan

Dengan kompleksitas masalah dan beragam multidimensinya persoalan,
kerugian multidimensi akibat hadirmya MIFEE di Merauke dan setelah
mendengar dan membahas Laporan Korban Investasi Kehutanan dan
Perkebunan Besar di seluruh tanah Papua, serta mendiskusikan
berbagai perkembangan kebijakan pembangunan dan beragamnya
implikasi dan dampaknya di Papua, kurang lebih 42 orang mewakili
beragam lembaga CSO/LSM, Aktivis Lingkungan dan Agraria,
Intelektual, Akademisi, Agamawan, Tokoh Adat, dan lain-lain pada
tanggal 4-7 November 2014, di Jayapura membuat rekomendasi yang
berbunyi:

Kami menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan
pengabaian hak asasi manusia oleh negara terhadap pemenuhan
perlindungan, penghormatan, dan pemajuan atas hak-hak
masyarakat adat di seluruh tanah Papua, antara lain tindakan
diskriminasi, penindasan, dan perampasan hak-hak masyarakat
adat di seluruh tanah Papua.

Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di atas
terjadi pada kurun waktu tahun 1982 sampai dengan saat ini tahun
2014, telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat, hilangnya
pranata sosal budaya dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, kami
perwakilan masyarakat adat korban investasi kehutanan dan
perkebunan besar dari dua belas kabupaten/kota di tanah Papua,
dengan ini menyatakan hal-hal, sebagai berikut.

1. Kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan
moratorium (penundaan sementara) terhadap kegiatan investasi
kehutanan dan perkebunan besar di seluruh tanah Papua selama
10 (sepuluh) tahun. Selama masa waktu moratorium tersebut,
pemerintah melakukan penyelesaian berbagai permasalahan dan
pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang sudah terjadi, serta
melakukan koreksi atas berbagai kebijakan dan peraturan yang
berlaku di tanah Papua.

2. Kepada Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat untuk segera
meninjau kembali semua kebijakan pemberian izin terhadap
investasi kehutanan dan perkebunan besar yang merugikan hak-
hak masyarakat adat di seluruh tanah Papua.

3. Kepada Panglima Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih

dan Kepala Kepolisian Daerah Papua untuk segera menertibkan
dan menindak oknum aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
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Polisi Republik Indonesia (Polri] yang dengan terang-terangan ikut
melakukan tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat adat di
seluruh tanah Papua yang ingin mempertahankan hak-haknya.
Serta memberikan sanksi terhadap aparat keamanan TNI dan Polri
yang membekingi, melindungi, dan terlibat sebagai pelaku usaha
bisnis pemanfaatan hasil hutan yang tidak legal.

4. Kepada Bupati/Walikota di seluruh tanah Papua untuk segera
menghentikan kebijakan pemberian Izin dan Rekomendasi usaha di
bidang investasi kehutanan dan perkebunan besar tanpa syarat.

5. Kepada Yang Mulia Anggota Majelis Rakyat Papua dan Papua
Barat untuk segera melakukan Dialog Khusus dengan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, guna perubahan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan
investasi kehutanan dan perkebunan besar yang sedang dan akan
berlangsung di tanah Papua yang berdasarkan hak-hak masyarakat
adat, berdasarkan semangat dan jiwa Otonomi Khusus Papua.

6. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dan Papua
Barat untuk segera membentuk Panitia Khusus guna melakukan
penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran hak asasi manusia
bagi masyarakat adat di tanah Papua yang diakibatkan dari adanya
kebijakan dan kegiatan investasi kehutanan dan perkebunan besar.

7. Kepada Dewan Adat Suku di seluruh tanah Papua untuk segera
melakukan rekonsiliasi dan musyawarah adat di masing-masing
wilayah guna melakukan pemetaan tanah adat di masing-masing
suku dan menindaklanjuti hasil Temu Rakyat Korban Investasi
Kehutanan dan Perkebunan Besar.

8. Kepada setiap masyarakat adat di Papua untuk aktif mengambil
bagian membuat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia
dan lingkungan yang disampaikan kepada masyarakat luas dan
lembaga-lembaga yang bergerak dalam upaya-upaya serius dalam
perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia di
tingkat Papua, Nasional, dan Internasional.

9. Peserta Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan
Besar, Dialog Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan
Berkelanjutan mendeklarasikan terbentuknya Dewan Lingkungan
Masyarakat Adat di Tanah Papua.




Demikian Rekomendasi ini dibuat dan disepakati bersama untuk
diperhatikan dan dilaksanakan. Semoga leluhur kami dan sang pencipta
menyertai kita semua.

Rekomendasi ini juga dianggap telah mewakili harapan dan tuntutan
banyak komunitas dan masyarakat adat yang selama ini berjuang demi
tanah-air dan ruang hidupnya di seluruh Papua, termasuk suku Malind
atas mega proyek MIFFE di Merauke.

“Sebagai orang kecil, kita punya pemahaman tidak sampai. Oleh
sebab itu, kami butuh pendamping dari pihak lain. Supaya kami
tidak kewalahan. Kami tahu SDM kami sangat lemah. Dan kami
pasti mudah ditipu. Perusahaan, dia akan tetap berusaha untuk
mendapatkan tanah kami.” (Elias Gepzi, Tokoh Adat Zenegi)







Laporan Sajogyo Institute

Pudarnya Mimpi
Kesejahteraan

Perjuangan Hak Ulayat Suku
Yerisiam Distrik Yaur,
Kabupaten Nabire, Papua

< Aprilia Uruwaya

"Awalnya tanah kami, Kampung Wami didatangi seorang yang tak
dikenal. Orang itu berbeda dengan kami “kulitnya putih,
rambutnya lurus, dan matanya sipit berbeda dengan kami yang
berambut keriting berkulit hitam. Dia datang bersama Yunus
Money, salah satu anak adat Suku Yerisiam. Laki-laki itu adalah
Imam Basrowi salah satu pengusaha kayu yang datang ke tempat
kami untuk mencari kayu untuk kayu log.”

“Saat Yunus menbawa Iman ketempat kami, kedatangannya kami
terima dengan sangat baik.

Pada awalnya Iman hanya mendirikan camp berupa tenda untuk
para pekerja kayu tinggal. Awalnya Iman Basrowi mengolah
lahan kayu marbau seluas kurang lebih 50 hektar. Pekerjaan
sehari-hari mereka hanyalah mengolah kayu marbau yang besar
dan di buat menjadi kayu log. Jenis kayu yang diolah pada
awalnya adalah merbau. Ini berlangsung sampai sekarang.”
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“Pengolahan kayu itu kini bertambah menjadi pembibitan kelapa
sawit, penambahan pembibitan kelapa sawit di tahun 2008 terjadi
tanpa sepengetahuan masyarakat pemilik hak ulayat. "Hanya
beberapa dari kami yang mengetahui, mereka adalah Yunus
Money, Daniel Yarawobi, Markus Henawi. Ke-3 orang ini juga
pemilik hak ulayat Suku Yerisiam, namun secara adat mereka
bukan kepala suku yang berhak mewakili masyarakat Yeresiam
mengambil keputusan. Sejak itu, masalah dan keresahan bahkan
konflik antarmarga”. (Simon Petrus Hanebora, kepala suku besar
Yeresiam.)

Tidak ada Istilah Tanah Kosong di Yerisiam

Yerisiam, Kampung Sima, Distrik Yaur Nabire, tidak ada istilah
tanah kosong di dalam masyarakat kami sebab semua tanah
adalah milik suku-suku sebagai hak waris leluhur.” Hak waris leluhur ini

terlihat dari bukti-bukti keberadaan masyarakat adat.

Tanah adalah sebuah masa depan. "Tanah Ulayat Suku Besar

“Tanah bekas rumah adat atau kampung tua “lapangan sima” adalah
tempat yang biasanya kami melakukan ritual adat kami. Saat kita datang
ke tempat itu kita harus minta permisi kepada tuan tanah di tempat itu,
biasanya kalau ada orang yang hilang maka kami akan kesitu dan
berbicara di tempat itu bahwa orang kami ada yang hilang.”

“Selain itu ada tempat lain lagi yang biasa kami lakukan ritual nama
tempat itu adalah nenngo. Nenggo terdiri dari dari dua bagian, yaitu
Nenggo perempuan®'® dan Nenggo laki-laki-laki,*'7 biasanya ritual yang
kami lakukan di rumah batu adalah masuk ke dalam goa tersebut, tetapi
harus pake cawat hanya laki-laki saja yang biasa masuk ke sana.
Biasanya laki-laki ke sana buat ketemu kelelawar yang tinggal dalam
goa itu kelelawar itu dulu adalah manusia. Ritual yang biasa kami
lakukan adalah membawa anak pertama di keluarga kami untuk
diperkenalkan dengan kelelawar yang ada dalam goa itu, selain itu juga
apabila ada penyakit yang mewabah di kampung itu maka orang di
kampung bisa pergi ke tempat itu untuk minta kesembuhan bagi
kampung. Namun, sekarang nenggo laki-laki sudah di gusur untuk
penanaman kelapa sawit.”

316 Neggo perempuan merupakan dusun cempedak.
317 Nenggo laki-laki merupakan rumah batu, berbentuk sepertu goa.
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Suku Yerisiam terdiri atas empat suku dengan beberapa marga di
dalamnya, di antaranya.

1) Suku Waoha, pada suku ini terdapat marga Hanibore, Money,
Inggeruhi, dan Refasi

2] Suku Akaba, pada suku ini terdapat marga Yarawobi, Waropen,
Hemawi, dan Yoweni.

3] Suku Sarakwari, pada suku ini terdapat marga Akubar, Nanaur, dan
Kowoi.

4] Suku Koroba, pada suku ini terdapat marga Rumirawi, Maniburi,
Marariampi, dan Waremuna.

Suku-suku ini mendiami pesisir barat Kabupaten Nabire. Suku Yerisiam
dahulu dikenal dengan nama Suku Bedu atau Beduba. Awalnya menetap
di Kampung Hamuku, lalu pindah lagi dan kini menetap di Kampung
Sima. Sima dalam bahasa Yerisiam artinya “kamu turun dulu nanti jadi
satu,” sedangkan hamuku artinya “kamu timba dulu.” Hubungan
kekerabatan tersebar di daerah lain yang satu nyawa dengan Yerisiam,
antara lain daerah selatan, seperti Jamor, Erega, Etahima, dan Mairasi.
Persebaran suku ke wilayah lainnya maupun pergantian nama suku
terjadi akibat akultrasi budaya dan perang hongi.

Wilayah adat Yerisiam dibatasi oleh penanda-penanda alam, di antaranya
sebelah barat

berbatasan dengan Sungai Wasoi, timur berbatasan dengan Sungai
Aya're, sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Guraja, dan sebelah
utara dengan Sungai Arop.

Wilayah Suku Yerisiam terbagi atas dua bagian, yaitu Yerisiam Utara dan
Yerisiam Selatan. Wilayah utara meliputi Kampung Sima. Kampung Sima
berada di wilayah pesisir pantai yang berhubungan langsung taman
nasional Pulau Pepaya, Nuburi dan Nutabari, dan Kumburi sedangkan
bagian selatan Kampung Erege, Danau Yamor Atahima.

“Lautku yang kaya dengan ikan dan merupakan tempat hidup bagi hidup
terumbu karang, biya garu atau biya kima, ikan hias dan mama ikan
Pulau Nutabari menuju Tanjung Maniburi adalah tempat tinggal “hiu
paus” ikan ini sering di sebut “hino tanibre” oleh masyarakat Suku
Yerisiam. Pulau Nuburi dan Pulau Pepaya merupakan tempat mencari
ikan bagi Suku Yerisiam sejak dahulu. Biasanya setelah mendapat hasil
ikan maka ikan tersebut akan dijual ke Kota Nabire untuk menambah
penghasilan keluarga. Pulau Nuburi dan Pulau Pepaya adalah dua pulau
yang merupakan pemasok ikan bagi Kota Nabire. Selain itu, juga ada
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Pulau Kumburi yang merupakan tempat bertelur burung merpati. Pulau
ini dapat ditempuh dengan jarak 2 kilometer dari Kampung Sima.”

Ketiga pulau di atas termasuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk
Cendrawasih yang ditetapkan menjadi Taman Nasional sejak 1986 oleh
Kepala Dinas Kehutanan. Pulau Pepaya dan Pulau Nuburi dapat di
tempuh lewat Sungai Ibonama, Wagirimaba, Worawi, dan Sima di bagian
pertengahan Sungai Sima arah barat inilah tempat beroperasinya
perusahaan kelapa sawit.

Antara Alasan Membangun Gereja, dan
Kenyataan Mendatangkan Transmigrasi

Rupanya wilayah yang subur ini menjadi sasaran kebijakan pemerintah
menjadikan salah satu wilayah transmigrasi di Papua. Program
transmigrasi di Yeresiam dilakukan pada 1983. Saat itu, Badan
Pertanahan dan Kehutanan Kabupaten Nabire meminta tanah milik suku
besar Yerisiam untuk dijadikan lahan transmigrasi. Mereka menjanjikan
ganti rugi lahan, namun hingga kini belum pernah ada ganti rugi yang
dijanjikan.

Suku Besar Yerisiam lewat Kepala Sukunya SP. Hanebora mengatakan
akan meminta pertanggungjawaban Pemda Nabire tentang hal
tersebut. Menurut SP. Hanebora bukti-bukti perjanjian yang dijanjikan
pemerintah masih disimpan. Mereka merasa jika masalah ini dibiarkan
sama saja menginjak-nginjak harkat dan martabat Suku Yerisiam dan
terlebihnya terhadap Tuhan, karena areal tersebut sebenarnya
diserahkan, semula diperuntukkan pembangunan Gereja.

“Saat dorang datang saya hanya meminta kepada Bupati saat itu “"Untuk
memberikan uang tunai sebesar Rp1,5 Milliar, 14 ribu lembar seng, dan
2 buah gereja permanen, yaitu bangunan gereja GKI dan satu lagi
bangunan gereja untun Pantekost. Tetapi sampai ini terhitung dari 1983
- 2014 permintaan saya tidak di penuhi.”

Sekarang tanah tersebut sudah diklaim kembali. Akhirnya sebagian
tanah dikembalikan, para transmigran hanya menggunakan tanah
dimana mereka telah membangun rumah sedangkan di luar itu tidak
boleh digunakan lagi karena tanah tersebut suatu saat nanti akan ditarik
kembali oleh masyarakat adat.
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Antara Janji Menyejahterakan dan
Perempasan Lahan suku Yerisiam

Pada 2008, salah satu staf bagian Humas perusahaan PT Jati Darma
bernama Jack, meminta kepada masyarakat, atas nama Yunus Money,
Albertus Nanao, dan Elimelek Yarabobi untuk membentuk koperasi yang
diberi nama koperasi Bumiowi, koperasi Mansirei, kopersi Sarakwari.
Koperasi tersebut masing-maisng dipimpin Yunus Money, Elimelek
Yarabobi, dan Albertus nanao. Semula, tujuan pendirian koperasi adalah
mensejahterahkan masyarakat. Sayangnya tujuan tersebut hanyalah
kosong tanpa kenyataan.

Sejak itu, kekerasan seperti menajadi keseharian warga Yeresiam. Pada
2008, penganiayaan bagi masyarakat Suku Yerisiam sudah mulai di
lakukan. Berawal dari pemukulan yang dilakukan anggota brimob yang
bertugas di PT Jati Darma terhadap salah seorang anak Sefnat Money
yang bernama Imanuel Money. Saat itu, Imanuel Money datang ke kantor
perusahaan untuk menanyakan MoU yang dijanjikan pihak perusahaan.
Akan tetapi, kedatangan Imanuel ke kantor perusahaan berujung pada
sebuah penganiayaan pada dirinya.

Pada 2009, PT Jati Darma kembali bertemu masyarakat Kampung Sima
dan meminta masyarakat membentuk kelompok-kelompok usaha.
Kelompok tersebut dibentuk untuk melakukan usaha bidang peternakan
dan perikanan. Masyarakat kelompok perikanan dijanjikan mendapat
bantuan 5 buah perahu, motor 15 pk, dan 40 pk serta nelon, coolbox, dan
peralatan mancing lainnya. Sedangkan pada kelompok peternakan
dijanjikan akan dberikan babi dan ayam. Akan tetapi sampai sekarang
janji dari pihak perusahaan tersebut tidak juga ditepati.

Dalam pertemuan dengan masyarakat pada tahun yang sama, wakil
perusahaan Imam Basrowi mengadakan pertemuan dengan masyarakat
di Kampung Sima. Dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan
mengadakan pemutaran film tentang perubahan yang terjadi di
beberapa wilayah sejak perusahaan kelapa sawit beroperasi di wilayah
dimaksud, antara lain Kalimantan, Sumatra, dan Kabuputen Keerom.
Seusai pemutaran film tersebut perusahan menyampaikan bahwa
“Apabila masyarakat setuju menyerahkan tanah guna penanaman kelapa
sawit maka nasib masyarakat Suku Yerisiam akan sama dengan
masyarakat di seberang sana. Selain itu Imam Basrowi juga berjanji
akan memberikan buku tabungan kepada masyarakat yang memiliki
plasma dalam perkebunan sawit tersebut. Imam Basrowi juga
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menyampaikan bahwa “Sementara ini kita masih di Mesir dan ketika
besok kita sudah ada di Kanaan maka kita pasti akan menikmati susu
dan madu,” ujarnya. Kehadiran perusahaan didampingi dua orang asing
berkebangsaan Kanada. Semua janji yang diberikan tidak satu pun
dipenuhi, tetapi aktivitas operasi dari perusahaan kelapa sawit tetap
berjalan normal.

Dari Pemukulan, Stigma OPM hingga
Kerusakan Lingkungan

Minggu 2 Maret 2014, salah seorang masyarakat Kampung Sima Distrik
Yaur, Kabupaten Nabire bernama Otis Waropen, yang sedang berkebun
di daerah Wami kali Bambu di tuding oleh polsek setempat sebagai
anggota (kurir) TPN-OPM. Satu peleton Brimob Pam Perkebunan sawit
ditambah anggota Polres Nabire bersenjata lengkap di kerahkan ke
lokasi untuk menahan masyarakat tersebut. Otis Waropen dijadikan
tersangka dan ditahan di Polres Nabire.

SP.Hanebora sangat menyayangkan kejadian tersebut.
Menurutnya,”Masyarakat saya mayoritas adalah masyarakat yang
hidupnya berkebun, jadi pantas masyarakat saya kalau tinggal berhari-
hari bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di hutan. Masa
orang tinggal di tengah laut baru ke darat berkebun di hutan, orang
berkebun ya...harus hidupnya di laut, begitu pun nelayan hidupnya di
laut. Saya sangat menyayangkan kejadian tersebut karena masyarakat
saya adalah masyarakat yang tidak tahu-menahu tentang persoalan
politik dan lain-lain, baru pihak kepolisian harus menuding dan
membuat isu-isu yang berbuntut pada kehidupan keseharian
masyarakat saya yang akan terganggu. Karena keseharian mereka
selalu di hutan untuk berburu, berkebun, dan lain-lain.”

Kekerasan lain juga terjadi di kawasan ini. Salah satunya, pemukulan
yang dilakukan oleh anggota Brimob terhadap Titus Money pada 2013.
Titus mengalami penganiayaan ini karena dirinya mendatangi kantor
perusahaan untuk menanyakan gajinya, tetapi kedatangan ini berujung
pemukulan atas dirinya. Akibat pemukulan tersebut saat ini telinga Titus
terganggu pendengarannya.

Peristiwa pemukulan lainnya dilakukan oleh anggota Brimob pada 2013
kepada Yunus Money saat Yunus meminta data karyawan untuk
keperluan administrasi koperasi. Paling akhir bulan November 2014.
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Ada dua anak adat dari suku besar Yerisiam ditangkap Brimob karena
memasang papan nama pada lokasi tanah adat di luar areal
perusahaan. Papan nama itu bertuliskan “Tanah ini adalah tanah kami
bukan tanah perusahaan.”

“Saya lahir di sini, di atas tanah leluhur Suku Yerisiam, saya memiliki
darah Suku Yerisiam. Dibesarkan dengan makanan dari tanah Yerisiam.
Kekayaan alam rimba raya Yerisiam semakin membuat saya mencinta
tanah kelahiran saya. Lapangan Sima merupakan Peradaban Suku
Yerisiam, yang terletak di pinggiran Kali Sima, air terjun Wagoha,
Gunung Nenggo, dusun sagu hagami, inilah tempat keramat kami.

Tak hanya masalah kekerasan, kondisi lingkungan juga memburuk sejak
perusahaan beroperasi. Akibat pengerukan tanah oleh perusahaan di
lokasi areal pembibitan kelapa sawit mangakibatkan kerusakan pada
lima anak sungai yang mengalir ke arah sungai besar Sima. Sungai-
sungai tersebut menjadi kering dan berdampak pula pada terganggunya
kehidupan induk ikan di Pulau Niburi, atau ikan “hiu paus”. Mata
pencaharian mereka juga terganggu.

Sungai itu bermuara di teluk yang termasuk dalam wilayah Taman
nasional Teluk Cendrawasih. Wilayah itu meliputi kampung-kampung
Wanggar, Worawi, Sima, dan Wamijaya. Pada Oktober 2014, pihak Badan
Pertanahan Nasional telah melakukan survei ke wilayah ini dan setelah
melihat secara langsung kerusakan hutan yang terjadi di wilayah
konservasi tersebut. Mereka melarang pihak perusahaan beroperasi di
areal hutan Kampung Wamijaya karena daerah tersebut merupakan
areal konservasi .

Jarak Kampung Sima dengan areal perusahaan kelapa sawit berjarak
sekitar 2 kilometer. apabila pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan
kelapa sawit tidak memperhatikan amdal maka bisa jadi banjir akan
membunuh kami di Kampung Sima mengingat lokasi pekerjaan mereka
sangat dekat dengan kali besar. Beberapa jenis kayu yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dibabat habis oleh pihak perusahaan tanpa konpensasi
bagi kami pemilik hak ulayat. Kayu agatis, kayu cina, kayu cendana, kayu

rotan, kayu gaharu ditimbun dengan tanah setelah ditebang.

‘Biasanya di siang hari adalah waktu warga mencari makanan. Ada juga
yang ke laut untuk memancing dan mencari biya, tetapi ada juga yang ke
hutan untuk meramu sagu dan berburu. setelah perusahaan masuk

para perempuan sedikit sulit untuk mencari biya dan memancing karena
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sungai-sungai kecil yang biasa mereka gunakan sebagai tempat mencari
telah kering.”

“Saya punya rumah balabu di tepi pantai jadi kalau saya mau ke darat,
saya mesti pake perahu. Tetapi saya belum punya perahu karena saya
tidak punya perahu maka saya harus membuat jembatan agar saya
dapat berjalan menuju ke darat. Dengan menyadari akan keperluan saya
itu maka saya pun membuat jembatan. Di suatu hari datanglah saudagar
kaya yang hendak memiliki hutan saya, saudagar tersebut datang dan
menyampaikan kepada saya bahwa dia ingin membeli jembatan yang
saya buat.”

‘Awalnya niat baik saudagar tersebut saya terima dengan senang hati.
Setelah niat baik tersebut saya terima sayangnya jembatan yang saya

buat tersebut tidak terbayarkan ironisnya lagi walaupun tidak dibayar

Jjembatan tersebut telah dibongkar oleh saudagar kaya itu.”.

KSP, Hanibora mengandaikan “jembatan” sebagai hutan yang saya
miliki, jadi mengapa PT. Jatidarma masuk dan mengolah hutan tanpa
membayar kompensasi kepada pemilik hak ulayat. Ironisnya malah PT
Jati Darma belakangan menjadi pintu masuk bagi 2 perusahaan lain,
yaitu perusahaan kebun kelapa sawit PT Nabire Baru, perusahaan
sawmill kayu PT Sariwana Unggul Mandiri, dan perusahaan sawit PT
Sariwana Adiperkasa. Tak ada kompensasi sedikit pun.

“Padahal hutan seluas 17.000 hektar telah dikuras habis. Kayu telah
ditebang, hutan telah gundul, penghuni hutan telah menghindar jauh,
babi, kasoari, yang merupakan binatang buruan kami telah pergi jauh
dan ketika kami akan berburu kami memerlukan waktu lebih lama dari
biasanya.”

SP Hanibore, menambahkan. “Tanah dan kayu kami telah dirampas oleh
penguasa untuk kepentingan bisnis penguasa yang didalamnya tangan
militer menjadi penjaga sejak 4 tahun ini. Kami tidak biaa lagi berburu di
hutan, ternak kami yang berkembang biak secara alamipun menjadi
terusir bahkan terancam punah akibat kerakusan serigala.”

Tentu saja masyarakat tidak tinggal diam. Beberapa langkah mereka
lakukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas hutan adat, di
antaranya.

e Pada 22 Desember 2011 kepala suku besar Yerisiam mengirim surat
kepada pihak Kepolisian Nabire untuk memediasi pertemuan antara
pemilik hak ulayat dengan Direktur Nabire Baru (Imam Basrowi )
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e Pada 24 Oktober 2011 kepala suku besar Yerisiam kirim surat
kepada Komnas Ham untuk memediasi pertemuan antara
rombongan kepala suku dengan PANSUS DPRD Nabire, menteri /
dirjen kehutanan, serta mitra kerja PT Nabire Baru.

e Pada 31 Juli 2013 Suku Yerisiam kirim surat kepada: Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire soal penangguhan atas
rencana pelaksanaan amdal yang mau diadakan. Mereka juga
meminta Kepala Dinas Kehutanan setempat untuk data kubikasi di
areal perkebunan. Juga meninta kepada Badan lingkunngan hidup
Nabire menagguhkan penetapan Amdal.

e Pada 26 Agustus 2013 “Suku Yerisiem kirim surat ke ketua DPRD
Nabire untuk mediasi pertemuan antara pemilik hak wilayat dengan
perusahaan Nabire Baru soal ganti rugi kayu lean clearing.

e Pada 3 Juni 2013 Suku Yerisiem mengadu ke Polda Papua soal ganti
rugi kayu dan rotan sekaligus meminta investigasi dari polisi ke
lapangan.

e Pada 21 September 2013 Suku Yerisiem keluarkan pers realise
sebagai protes atas pendekatan militer di balik hadirnya PT. Nabire
Baru.

e Pada 6 November 2013 Suku Yerisiem keluarkan 10 pernyataan
sikap kepada BAPEDALDA Papua menolak AMDAL PT. Nabire Baru.

e Pada 21 Juli 2014, koperasi bumiowi keluarkan surat protes 05/SP-
KOP.BMW/VIII/2014 tentang penarikan PAM Brimob dari areal kebun
sawit.

Perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat Yeresiam dilakukan
untuk menuntut beberapa hal, di antaranya Brimob ditarik dari wilayah
masyarakat adat Yerisiem dan tidak ada lagi pasukan-pasukan
keamanan dikirim lagi di sana. |zin perusahaan dicabut atau mengkaji
ulang perizinan terhadap perusahaan.







Laporan Sajogyo Institute

Mama dan Susu Su Hilang

Perjuangan Masyarakat
Adat Daiget Keerom

< Bernardus Koten, SKPKC FP

menandatangani surat untuk alat berat buldoser bisa masuk
segera untuk tanam kelapa sawit milik PTPN II. Tanaman
sawit bisa hidup berdampingan dengan sagu dan sama-sama
mempunyai duri. Masyarakat bisa memanah babi dan makan kelapa
sawit. Masyarakat bisa jual kelapa sawit sehingga punya uang banyak,
punya rumah batu, punya mobil dan menyekolahkan anak-anak hingga
perguruan tinggi, serta dapat menjadi tuan besar,” tutur Bapak Servo
Tuamis ketika menirukan ucapan Bupati Jayapura Barnabas Youwe, di
Balai Desa Arso, 19 Oktober 1982.

(N 3 upati Jayapura menyampaikan dan meminta masyarakat

Padahal bagi masyarakat Arso, hutan merupakan ibu. "Ma,” begitulah
masyarakat Arso menyebutkan hutan atau tanah. "Ma” berarti susu atau
mama, berarti ibu. Ibu yang melahirkan dan memberikan kehidupan bagi
anak-anaknya. Susu yang memberikan kehidupan bagi masyarakat Arso.
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Kampung dan masyarakat Arso (Daiget
merupakan nama asli Arso)

Arso merupakan nama yang bukan sebenarnya yang dikenal sampai
sekarang ini. Menurut cerita Bapak Servo Tuamis dan Fredy Tuamis,
nama sebenarnya adalah Daiget yang berarti Kampung Damai.
Pada1920-an ada sebuah eksepedisi yang terdiri dari orang-orang
Eropa, Kerajaan Tidore dan Ternate datang mencari Burung
Cendrawasih. Ketika tim ekspedisi ini masuk, masyarakat Daiget dalam
situasi perang dengan masyarakat Yeti.

Tim Ekspedisi tiba di Yeti dan menyampaikan niat mereka untuk mencari
Burung Cendrawasih. Ketika tim ekspedisi hendak ke atas ([Kampung
Daiget), masyarakat Yeti melarang tim dan mengatakan bahwa orang-
orang di Daiget itu adalah Arsoy. Tim ekspedisi mengira bahwa wilayah
yang hendak mereka tuju adalah Arsoy, atau Arso yang dikenal
sekarang. Sebenarnya kata Arsoy yang dimaksudkan adalah taring babi.
Maksud masyarakat Yeti adalah Arsoy itu berarti orang Daiget adalah
orang yang jahat, mencabik-cabik orang seperti babi mencabit orang.
Masyarakat Yeti mengatakan seperti itu karena mereka dalam situasi
perang dengan masyarakat Daiget.

Masyarakat dan alam merupakan dua entitas yang tidak bisa
dilepaspisahkan. Hal ini juga berlaku di masyarakat adat Keerom,
khususnya di Arso. Bagi mereka, hutan merupakan ibu. “Ma", begitulah
masyarakat Arso menyebutkan hutan atau tanah. "Ma“berarti susu atau
mama, berarti ibu. Ibu yang melahirkan dan memberikan kehidupan
bagi anak-anaknya. Susu yang memberikan kehidupan bagi masyarakat
Arso.

Dulunya, hutan begitu lebat. Hutan yang mengandung kekayaan sumber
daya alam dan bahan makanan. Kayu yang kuat (kayu besi), kayu putih
sebagai bahan bangunan rumah berlimpah dan mudah didapatkan. Sagu
yang menjadi makanan pokok masyarakat Arso sangat gampang
diperoleh. Sumber makan yang lain, seperti sayur-sayuran, ikan, babi
hutan, burung dan tikus tanah masih dengan gampang diperoleh.
Ketentraman dan kenyaman masyarakat Arso sebagai peramu mulai
terusik. Masyarakat harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan
bahan-bahan dasar perumahan dan sumber makan dari hutannya.

Keberadaan masyarakat adat di wilayah Arso sendiri tidak begitu saja
ada dan hadir. Masyarakat Arso mengenal dengan istilah satu (1) - tiga
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(3) - tujuh (7). Dari ketiga struktur ini lahirnya masyarakat Arso yang
dikenal sampai saat kini. Satu berkedudukan sebagai pencipta yang
disebut sebagai Kwembo, tiga merupakan tiga raja dan tujuh merupakan
tujuh wilayah adat. Untuk mengoordinasi kehidupan agar berjalan
dengan aman dan damai maka ada sebuah peraturan dari leluhur
(neteway fe). Neteway fe berisi aturan atau pesan larangan dari leluhur
yang mengatur hak dan kewajiban. Peraturan untuk menghormati dan
menghargai saudara-saudara yang lainnya. Peraturan tentang batas-
batas tanah.

“Salah satu peraturan itu seperti, kalau kami pergi tangkap ikan tidak
sembarang, ada aturannya. Ada orang yang dipercayakan menyampaikan
informasi kepada kami untuk masyarakat. Pemberi informasi akan
menyampaikan bahwa telaga sudah kering jadi kita bisa pergi sama-
sama tangkap ikan. Pada saat itu, kita pangkur sagu. Sekarang sudah
hilang. Orang sembarangan tangkap ikan, ada yang pakai aki untuk
kasih strom ikan, ada yang obat kimia untuk bom ikan. Batas-batas
tanah sekarang tidak ada lagi, kebanyakan orang sekarang
melanggarnya karena tidak ada batas yang jelas. Kalau dulu ketika
orang pergi ke hutan, mereka tahu batas tanahnya kalau mereka lewat
berarti akan mendapatkan malapetaka dari leluhur. Kalau dilihat pada
saat sekarang kita lihat dalam kasus korupsi. Orang tidak sadar
mengambil hak orang, " kata Bapak Fredi Tuamis, salah satu pemuda
adat di sana.

Pesan leluhur itu dipercayakan kepada lima kepala suku besar, yakni
Suku Abrab (Arso), Suku Mereb (Wor), Suku Biyebwo (Arso Barat), Suku
Manem (Wembi dan Arso Timur), dan Suku Molwab (Skanto). Itulah
sebabnya, keberadaan seorang kepala suku begitu sentral dalam
kehidupan adat-istiadat dalam komunitas masyarakat adat. Pada saat
sekarang ini secara umum di Kabupaten Keerom kehidupan adat-
istiadat dirangkul dalam sebuah organisasi adat yang disebut Dewan
Adat Keerom (DAK).

Setiap suku di sana memiliki tempat-tempat sakral yang dijadikan
tempat pelaksanaan ritual adat masing-masing suku. Gunung
Sanggeryayang sekarang dikenal dengan Arso 1 merupakan tempat
pemujaan kepada Yongwai (leluhur yang tertinggi). Tempat ini
merupakan tempat persebaran suku-suku yang ada di Arso. Ada pesta
atau ritual adat dilakukan. Ritual penyembahan ini disebut yongwar.
Ritual ini tidak diikuti oleh semua orang, apalagi seorang perempuan,
hanya kaum pria saja. Perempuan hanya dilibatkan pada saat mencari
makanan dan masak.
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Kaum perempuan memiliki tempat khusus, berbeda dan terpisah dari
kaum laki-laki. Gunung Sanggerya ini digunakan sebagai tempat inisiasi
atau pendewasaan (Yongwaises dan Mumses), tempat dimana mendidik
kaum remaja laki-laki untuk berburu, menyanyi dan tarian adat,
kedisiplinan hidup diajarkan di tempat ini. Sayangnya, tempat itu mulai
rusak ketika ada pembangunan jalan trans pada tahun 1980 dari
Jayapura ke Arso (Daiget). Selanjutnya pada tahun 1982 masuknya
perusahaan kelapa sawit PT PN II.

Tempat keramat lainnya adalah Kampung Tua atau Yakrabut. Tempat ini
suci karena diyakini sebagai tempat peristirahatan atau persinggahan
para leluhur yang melakukan perjalanan. Akan tetapi tempat ini lambat
laun berubah nama, sekarang lebih dikenal sebagai PIR 1, atau
singkatan Perkebunan Inti Rakyat 1. hal ini merupakan wilayah
transmigran PIR yang dikenal sampai sekarang. Masih ada beberapa
tempat sakral lainnya yang dirusak oleh program transmigrasi dan
perusahaan PT PN II.

Kedekatan dan keharmonisan “anak” (masyarakat Arso) dengan "Mama”
(hutan/tanah) sudah dihidupi sebelum agama nasional dan pemerintah
masuk. Ada hubungan timbal-balik dan saling menjaga antara “anak”
dan “mama.” "Mama” memberikan kehidupan bagi “anaknya.” Sebagai
seorang “anak”, mereka merasa bahagia karena "mama” memberikan
yang terbaik dari dirinya. Sagu, sayur-sayuran, babi hutan, ikan, dan
tikus tanah banyak tersedia dan sangat mudah diperoleh. Seorang
“anak” tidak merasa kekurangan. Ketika lapar adan bahan makanan
yang sangat mudah diperoleh. "Anak” merasa bahagia dengan
kehidupannya sebagai seorang peramu. Meramu dari "“Mama”
berdasarkan kebutuhannya, bukan dengan kedurhakaan. Karena mereka
yakin bahwa kalau “mama” dirusak maka tidak ada lagi kehidupan.
Selain itu, bahan-bahan dasar pembuatan rumah seperti papan, atap
rumah dengan mudah diperoleh.

Masuknya para transmigran dan akibat kawin campur dengan budaya
yang berbeda tidak serta-merta menghilangkan kebiasaan masyarakat
Arso sebagai peramu. Walaupun ada sebagian yang sudah mulai
bercocok tanam dan beternak secara baik, namun kebiasaan meramu
masih tetap terpelihara. Ketersediaan sumber makanan dan obat-
obatan seperti dahulu tidak ada lagi. Sagu, sayur-sayuran dan obat-
obatan yang selalu digunakan masyarakat diganti dengan kelapa sawit.
“Mama” mulai dirusakan dan dihancurkan.
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‘Mama su hilang

Sebelum tahun 1983, "Mama” di Arso begitu indah dan cantik. Dalam
tubuh "Mama” bertumbuhlah pohon-pohon, sayur-sayuran, pelbagai
jenis obat (seperti obat sakit perut, luka, mimisan, dan mata luka)
tempat berlindung yang aman bagi babi hutan, ikan, burung-burung, dan
tikus tanah. Semua yang ada di dalam "Mama" dipakai oleh anak-
anaknya untuk menopang kehidupan. Kecantikan dan kesuburan
“Mama” mulai pudar, rusak, dan kering ketika pada tahun 1983.

‘Dulu obat-obatna itu tumbuh di mana-mana. Sekarang sudah berbeda.
Tidak semudah dulu kita mendapatkanya. Habitatnya sudah tidak ada.
Sekarang ada tetapi ditanam. Tanaman juga punya karakter masing-
masing, ada rawa punya, ada gunung punya, ada kering punya. Sekarang
kalau untuk melestarikannya, kalau kita pindahkan dari kering ke rawa
akan mati begitupula sebaliknya. Misalnya, jenis daun yang tumbuh di
daerah Tami kalau kita bawa dan tanam di Arso akan mati karena sudah
berbeda jeni tanahnya”kata Bapak Fredi Tuamis,

Keadaan menjadi berubah ketika pada 4 Mei 1983, dikeluarkannya
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jayapura No 31/KPTS/
BUP-JP/1983 tentang perubahan lokasi pencadangan tanah untuk
proyek transmigrasi di Kecamatan Arso daerah tingkat Il Jayapura. Di
dalam surat tersebut muncul untuk pertama kali penetapan lahan
seluas 12.000 ha di Kampung Workwana untuk proyek perkebunan sawit
dan karet.

Sebelum itu, juga dikeluarkan Surat Keputusan Panitia Pembebasan
Tanah Daerah Tingkat Il Jayapura No.18/KPTS/Pan/1981, Keputusan
Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jayapura No 59/KPTS/BUP-JP/1981,
Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat | Irian Jaya No. 53/G1J/1983
tentang penetapan lokasi/areal transmigrasi di Kecamatan Arso
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jayapura dan Surat Keputusan Menteri
Pertanian No 333/Kpts/KB.510/6/1986 kecantikan dan kesuburan
“Mama” menjadi rusak. "Mama"” semakin rusak ketika masuknya PT PN
Il. Dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 107/Kpts-11/1999,
“Mama” harus merelakan tubuhnya dirusak seluas 8.339 Ha.

“Anak kandung” (masyarakat adat Arso) diberi ganti rugi atas
“Mamanya” yang dirusak. Pada 15 Maret 1986, masyarakat diundang
dalam sebuah pertemuan untuk diberi ganti rugi sebesar 10—50 juta.
Hadiah ini diberikan dalam bentuk barang. Walaupun demikian, “anak
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kandung” menolak pemindahan peruntukan lahan seluas 12.000 ha dari
Workwana ke Arso Kota. Mereka menolak karena pemindahan luasnya
“mama” tidak berdasarkan musyawarah.

“Akibat spekulasi pelepasan tanah 500 ha, tetapi dalam pelaksanaannya
50.000 ha (20.00 ha untuk kelapa sawit dan 30.00 ha untuk transmigrasi).
Kami, masyarakat pada saat itu hanya mengetahui bahwa 500 ha yang
dilepaskan tetapi pemerintah menipu kami. Uang yang mereka janjikan
pada saat itu lima puluh juta, tetapi pembagiannya tidak jelas. Sehingga
kami menolak semua uang tersebut. Uang ini tidak diambil oleh
masyarakat dan diambil oleh anggota DPR.”

‘Masyarakat mengejar anggota dewan itu dan mereka lari ke polisi
untuk berlindung. Dampaknya pemahaman budaya tentang tanah hilang,
tempat berburu dan tempat sakral hilang. Sebelumnya, kalau berburu
kami cuma baca mantra ke leluhur untuk minta leluhur siapkan buruan
dan kami pergi berburu dapat buruan. Selain itu batas-batas tanah
per-suku hilang sampai sekarang. Saya sendiri adalah orang” ungkap
Bapak Servo Tuamis.

“Anak” dan “mama” tidak harus dipisahkan. Begitu besar rasa kasih dan
sayang terhadap “mamanya”, seorang “anak” tidak sembarangan
menjual “mamanya.” "“Anak” memberikan keleluasaan kepada pihak
lainnya seturut peraturan adat, bukan didasarkan peraturan formal.
Konsepnya adalah “kasih pinjam.” “Kasih pinjam” berarti “anak
kandung” (masyarakat Arso) masih mempunyai hak atas ‘tubuh mama.”
Walaupun demikian konsep ini tidak dimengerti dan disalahtafsirkan
oleh orang luar.

Belakangan, pemerintah dan PTPN [l mulai memberikan janji-janji
manis, seperti, “Tanaman sawit bisa hidup berdampingan dengan sagu
dan sama-sama mempunyai duri. Masyarakat bisa memanah babi dan
makan kelapa sawit. Masyarakat bisa jual kelapa sawit sehingga punya
uang banyak, punya rumah batu, punya mobil dan menyekolahkan
anak-anak hingga perguruan tinggi, serta dapat menjadi tuan besar,”

tutur Bapak Servo menirukan janji-janji perusahaan pada saat itu.

Karena konsep yang berbeda sehingga perusahaan menggunakan
kekuatannya, menghadirkan alat negara untuk menakuti “anak
kandung.” Menurut penuturan beberapa “anak kandung” bahwa pada
saat itu perusahaan memakai aparat keamanan untuk proses
penandatanganan.




PAPUA

Cap sebagai OPM, Militerisasi, dan
Menebar Ketakutan

“Pada intinya bahwa daerah itu merupakan daerah operasi militer
[DOM). DOM karena pada saat itu banyak OPM yang lari ke daerah
perbatasan. OPM lari daerah pantai dan mengajak masyarakat Daiget
[Arso] untuk lari ke hutan. Kalau tidak lari maka mereka tembak. Jadi
masyarakat maju kena dan mundur kena. Ketika masyarakat memalang
hutan dan tanah adatnya, TNI bilang bahwa kamu melindungi dan
menyembunyikan gerombolan di dalam hutan.”

“Padahal kami sebagai masyarakat tidak tahu. Belakangan kami melihat
bahwa adanya kerja sama antara Pemda dan TNI, karena perusahaan ini
merupakan bisnis dari BIN. Selain itu ketika pelepasan sebenarnya
hanya beberapa orang saja yang diminta tandan tangan termasuk saya,
yang lainnya ditodong dari rumah ke rumah untuk menandatangani
surat pelepasan tanah tersebut. Masyarakat yang lainnya pada saat itu
masih berada di hutan karena takut dan lari.”

“Gara-gara melawan dengan PT PN bapak hampir mati, mereka mau
bunuh bapak, untung saja ada Bapak Longinus Fatagur yang menolong
kami. Bapak Longinus dipercayakan oleh masyarakat untuk
berkomunikasi dengan pihak militer. Peristiwa lainnya adalah ketika
pertengkaran Alm. Bapak Mantri Nauyager dengan pihak perusahaan.
Alm. Bapak Nauyager melawan doser yang hendak merusak sagu. Pada
saat itu TNI datang dan tempeleng Bapak Nauyager. Tetapi tentara
bilang bahwa kamu sembunyikan gerombolan. Militer mengelola kayu
pada saat itu, “ungkap Bapak Servo Tuamis.

Cerita Bapak Servo Tuamis sudah cukup menggambarkan bagaimana
ada usaha penekanan dari pihak TNI terhadap masyarakat untuk
melindungi haknya. Ada stigmatisasi yang tidak beralasan terhadap
masyarakat yang hanya ingin mempertahankan haknya. “Seorang anak”
yang ingin melindungi “mamanya” ditekan secara psikologis. Situasi
seperti ini sulit disembuhkan.
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Tubuh Mama Sakit, Tubuh Anak Sakit

Selain hutan yang dibuka menjadi kebun sawit. PTPN Il juga
membangun pabrik kelapa sawit mentah (crude plam oil) di sana. Pabrik
terletak kira-kira 1 Km dari aliran Kali Tami. Kali Tami dan beberapa
anak kali yang lainnya digunakan masyarakat setempat untuk mandi dan
minum serta keperluan rumah tangga lainnya. Mereka bisanya juga
menangkap ikan dari kali Tami, salah satunya yang paling disenangi
masyarakat adalah ikan sembilan (waroa), udang dan ikan lele kuning
(wakasafe). Ikan-ikan yang dahulu begitu gampang diperoleh, kini
setelah air kali tercemar limbah pabrik menjadi sulit dicari.

“Dulu kali-kali hidup dijaga, Kali Tami, Kali Yapase, dan kali-kali
kecil lainnya tidak boleh dicemari. Tempat mandi juga berbeda-
beda. Kalau perempuan bagian bawah, laki-laki punya bagian
atas, bagian lebih atas dipakai untuk timbah minum dan
keperluan rumah tangga, " ungkap Bapak Servo Tuamis.

Air Kali Tami juga penting untuk menyediakan pangan masyarakat,
sebab digunakan untuk meramas sagu. Sagu yang diolah dulunya enak,
dan hasil putaran sagu begitu utuh, tidak terputus-putus. “Sekarang
rasanya tidak baik,” ujar Bapak Fredi Tuamis. Kini sagu yang dimasak
Jadi papeda, hasil putarannya - jika mereka makan, terputus-putus.
Selain itu hasil sagu yang sudah diperas berkualitas tidak seperti
dahulu, cepat rusak dan tidak baik - sejak air Kali Tami tercemar limbah
minyak sawit PTPN Il. Sagu menyerap air dari Kali Tami yang sudah

tercemar dengan minyak atau limbah pabrik.

Di kawasan ini sebenarnya ada dua kali besar, Kali Tami dan Kali Skanto.
Selain kedua kali besar tersebut, masih banyak lagi kali kecil yang
lainnya yang digunakan oleh masyarakat. Misalnya Kali Yapase. Kali ini
digunakan juga untuk keperluan rumah tangga, dan lain-lain. Kali
Skanto adalah kali yang tenang dan bijaksana, sedangkan Kali Tami
adalah kali yang cepat emosi dan marah. Sejak hutan dibuka dan
berubah menjadi lahan sawit, kemarahan itu tampak dipermukaan.

“Dulu orang tua ketika membangun rumah mereka mencari
tempat yang lebih tinggi. Mereka melihat aliran air Kali Tami.
Arso ini sebenarnya rawa, namun orang tua tahu tempa yang
mana yang harus dibangun perkampungan dan rumah. Sekarang
tidak bisa lihat lagi karena sudah banyak pembangunan
termasuk masuknya perusahaan di Arso. Pada tahun 2008 - 2009
ada pembangunan drainase oleh pemerintah untuk mencegah
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terjadinya banjir. Tetapi pembangunan drainase itu tidak meminta
orang tua yang tahu tempat sehingga banjir yang besar waktu
itu, " tutur Bapak Fredi Tuamis

Perjuangan Menyelamatkan "Mama”

“Akibat spekulasi pelepasan tanah 500 ha tetapi dalam pelaksanaannya
50.000 ha (20.00 ha untuk kelapa sawit dan 30.00 ha untuk transmigrasi).
Kami, masyarakat pada saat itu hanya mengetahui bahwa 500 ha yang
dilepaskan tetapi pemerintah menipu kami. Perusahaan rencana
memberikan kami uang ganti rugi sebesar lima puluh juta, tetapi
pembagiannya tidak jelas, sehingga kami menolak semua uang
tersebut.”

“Tanah ini adalah milik masyarakat. Uang ini tidak diambil oleh
masyarakat dan diambil oleh anggota DPR. Masyarakat mengejar
anggota dewan itu dan mereka lari ke polisi untuk berlindung. Pada
tahun 1993, kami masyarakat pernah melakukan aksi demo di Kantor
Bupati dan DPR Jayapura. Waktu kami membawa kelapa sawit dan taruh
di kantor bupati dan DPR. Kami menuntut agar pemerintah
menggantikan tanah kami. Tangkapan pemerintah saat itu adalah
masyarakat sebaiknya meminta kepada perusahaan karena itu urusan
perusahaan bukan pemerintah. Pada tahun 1995, kami melakukan aksi
yang sama. Tuntutan ganti rugi atas lahan kami itu sampai saat ini
masih tergantung. Perusahaan dan pemerintah saling lempar tanggung
Jawab, “ungkap Bapak Servo Tuamis.

Apa yang disampaikan Bapak Servo merupakan aksi dari masyarakat
Daiget/Arso yang menolak semua ganti rugi oleh PT PN II. Mereka
menolak karena tanah dan hutan sebenarnya tidak bisa ditukar atau
dibeli dengan angka. Tanah dan hutan merupakan harkat dan jati diri
mereka. Tanah dan hutan merupakan “ma” (susu dan mama) bagi
mereka.

Selain itu ada pihak lain yang berusaha membantu masyarakat Daiget/
Arso untuk mengangkat permasalahan yang mereka hadapi. Usaha yang
dilakukan ini tidak bisa mengembalikan dan menyempurnakan “mama”
yang sudah rusak, mengembalikan dan menyempurnakan “susu” yang
sudah kabur dan kering.

Pada 2008 pihak Gereja Katolik (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
Keuskupan Jayapura) dan Paroki Arso melakukan riset dan
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pendampingan terhadap masyarakat Daiget. Hasil temuan atau riset
terkait kehadiran PT PN Il yang diberi judul Laporan Penelitian:
Perkebunan Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Arso disebarkan ke
mitra SKP yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat adat,
termasuk ke Komnas HAM. Secara keseluruhan bahwa kehadiran PT PN
Il tidak disetujui oleh masyarakat dan membawa dampak yang buruk
bagi masyarakat Daiget/Arso.

Pada 26 Oktober 2011 ada proses pendampingan yang dilakukan oleh
Komnas HAM. Menurut Bapak Servo, apa yang dilakukan oleh Komnas
HAM pada saat itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Meminta
informasi, tetapi belum ada kelanjutan.

“Masih baik kita tanam coklat karena coklat semua orang bisa petik dari
berbagai level usia. Pohonnya juga tidak tinggi dan akarnya tidak
merusak tanah, " ungkap Bapak Fredi Tuamis.

Perjuangan Merebut dan memulihkan
"Mama”

Apa yang sudah terjadi, dirusak dan diambil tidak bisa dikembalikan lagi
pada posisi seperti semula. Sudah ada rekasi dari “anak-anak kandung”
untuk melindungi “mamanya”. Sudah ada usaha dari pihak luar yang
mencoba membantu “anak-anak kandung” untuk mulai berjuang dan
menata kehidupan yang baru. Kehidupan sekarang tidak seperti dulu
lagi. Hukum adat tidak begitu kuat ketika berhadapan dengan hukum
formal. Walaupun demikian, apakah dengan keputusan MK No 35 tahun
2012 mengembalikan kecantikan dan kesuburan “mama” yang sudah
rusak? "Anak-anak kandung” menghendaki kalau memang ada yang
mau mengambil “mamanya.”

"Apa yang dilakukan oleh PT PN tidak dapat dimengerti, misalnya
kesamaan antara orang yang datang bekerja dan kami pemilik tanah.
Kami harus bayar kredit, sebenarnya tanah kami punya. Setidaknya kami
masyarakat menuntut kami juga adalah pemilik modal. Kedudukan kami
sebagal masyarakat adat harus sama dengan perusahaan”.

"Masalahnya sangat banyak. Mengapa kitong sendiri yang olah sendiri,
atau kasih ke pihak yang lain saja tetapi harus kejelasan hitam di atas
putih. Kalau kita tuntut balik, kita kalah karena kita tidak punya

dokumen yang kuat walaupun kita benar. Terkait dengan pemusnahan




PAPUA

tempat-tempat sakral, sekarang hanya cerita saja. Tidak dapat
dipulihkan karena sudah menodai satu sisi, yang lebih parah lagi adalah
dampak dari pengrusakan itu sudah membatin dan tumbuh dalam
karakter dan perilaku manusia”.

“Sekarang kita boleh katakan kita mau pulihkan, tapi apakah manusia
yang rusak secara mental dan psikologis ini dapat dipulihkan? Kalau
tempat itu benda tetapi manusia ini sangat susah. Misalnya, cara
pandang orang terhadap pohon tidak seperti dulu lagi, sekarang orang
memandang pohon adalah uang sehingga ditebang. Sekarang untuk
pulihkan orang yang memandang pohon ini sebagai uang sudah sangat
susah. Kita berjuang di tingkat daerah, tetapi negara atau di pusat tidak
melanjutkan apa yang diperjuang, sama saja, " pungkas Bapak Fredi
Tuamis.







Laporan Sajogyo Institute

Kekerasan dan Perampasan
atas Hak Masyarakat Adat
di Teluk Wondama Terus
Berlanjut

< YL. Franky, Yayasan Pusaka

Perusahaan datang tanpa kesepakatan langsung menggusur dan
membongkar hutan kami. Hutan dan dusun-dusun kami dirusak
dan kita sulit sekarang mendapatkan binatang buruan yang
biasanya mudah untuk ditemukan. Kami menyadari selama ini
hak -hak kami terabaikan oleh semua pihak yang punya
kepentingan dengan kekayaan alam di hutan kami. Sebagai
masyarakat kami menuntut ada keadilan menyangkut hak- hak
adat kami. Kita berharap pemerintah tidak tutup mata dari kami.
(Doni Saba, tokoh masyarakat adat Wandamen, 2014.)

Orang-orang di Teluk Wondama

Teluk Wondama merupakan nama teluk dan menjadi nama salah satu
kabupaten di Provinsi Papua Barat, *'® letaknya berada pada bagian leher
tanah besar Papua. Nama Wondama diambil dari nama komunitas adat
setempat, yakni Wondama atau dikenal juga dengan nama Wandamen,

318 Kabupaten Teluk Wondama merupakan kabupaten baru yang dimekarkan dari Kabupaten
Manokwari pada tahun 2004.
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yang mayoritas penduduknya berdiam di daerah di sekitar kaki Bukit
Wondiboi, di pesisir pantai dan pulau-pulau di daerah tersebut.
Wondama dalam bahasa Wamesa, bahasa asli setempat, berarti
manusia yang ditentukan dan dipilih untuk tinggal dan membangun
tanah Papua.

Pada bagian pedalaman di sebelah barat daerah Teluk Wondama dan
sekitar Kali Wosimi, berdiam kelompok kecil masyarakat adat, yakni
Suku Mairasi, Miere, Dusner, dan Kuri. Mereka masing-masing memiliki
bahasa sendiri yang menjadi identitas dan nama suku tersebut.

Kebanyakan komunitas Wondama dan komunitas di pedalaman
mengenal cerita sejarah Kuri Pasai yang dianggap berhubungan dengan
asal-muasal nenek moyang mereka. Diceritakan dahulu kala ada
seorang perempuan bernama Insosawini yang tinggal di tepi Sungai
Wosimi dengan kedua anak laki-lakinya, yakni Kuri dan Pasai. Badan
mereka seperti raksasa. Suatu waktu Kuri dan Pasai bermaksud
menutup Sungai Wosimi supaya airnya mengalir ke tempat lain di Teluk
Umar. Sudah berhari-hari mereka menggulingkan batu-batu besar ke
dalam sungai, tetapi belum juga berhasil. Lalu mereka tinggal terpisah,
Kuri tinggal di seberang sungai dalam sebuah gua batu bernama
Inggorosa dan Pasai tinggal di Maniani, di sebelah timur Sungai Wosimi.
Singkat cerita usaha mereka terhenti karena terjadi perkelahian dan
keduanya berpisah. Kuri berada di sebelah timur dan Pasai berada di
sebelah barat Teluk Wondama. Kedua orang ini menjadi leluhur bagi
Orang-orang di Teluk Wondama di pesisir hingga ke kampung-kampung
di pedalaman.

Meskipun sebagian besar masyarakat adat di Teluk Wondama menganut
kepercayaan agama Kristen Protestan, tetapi masyarakat adat setempat
masih memiliki kepercayaan lokal yang berhubungan dengan nilai dan
norma-norma kehidupan, serta mengandung nilai perlidungan ekologi.
Misalnya, masyarakat dilarang mempermainkan dan menyusahkan
binatang, masyarakat dilarang mengambil kayu di tempat keramat,
dilarang menembak burung cenderawasih. Jika ini dilanggar maka p/
vene uta [mahluk gaib penguasa kehidupan) akan memberikan
hukuman, seperti hujan badai dan banjir, serta bencana kematian.
Ongkodharma (1995) mendokumentasikan berbagai kepercayaan
masyarakat Suku Wandamen dan masyarakat adat sekitarnya.

Masyarakat masih memiliki cerita dan kepercayaan tentang tempat
keramat yang dianggap berhubungan dengan sejarah kampung tua,
cerita mitologi, kepercayaan adat, tempat suci, dan tempat para leluhur.
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Dalam pengetahuan setempat bahwa tanah, batu, sungai, tanaman, dan
hewan di tempat-tempat keramat tersebut harus dilindungi. Misalnya,
batu atumasiri di sekitar Kali Uriasi, Kampung Kabow, batu atuyomake
di Kampung Wondiboi, batu atumberewai, merupakan tempat ritus-ritus
masyarakat pada masa lampau. Burung Cenderawasih (Siangkh) tidak
boleh ditangkap karena diyakini merupakan turunan dari Suku Mairasi.
Tanaman buah hitam (piairawe) merupakan buah yang digunakan dalam
ritual perkawinan. Dusun sagu juga menjelaskan keberadaan dan
kepemilikan marga-marga di wilayah setempat. Cerita Inggorosa
merupakan nama sebuah tempat di pinggir Sungai Wosimi pada
kawasan hutan di Kampung Wombu, lokasi ini terdapat sebuah gua batu.
Gua ini merupakan tempat yang dikeramatkan karena tempat tinggal
leluhur Kuri dan menjadi kuburan ibu Kuri.

Saat ini, komunitas adat di Teluk Wondama tersebut sudah dan sedang
menghadapi tekanan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap
eksploitasi kekayaan alam milik masyarakat adat setempat. Kampung-
kampung dan kelompok masyarakat adat yang berada di kawasan hutan
dan pesisir pantai yang menjadi sasaran investasi pembalakan kayu,
perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Kabupaten Teluk
Wondama, yakni (1) Kampung Ambumi, Yerenusi, Nanimori, Dusner, dan
Simiel, Distrik Kuri Wamesa, kampung-kampung tersebut didiami Suku
Wondama, Dusner, dan Kuri; (2) Kampung Sararti, Oya, Wombu, Inyora,
Undurara, Yawore dan Naikere, Distrik Naikere, kampung-kampung
tersebut didiami Suku Mairasi dan Miere; (3] Kampung Kabow, Wondiboi,
Isui dan Kaibi, Distrik Wondibol, serta Kampung Senderawoi, Distrik
Rasiei, kampung-kampung tersebut didiami Suku Wondama.

Sistem Penguasaan, Pemilikan,
dan Pemanfaatan Tanah

Tanah dan hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat di
Teluk Wondama. Tanah dan hutan berdasarkan pengetahuan setempat
mempunyai nilai sosial budaya, sosial ekonomi, dan ekologi. Seperti
yang telah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat melindungi dan
mengeramatkan tempat, batu, sungai, hewan, dan tanaman tertentu
yang mempunyai nilai sosial budaya dan berhubungan dengan identitas
budaya dan sejarah masyarakat setempat.

Secara sosial ekonomi, manfaat tanah dan hutan bagi masyarakat adat
setempat merupakan sumber pendapatan dan sumber pangan
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masyarakat. Kebanyakan masyarakat adat di daerah ini bermata
pencaharian, yakni berburu, berkebun, mengelola sagu, memungut hasil
hutan bukan kayu, seperti kulit masohi, minyak kulit lawang, buah
cempedak, kayu gaharu, mencari ikan di laut dan sungai. Hasil-hasil
hutan tersebut untuk dikonsumsi oleh keluarga dan sisanya dijual
kepada pengumpul yang datang dari Kota Wasior.

Konsep penguasaan dan pemilikan tanah dan hutan dalam sistem dan
pengetahuan orang-orang di Teluk Wondama masih berdasarkan
pengetahuan hukum adat dan sejarah penguasaan tanah. Masyarakat
mengetahui bahwa para leluhur mereka telah membagi tanah dan hutan
kepada marga-marga sudah sejak lama dan diwariskan secara turun-
temurun dengan batas-batas wilayah yang ditandai dengan tanda alam,
seperti gunung, sungai, batu, dan tanaman.

Tanah tidak pernah dimiliki secara individu dan belum pernah dijual
masyarakat secara horizontal dalam masyarakat maupun dengan pihak
luar, kecuali fasilitas sosial, seperti Kantor Pemerintah, rumah ibadah,
sekolah, dan pelayanan kesehatan. Biasanya pemerintah memberikan
uang kehormatan pengganti nilai tanah yang diserahkan masyarakat.

Setiap masyarakat dapat mempunyai hak bebas untuk memanfaatkan
hasil hutan, seperti berburu, memanen hasil hutan kayu dan bukan
kayu, menangkap ikan, memungut bahan-bahan pangan serta membuka
hutan (warku) untuk berkebun (awar).

Pada waktu tertentu, kebun yang sedang dalam pengolahan dapat
dimiliki sendiri dalam jangka waktu tertentu. Hal ini ditandai dengan
pemagaran, rumah kebun, dan adanya tanaman kebun. Jenis tanaman
yang paling sering ditanam adalah kasbi, bete, keladi, pisang, pepaya,
dan sayur-sayuran. Jika bekas-bekas kebun telah menjadi hutan
kembali maka status pemilikan lahan tersebut menjadi lahan yang
kembali bisa bebas digunakan bersama.

Tidak semua tempat dapat digunakan untuk kebun dan menebang kayu
untuk kepentingan kelompok sendiri. Tempat-tempat larangan tersebut
biasanya terkait dengan tempat keramat yang dianggap ada hubungan
dengan mitos, agama adat, makhluk halus atau arwah, sumber mata air,
dan tempat bermain burung cenderawasih. Tempat tersebut bernilai
suci dan dianggap berbahaya yang dipercayai dapat mendatangkan
bencana sebagai akibat dari suatu pelanggaran.
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Pemerintah dan perusahaan tidak pernah mengakui dan menghormati
hak-hak masyarakat adat tersebut. Dalam kasus perusahaan
pembalakan kayu PT Kurnia Tama Sejahtera (KTS) yang beroperasi
tanpa kesepakatan dengan masyarakat di Kampung Sararti, pimpinan
perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan tidak akan melakukan
penebangan kayu di wilayah adat Suku Mairasi, tetapi praktiknya
perusahaan melanggar melakukan penebangan kayu dan mengabaikan
hak-hak masyarakat. Pemerintah memberikan kuasa izin secara
sepihak untuk kepentingan investasi berdasarkan hak kuasa negara.
Perusahaan berlindung dan menggunakan izin-izin konsesi sebagai
senjata untuk melakukan ekstraksi sumber daya alam dan menaklukkan
warga atas nama ‘aturan izin pemerintah’.

Menurut Mansoben (1995), sistem kepemimpinan tradisional pada Suku
Wondama adalah sistem kepemimpinan campuran, yakni sistem yang
memiliki sifat pewarisan kedudukan dan sifat pencapaian kedudukan
pemimpin yang terdapat pada sistem kepempinan pria berwibawa. Tipe
kepemimpinan campuran diperoleh pada tingkat stratifikasi sosial yang
rendah dan sifatnya ditentukan oleh waktu dan tempat. Untuk mencapai
kedudukan sebagai seorang pemimpin campuran bisa berubah-ubah
menurut situasi dan kondisi daerah setempat. Pada masa keadaan
relatif damai, kriteria seorang pemimpin didasarkan atas keturunan,
seperti seseorang yang berketurunan pendiri kampung, sebaliknya jika
pada situasi tidak kondusif, masyarakat mengalami kesulitan, penduduk
sedang dilanda dekadensi moral, maka kriteria pemimpin diutamakan
pada kemampuan dan kecakapan seseorang.

Umumnya di daerah Teluk Wondama, tidak ada kelembagaan adat yang
secara khusus mengatur, mengurus, mengawasi, dan menegakkan
aturan dalam relasi masyarakat dengan tanah dan hutan. Usaha
pemanfaatan lahan dan pengusahaan hasil hutan dipimpin masing-
masing oleh kepala keluarga. Ada lembaga-lembaga nonformal terdiri
dari tokoh-tokoh masyarakat, kepala marga dan para tua-tua adat pada
setiap kampung, dengan sebutan Epar pada Suku Mairasi dan Mambiri
pada Suku Wondama. Hal-hal yang menyangkut kepentingan orang
banyak dalam kampung dibicarakan oleh orang-orang tua tersebut.
Terdapat pula Kepala Suku yang masih baru dikenal masyarakat yang
berperan untuk menjadi perwakilan masyarakat dalam berkomunikasi
dengan masyarakat di luar kampung. Di daerah lain di Simiei, Kepala
Suku ditunjuk oleh perusahaan PT. WMT untuk menjadi penghubung
antara masyarakat dan perusahaan.
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Pemerintah kampung tidak mempunyai kewenangan mengurusi
kampung. Pemerintah kampung hanya menjadi penggerak dan
pelaksana program-program pemerintah, serta mewakili masyarakat
dalam urusan administrasi pemerintahan.

Sejauh ini permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
eksploitasi sumber daya alam melibatkan perusahaan, kelembagaan
‘orang tua’ yang ada tidak efektif menyelesaikan permasalahan dan
dimarginalisasikan oleh perusahaan dan aparat keamanan.

Hutan dalam Kendali Kroni Soeharto

Tahun 1988, Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan
Nomor SK.448/Kpts-11/1988, tertanggal 13 Mei 1988, tentang Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) sekarang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK], kepada perusahaan pembalakan kayu PT.
Dharma Mukti Persada ([DMP), pada kawasan hutan produksi seluas
133.000 hektar yang berlokasi di kawasan hutan sekitar daerah Kali
Wosimi hingga Kampung Sararti.

PT DMP adalah salah satu anak perusahaan dari Kayu Lapis Indonesia
(KLI). KLI dimiliki oleh konglomerat yang merupakan salah satu kroni
Soeharto yang beroperasi di Papua dan memiliki lahan konsesi HPH
terluas di tanah Papua seluas 1.313.185 hektar yang dikelola oleh 7
(tujuh) perusahaan HPH.*"" Selain KLI Group, konglomerat kroni bisnis
Soeharto yang mendapatkan manfaat dan menguasai bisnis hutan di
Papua adalah Djayanti Group milik BU, Barito Pasifik Group milik taipan
kayu PP dan Alas Kusuma Group.

319 Perusahaan pembalakan kayu milik KLI Group, yaitu (1) PT. Darma Mukti Persada (DMP)
berdasarkan SK Menhut Nomor 448/Kpts-11/1988, dengan areal seluas 133.000 ha, berlokasi di
Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama; (2] PT. Intimpura Timber, berdasarkan Nomor
SK.69/Kpts-11/1989, dengan luas areal konsesi 333.000 hektar, berlokasi di Kabupaten Sorong;
(3) PT. Henrison Iriana berdasarkan SK Menhut Nomor SK.1097/Menhut-11/1992, dengan areal
konsesi seluas 85.000 ha, berada di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari, bermasalah tumpang
tindih dengan kawasan hutan lindung; (4] PT. Wukirasari, berdasarkan SK Menhut Nomor
SK.477/Menhut-11/2008, dengan areal konsesi seluas 116.320 ha, berada di Distrik Teluk Arguni,
Kabupaten Kaimana. PT Equality Indonesia (April 2013) menilai kinerja PHPL PT. Wukirasari
dengan hasil “Buruk” dan bermasalah tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung; (5) PT.
Yotefa Sarana Timber, berdasarkan Surat Menhut Nomor SK.570/Menhut-11/2011, dengan areal
konsesi seluas 123.565 ha, berada di Distrik Idoor, Kabupaten Teluk Bintuni. Lima anak
perusahaan KLI Group tersebut berlokasi di Provinsi Papua Barat. Sedangkan di Provinsi Papua,
yaitu: (6] PT. Risana Indah Forest, berdasarkan SK Menhut Nomor SK.18/Kpts-11/1990, dengan
luas areal 197.000 ha, berlokasi di Kemtuk, Kab. Jayapura; (7) PT. Bina Balantak Raya Utama,
berdasarkan SK Menhut perpanjangan Nomor SK.365/Kpts-11/2011, tanggal 7 Juli 2011, dengan
luas areal 298.710 ha, sebelumnya SK.40/Kpts-11/1991, dengan luas areal 325.300 ha, berlokasi
di Kabupaten Sarmi.
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Selain PT DMP, Kementerian Kehutanan juga menerbitkan izin HPH
pada perusahaan modal asing PT Wapoga Mutiara Timber (WMT] pada
tahun 1990 melalui SK.744/Kpts-11/1990, dengan luas 178.800 hektar,
yang konsesinya berada disebelah konsesi PT. DMP dan hingga ke
daerah Kabupaten Teluk Bintuni, di daerah konsesi PT WMT tersebut
berdiam Suku Kuri, Dusner, dan Windesi. Pemerintah daerah Kabupaten
Manokwari juga mengeluarkan izin pengelolaan kayu kepada CV Vatika
Papuana Perkasa [VPP), yang diketahui milik pengusaha asal Malaysia,
yang beroperasi di sekitar kawasan hutan Kampung Wondiboi dan
Senderawol.

Masyarakat adat Suku Mairasi yang berdiam di Kampung Wombu dan
Sararti, masyarakat adat Suku Wamesa yang berdiam di Kampung
Ambumi, maupun masyarakat adat Suku Miere yang berdiam di
Kampung Jawore dan Naikere di sekitar Kali Wosimi, tidak pernah
mengetahui dan diberikan informasi tentang izin perusahaan PT DMP,
sehingga perusahaan beroperasi tanpa ada musyawarah dan
kesepakatan masyarakat. Begitu pula yang dialami masyarakat adat
Suku Wandamen yang berdiam di Kampung Wondiboi dan Senderawoi,
sekitar konsesi CV VPP.

Pada 1992, perusahaan PT DMP dan CV VPP mulai melakukan kegiatan
pembalakan kayu. Perusahaan menggusur dan membongkar kawasan
hutan untuk membuat jalan logging, pembangunan camp, dan tempat
penampungan kayu logpond. Perusahaan menggusur tempat penting,
dusun-dusun sumber pangan, seperti dusun sagu, dusun cempedak dan
dusun buah hitam, serta sungai sumber air bersih. Perusahaan
mengutamakan penebangan kayu merbau dan kayu indah yang nilainya
jutaan rupiah per kubik, sekali pun keberadaan pohon kayu tersebut
berada di tempat-tempat yang tidak memenuhi syarat, yakni hulu dan
pinggiran sungai, dusun-dusun yang masih digunakan masyarakat,
lereng bukit terjal dan sebagainya. Di Kampung Wombu, perusahaan
menggusur dan menebang kayu pada kawasan hutan keramat
Inggorosai dan dihentikan masyarakat setempat.

Masyarakat setempat mulai membicarakan kekhawatiran mereka terkait
kerusakan hutan, penggusuran tempat penting dan mengeluhkan
kesulitan mendapatkan hewan buruan, tidak adanya kejelasan realisasi
kompensasi, ganti rugi dan pembagian manfaat dari pengambilan hasil
hutan kayu, dan sebagainya. Perusahaan tidak ada tanggapan berarti,
hanya menjanjikan bantuan pembangunan dan uang kompensasi.
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Kejahatan Kemanusiaan Tak Berujung:
Wasior Berdarah

Berakhirnya rezim Soeharto (1998) memunculkan keberanian
masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya yang dirampas dan hilang.
Aliansi buruh lokal dan pendatang perusahaan PT WMT dengan
masyarakat adat di Kampung Simiei, Dusner, Nanimori, dan Werianggi,
cukup aktif menyuarakan dan menuntut keadilan, kenaikan upah, dan
kompensasi kayu merbau. Demikian pula, masyarakat adat di kampung-
kampung sekitar lokasi konsesi PT DMP dan CV VPP menuntut
perusahaan merealisasikan janji pembangunan dan pemberian
kompensasi.

Perusahaan memberikan bantuan (perumahan bina desa) dan uang
kompensasi, tetapi masyarakat menganggap nilai uang yang diberikan
tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh perusahaan dan
kerugian yang ditanggung masyarakat setempat. Perusahaan PT VPP
memberikan sejumlah uang melalui tokoh masyarakat adat dan LMA
(Lembaga Musyawarah Adat) Wondama, tetapi tidak sepenuhnya
masyarakat mendapatkan bantuan tersebut sehingga masyarakat marah
dan merampas perahu boat dan mesin motor tempel yang dimiliki PT
VPP.

Masyarakat adat di Wombu mencari dukungan kepada DPMA [Dewan
Perwakilan Masyarakat Adat) Wondama untuk membantu
menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak pemerintah dan
perusahaan. Operator perusahaan menggunakan jurus mengelak dan
mengatakan pimpinan perusahaan di Manokwari dan Jakarta belum
memberikan jawaban. Masyarakat bertindak melakukan aksi
pemalangan jalan produksi PT DMP dan menuntut perusahaan harus
membayarkan uang kompensasi dan ganti rugi pada 30 Maret 2001. PT
DMP masih tidak memenuhi tuntutan masyarakat. Lalu muncul
peristiwa penyerangan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal
dengan menggunakan senjata api menyerang dan menculik tiga orang
karyawan PT DMP pada 31 Maret 2001.

Aparat Brimob dari Jayapura dan Sorong dikirim ke Wasior dan di lokasi
kejadian untuk melakukan operasi pengejaran dan mengendalikan
situasi. Kapolda Papua terus mengirimkan Brimob alasannya jumlah
yang ada di tempat kejadian sangat terbatas. Akhirnya tiga karyawan
perusahaan PT DMP, yakni Hari Suwaji, Suratmin, dan Nelson Turnip
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ditemukan telah tewas. Perusahaan dan karyawan PT DMP berhenti
melakukan aktivitas.

Malapetaka kemanusiaan muncul, petugas kepolisian melakukan
pengejaran dan menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam
kasus penyerangan. Penangkapan dilakukan secara serampangan dan
diikuti tindakan kekerasan. Hingga Mei 2001, sudah ada belasan orang
yang ditangkap dan enam orang warga sipil tewas ditembak. Kelompok
orang yang tidak dikenal yang dituding GPK/OPM oleh aparat kepolisian
Juga melakukan penyerangan Pos Brimob yang bertugas pada
perusahaan CV VPP di Kampung Wondiboi, yang menewaskan lima
anggota Brimob dan seorang warga sipil (13 Juni 2001).

Pada Juni 2001, Polda Papua dengan didukung oleh Kodam XVII Trikora
melakukan operasi penyisiran “Operasi Tuntas Matoa”. Operasi
pengejaran dan penyisiran secara besar-besaran pelaku pembunuhan di
desa-desa sekitar tempat kejadian dan hingga ke daerah Nabire dan
Serui. Ada banyak warga kampung yang tidak tahu-menahu
permasalahan, turut ditangkap tanpa surat penahanan, dianiaya,
ditahan, dan ditembak. Sebanyak 51 rumah-rumah penduduk dibakar
dengan harta bendanya di delapan lokasi berbeda (Wasior Kota,
Kampung Wondamawi, Wondaboi, Cenderaboi, dan Sanoba), hasil kebun
dan ternak peliharaan dimusnahkan. Menurut laporan Tim Kemanusiaan
Kasus Wasior, diketahui ada 94 orang penduduk sipil tidak bersalah
ditangkap, disiksa ringan dan berat bahkan menderita cacat seumur
hidup, serta terjadi pengungsian massal.

Berdasarkan hasil penyidikan Tim Pengkajian Permasalahan HAM di
Papua (Desember 2003 - Juli 2004) dari Komnas HAM disampaikan
selama proses pengejaran terhadap pihak yang diduga pelaku telah
terjadi tindak pembunuhan, penyiksaan termasuk penyiksaan yang
mengakibatkan kematian, penghilangan orang secara paksa dan
perkosaan di sejumlah lokasi yang dilakukan oleh anggota Polri. Tim
juga menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk
menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam
peristiwa Wasior dalam bentuk pembunuhan, perampasan
kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, dan penghilangan secara paksa
penduduk sipil. Karena berlangsung secara meluas, maka bentuk-
bentuk tindak tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap
kemanusiaan.
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Kekerasan dan Perampasan Hak
Masyarakat Adat Masih Berlanjut

Masyarakat masih mengingat persitiwa kekerasan di masa lalu
yang menakutkan, sehingga masyarakat selalu waspada dan
merasa tidak nyaman. Aparat TNl membangun pos di Kampung
Naikere dan memalang jalan lintasan satu-satunya ke Kota
Wasior, pusat pemerintahan kecamatan, tempat anak-anak
sekolah, tempat pelayanan kesehatan, tempat kebun masyarakat,
masyarakat merasa dibatasi dan takut memanfaatkan sumber
makanan dan mengantarkan makanan kepada anak-anak
sekolah karena harus melintasi palang Pos TNI yang dijaga
aparat bersenjata. (Kostan Natama, tokoh masyarakat Sararti,
2014.)

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Papua, pemerintah menyadari dan mengakui bahwa penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama
ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya
memungkinkan tercapai kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya
mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya
menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi
Papua, khusus masyarakat Papua” (Ketentuan Menimbang huruf f).
Idealnya kesadaran dan pengakuan tersebut diikuti tindakan penataan
kembali kebijakan dan program yang menyimpang, serta memulihkan
hak-hak masyarakat adat Papua.

Di Provinsi Papua, pemerintah daerah menerbitkan beberapa Peraturan
Daerah Khusus (Perdasus) untuk melindungi, memenuhi, dan
menghormati hak-hak masyarakat adat, antara lain Perdasus Papua
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di
Provinsi Papua, Perdasus Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum
Adat Papua, Perdasus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum
Adat atas Tanah. Meskipun pasal-pasal dalam Perdasus-perdasus
tersebut masih terdapat pasal bersyarat yang belum sepenuhnya
mengakui dan bahkan memarginalkan hak-hak masyarakat adat Papua.
Demikian pula, praktik pemberian izin secara sentralistik dan tanpa
konsultasi dengan masyarakat adat masih terus berlangsung.
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Provinsi Papua Barat yang baru dimekarkan dari Provinsi Papua pada
tahun 2003, tidak jauh beda. Hanya saja, pemerintah Provinsi Papua
Barat dan daerah kabupaten belum ada tanda untuk melakukan upaya
pemenuhan hak masyarakat adat Papua melalui peraturan daerah. Pada
tahun 2009, Menteri Kehutanan menerbitkan izin usaha pembalakan
kayu IUPHHK-HA kepada PT Kurnia Tama Sejahtera (KTS) SK.648/
Menhut-11/2009, lokasinya berada di eks PT DMP dan dengan luas
115.800 hektar.

Sejak tahun 2010, perusahaan PT KTS beroperasi di daerah Sararti dan
Naikere. Masyarakat tidak pernah memberikan restu, tidak pernah
dikonsultasikan dan tidak juga berani menolak kehadiran perusahaan
karena masih trauma pada kejadian kekerasan masa lalu. Sarden
Siweda, tokoh masyarakat di Wombu mengungkapkan “perusahaan tidak
pernah membuat pertemuan dan surat kesepakatan pengolahan kayu
yang mengikat secara hukum antara masyarakat dan perusahaan.”

Perusahaan mendatangkan aparat TNI AD dan Polri bergantian bertugas
di camp perusahaan dan mendirikan pos di Kampung Sararti dan
Naikere. Petugas TNI AD menyampaikan bahwa kehadiran mereka untuk
membantu masyarakat membangun rumah ibadah dan mengamankan
kampung. Akan tetapi Kepala Suku Lukas Uriyo di Kampung Wombu,
mengatakan: “Kalau cuma bangun gereja, kenapa perusahaan musti
datangkan aparat keamanan dari jauh, padahal masyarakat juga banyak
yang bisa. Tapi kehadiran aparat keamanan untuk membuat masyarakat
takut menyuarakan dan menuntut haknya yang dirampas perusahaan.”

Kehadiran perusahaan PT KTS menimbulkan pro dan kontra dalam
masyarakat. Perusahaan memberikan fasilitas, seperti mesin genset
dan minyak solar untuk penerangan, tetapi hanya waktu tertentu.
Perusahaan memberikan uang kompensasi penggunaan jalan dan lokasi
penampungan kayu. Masyarakat setempat berpendapat pemberian uang
kompensasi dan fasilitas bertujuan untuk mengendalikan sikap kurang
setuju masyarakat dengan kehadiran perusahaan dan untuk menutupi
kejahatan perusahaan yang melakukan penyimpangan dalam
penebangan pohon di luar areal yang direncanakan dan ukuran yang
serampangan.

Pada 23 Januari 2013, kembali peristiwa kekerasan terjadi dialami warga
Kampung Sararti dan Ambumi. Bermula Absalon Natama dan Elias
Natama, asal Kampung Sararti meminta sopir truk di logpond PT KTS
Ambumi untuk mengantar pulang ke Kampung Sararti, tetapi sopir
menolak. Yulian Kiri, warga Kampung Ambumi, petugas pengamanan
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lokal di daerah tersebut ngotot untuk harus diantarkan. Petugas Babinsa
TNI'AD di logpond tanpa bicara lalu memukul wajah Yulian. Keesokan
hari, beberapa anggota TNI AD yang bertugas di Pos Km 48, turun ke
logpond dan menemui Yulian lalu melakukan tindakan kekerasan dan
penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki bersepatu lars,
hingga Yulian menderita memar, bengkak, dan mengeluarkan darah dari
mulut, serta gangguan pendengaran.

Petugas TNI AD di KM 48 juga melakukan penganiayaan terhadap Elias
Natama, didahului hukuman pushup 100 kali dan berdiri di bawah tiang
bendera. Menurut keterangan Elias, "Komandan Regu, wakil komandan,
dan salah satu Anggota, masing-masing melakukan pemukulan lebih
dari sembilan kali ke arah wajah, ulu hati dan tulang rusuk, serta dua
kali dipukul dengan rotan besar ukuran stik bilyar. Elias juga disuruh
menyelam dalam lumpur selama 30 menit.”

Elias dan Absalom Natama diancam ditembak mati karena mereka
berdua dianggap memprovokasi masyarakat untuk menutup aktivitas
perusahan PT KTS. Kata aparat tersebut “Kalau perusahan tutup, kalian
yang lebih dulu kami tembak mati dan kemudian warga di dua kampung
(Sararti dan Wombu) akan dihabiskan.”

Pada Februari 2013, tokoh-tokoh masyarakat adat dari Kampung Sararti,
Wosimo, Inyora, Undurara, Oyaa, dan Yawore, Distrik Naikere, membuat
Surat Pernyataan yang memuat sikap penolakan masyarakat adat
terhadap aktivitas PT KTS. Alasannya, “Perusahaan tidak membayar
kewajibannya mengganti kerugian masyarakat. Perusahaan
menggunakan aparat TNI AD untuk menakut-nakuti, mengancam, dan
melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Pemerintah tidak
serius menangani palanggaran perusahaan yang telah disampaikan
masyarakat,” ungkap Marthen Uriyo, tokoh masyarakat adat dari
Wombu.

Namun hingga saat ini, perusahaan-perusahaan pembalakan kayu PT
KTS dan PT WMT [yang konsesinya sudah dialihkan kepada PT Wijaya
Sentosa) tetap masih aktif beroperasi dan menggunakan aparat TNI dan
Brimob menjaga aktivitas di lokasi penebangan kayu dan pemuatan
kayu. Pemerintah belum mengambil langkah-langkah hukum untuk
melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan yang dilakukan
perusahaan dan menangani keluhan masyarakat.

Harapan masyarakat, antara lain, 1) Menyelesaikan Kasus Wasior
berdarah yang hingga kini tersendat di Jaksa Agung dan negara segera
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melakukan pemulihan dan rehabilitasi hak-hak korban yang tidak
bersalah dan dilanggar; 2) Menarik pasukan keamanan TNI/Polri yang
ditempatkan di setiap perusahaan; 3) Menghentikan kegiatan
perusahaan dan menyelesaikan konflik secara adil; 4) Mengembangkan
dan memberdayakan kapasitas dan usaha ekonomi pemanfaatan hasil
hutan oleh masyarakat;

Bahan Bacaan

1. Ringkasan Eksekutif: Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan
Pelanggaran HAM yang Berat di Papua.

Kronologis Kasus Wasior Berdarah.

3. Kepercayaan Orang Wandamen oleh Nitya Ongkodharma dan Y.A.
Nelwan dalam Bulletin of Irian Jaya, Volumen XIII, 1985.







Petaka Tambang Emas Liar:

Sumber Daya Alam Kami
Dikeruk, Masyarkat Adat

Walani, Mee, Dan Mo
Disengsarakan®®

< Lembaga Pengembangan
Masyarakat Adat Suku Walani,
Mee, dan Moni (LPMA SWAMEMO)
DGUWO-PANIAI Papua

Hutan adalah mama kami karena semua makanan dan minuman
telah tersedia di sana sehingga dilarang untuk menebang pohon
dan membakar hutan nanti di suatu saat akan ada musibah
besar jadi harus dilindungi dan dijaga baik-baik untuk anak cucu
kita. (Bpk. Wilem Anoka (Alm) 2011 di Degeuwo)

Potret Singkat Degeuwo dan Suku Welani

hanya penduduk asli, namun ada juga etnis Papua lain dan juga
dari luar Papua. Suku-suku asli yang mendiami daerah ini,
yaitu Suku Walani, Mee, dan Moni. Kolega mereka sesama orang Papua

M asyarakat yang hidup dan beraktivitas di wilayah Degeuwo tidak

320 Disusun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee, dan Moni (LPMA
SWAMEMO] DEGEUWO - PANIAI PAPUA.
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yang datang ke sana, antara lain dari suku Dani, Biak, Sorong, dan Serui.
Sementara penduduk pendatang berasal dari Manado, Sangger Talaud,
dan Jawa. Jumlah penduduk secara keseluruhan diperkirakan lebih dari
500 jiwa.

Degeuwo menurut pengetahuan lokal merupakan nama sungai yang
terletak di Distrik Bogobaida, di wilayah Kabupaten Paniai, Provinsi
Papua. Wilayah Distrik Bogobaida ke arah utara dari ibu kota Kabupaten
Paniai. Luas wilayahnya +25. 000 ha. Batas-batas wilayahnya sebagai
berikut :

1. Sebelah utara, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya
2. Sebelah selatan, Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya
3.  Sebelah timur dan Distrik Siriwo di sebelah barat.

Daerah Degeuwo merupakan daerah potensial sumber daya alam yang
berlimpah ruah khususnya kandungan emas. Pemilik wilayah adat
Degeuwo terdiri ats 3 suku besar, yakni Suku Walani, Mee, dan Moni,
jumlah penduduknya 500 Jiwa. Mata pencaharian utama mereka
berkebun dan berburu.

Pada umumnya Suku Welani dan Suku Mee hidup di sepanjang Sungai
Degeuwo wilayah adat Mepago Kabupaten Paniai.

Asal-Usul Sejarah

Suku Mee dan Suku Walani beradik Kakak, namun penyebutan kedua
suku tersebut dibedakan menjadi Mee dan Walani, karena pada awalnya,
adik selalu berburu kus-kus pohon (Wala) akhirnya dikasih nama Suku
Wala sedangkan Ni adalah bahasa Moni yang artinya orang. Jadi, walani
berarti manusia kus-kus, sedangkan Suku Mee artinya suku manusia
atau orang, tetapi pada zaman dulu Suku Mee di sebut Suku Ekaggi,
dalam konteks bahasanya Ekaggi bukan manusia. Dalam perkembangan
selanjutnya kembali disebutkan suku ini menjadi Mee yang artinya
manusia yang beradat.

Struktur adat

Ada sebutan Sinowi bahasa Walani, Tonowi dalam bahasa Mee, yaitu
kepala suku adat. Kepala suku adat ini adalah orang yang punya kriteria
khusus, di antaranya:
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1) Memiliki pengaruh dalam masyarakat adat. Punya istri lebih
dari dua, klit bia bertingkat-tingkat, punya babi banyak, dapat
penyelesaian perang, dan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

2] Adanya yapesinowi (bahasa Walani) kepala perang, sedangkan
bahasa Mee, yape eipueme (bahasa Mee) Kepala perang.

3] Dibawah kepala suku dan yapesinowi ini hanya berpengaruh dalam
perang di bawah dari sinowi, yapesinowi, masyarakat umum yang
terdiri dari masyarakat menengah dan masyarakat rendah dan lain-
lain.

Aturan Adat

Salah satu aturan adat yang dijaga ketat, yakni soal perkawinan. Hingga
sekarang ada aturan adat bahwa Suku Walani dan Suku Mee tidak boleh
kawin dan mengkawinkan, karena mereka beradik-kakak. Meski
bahasanya sangat berbeda. Hal ini juga terkait dengan sejarah suku.

Selain persoalan perkawinan, aturan adat yang juga masih sangat kuat
dijalankan adalah adanya aturan adat tentang tempat-tempat keramat
yang tidak boleh sembarang orang masuk, di antaranya.

1) Daokogoupa adalah daerah yang tidak bisa orang lewati
sembarangan, sebab diyakini nanti ada kutukan yang akan diwarisi
oleh suku dan keluarga yang melewati (Suku Bahasa Mee)
2] Madouw adalah tempat rawa hidup/telaga, dianggap sakral dan
berbahaya karena diyakini ada penghuninya. Sehingga tidak
sembarang orang boleh memasukinya. Dan ada aturan adat khusus
untuk itu (Suku Bahasa Mee).
3]  Dayo adalah tempat keramat, yang tidak semua orang bisa melewati
di daerah tersebut. (Suku Bahasa Walani).
4] Daudy adalah telaga berbahaya, yang keramat dan tidak semua
orang boleh memasukinya dan diyakini ada penghuninya. (Suku
Bahasa Walani).
5] Dan masih adanya wilayah yang khusus berburu sehingga tidak
boleh ada penebangan pohon, rotan, dan lain-lain, misalnya.
al Nggoedaga adalah tempat khusus untuk berburu (Suku Bahasa
Walani).

b]  Glekawapa adalah tempat khusus untuk berburu (Suku Bahasa
Mee).

6] Dan masih banyak tempat-tempat keramat lainnya yang
terkait dengan, daerah tempat obat-obatan, kebun sagu,
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makan leluhur serta tempat upacara adat lainnya di hutan adat
dan untuk keperluan khusus dari masing-masing adat yang
berbeda-beda.

Masih kuatnya keyakinan dan pembagian tempat-tempat keramat ini
sebagai salah satu bukti bagaimana Masyarakat Adat Welani, Mee, dan
Moi sangat menjaga alam dan kelestarian hutan mereka hingga kini.
Nantinya, saat tambang emas liar masuk, tempat-tempat keramat ini
rusak dan lambat laun hilang. Seiring dengan itu kekayaan sumber
kehidupan di dalamnya ikut menghilang, digantikan dengan beragam
krisis sosial-ekologis.

Kepercayaan Adat

Beberapa kepercayaan adat yang diyakini oleh suku-suku di wilayah
Dageuwo. Yaitu.

1) Kepercayaan Bunani atau Wagge yang percaya kepada potensi yang
sudah ada di wilayah itu di ciptakan oleh pencipta ebaitame (Walani)
ugaitame (Mee).

2] Ugaitame adalah Allah pencipta yang di percaya oleh Suku Mee di
Degeuwo.

3) Ebaitame adalah Allah pencipta yang dipercaya oleh Suku Walani di
Degeuwo.

Kepercayaan adat ini sebagai sumber filosofi, nilai, norma, dan pranta
serta sumber pengetahuan bagi masyarakat adat. Kepercayaan juga
menjadi dasar bagi seluruh kebudayaan adat yang nantinya diturunkan
dalam beragam aktivitas, ritual dan pengaturan kelembagaan adat di
masing-masing suku yang ada di Dageuwo, yang masih hidup dan
dilestarikan hinggga kini.

Batas-Batas Wilayah Adat

Batas-batas wilayah adat yang dikenal oleh masyarakat adat di Dageuwo
adalah batas antarsuku. Bagian timur berbatasan dengan Suku Moni
dan Damal Intan Jaya, bagian barat berbatasan dengan Suku Wate
Kabupaten Nabire, di bagian utara berbatasan dengan Suku Mee
Kabupaten Delyai dan Dogiyai. Pada bagian selatan berbatasan dengan
Suku Fayu, Tapagame, Suku Pesisir Kabupaten Waropen.
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Petaka Tambang Emas “Liar”

‘Ada sebuah ibarat yang mengatakan bahwa tikus mati di
lumbung padi hal itu seumpama sekali dengan kondisi yang kini
dirasakan oleh masyarakat adat di Degeuwo. " [Lola Yanengga,
Warga Degeuwo]

Daerah ini mulai terbuka untuk dunia luar sejak 2002. Sejak tahun ini,
banyak pengusaha illegal masuk dan beroperasi. Awalnya penambangan
hanya dilakukan oleh Suku Wolani, Moni, dan Mee/Ekari, namun dalam
perkembangan selanjutnya hadir juga masyarakat dari suku-suku
tetangga, seperti Dani, Damal, Serui, Biak dan Sorong. Beredarnya
informasi tentang adanya kandungan biji emas di daerah ini juga
mengundang hadirnya masyarakat dari Timor-Timur, Makasar, Manado/
Sanger Talaud, dan Jawa sehingga para pengusaha atau nota bene
pemilik modal ini datang ke sana dengan aparat keamanan dan
dilengkapi dengan buruh pendulang emas. Kehadiran mereka tersebut
membuat mobilitas masyarakat dari luar Papua cukup tinggi, sehingga
orang-orang yang memiliki modal ini seringkali menjadi penyebab
timbulnya konflik di area ini. Untuk mencaplok tanah adat milik
masyarakat adat setempat dan selalu menggunakan aparat sebagai
tameng untuk melindungi mereka. Akhirnya, masyarakat pemilik hak
ulayat tidak berdaya untuk mempertahankan hak-hak kesulungannya
mereka.

Di tahun 2010 terjadi beberapa kasus, di antaranya 1) Pada awal Juni
2010 PT Martha Mining mulai beroperasi dengan alat berat di lokasi
Baya Biru. Acara pemberian hak pakai atas tanah adat kepada
perusahan di atas telah disepakati akan dilakukan pada tanggal 1—5
September 2010 yang rencananya akan dihadiri juga oleh semua pihak
yang terkait. Namun demikian, acara tertunda dan baru dilaksanakan
pada tanggal 9 Oktober 2010. Dalam acara ini direncanakan pemilik
perusahaan akan membayar hak ulayat kepada masyarakat sebesar 3
milyar.

Dalam prosesnya, banyak akibat dari kehadiran penambangan liar yang
Justru melahirkan petaka dan kesengsaraan bagi masyarakat adat
Walani, Mee, dan Moi di kawasan hutan yang terkena penambangan
emas liar tersebut.
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PETA PENAMBANGAN EMAS DEGEUWO
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Peta : lakasi eksplorasi Penambangan Emas liar di Degeuwo, dan pembuatannya pada bulan
Oktober 2010.

1. Penipuan dan Harapan Palsu

Saya waktu itu tau masalah pengusaha yang masuk di lokasi kami itu
tidak sah karena adik Thobias sudah pernah bilang jangan terima
mereka, tapi saya ditawar terus-menerus oleh adik-adik lain untuk
terima tawaran mereka janji pertama adalah akan dikasih uang 3 Milyar
dan 1 Mobil Avanza baru dan waktu itu mereka langsung bawah mobil
itu ke rumah jadi saya mau kemana pun diantar terus akhirnya saya
lansung terima mereka. Setelah lama kelamaan mobil yang mereka
kasih saya itu bukan milik langsung, tapi itu mobil sewa (rental] dan
uang yang mereka janji itu akan diserahkan langsung kepada semua
masyarakat di lokasi penambangan emas dan akhirnya jumlah uang
yang saat itu di kasih sebanyak 300 Juta pecahan uang 20 ribuan
akhirnya uang itu menjadi banyak maka pecahan uang itu di berkarton
- karton jadi saya juga kaget dan langsung terima..”
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Manipulasi dan penipuan terjadi terutama pada soal belum dibayarnya
tututan hak ulayat dari masyarakat oleh para pengusaha. Terlihat bahwa
para pengusaha ini sengaja mengulur-ulurkan waktu pembayaran
dengan alasan yang tidak jelas. Sementara itu para pengusaha ini
mengandeng tokoh-tokoh pemuka adat dengan memberikan sejumlah
kecil uang. Pembayarannya dilakukan diam-diam dan terpisah. Kami
menilai bahwa itu sengaja dilakukan untuk menciptakan konflik di dalam
masyarakat pemilik hak ulayat itu sendiri.

Menurut kesaksian beberapa warga asli, para pengusaha ini masuk
tanpa permisi alias masuk secara ilegal. Tanpa komunikasi dengan
masyarakat asli mereka mencaplok tanah-tanah adat yang ada dan
langsung melaksanakan aktivitas pendulangan. Masyarakat tidak berani
melawan sebab aparat keamanan mem-back up usaha para
penambangan emas illegal itu.

Kehadiran illegal mining ini berdampak pada pengerusakan lingkungan
hidup, dan diperkirakan luasnya hutan itu sekitar £25.000 ha. yang telah
digarap oleh oknum yang tidak bertangung jawab. Kehadiran aparat
keamanan di daerah ini pun berdampak pada munculnya keresahan
dalam masyarakat. Selain itu pembagian hasil yang tidak merata dan
pencaplokan tanah adat oleh pengusaha menyebabkan timbulnya
gugatan dari berbagai pihak.

‘Hutan kami terus ditebang untuk penambangan emas liar, kayu kami
diambil orang luar... kemanakah anak cucu kita mewarisi ..." (Warga
Welani]

2. Beragam Pelanggaran HAM Akibat Tambang

“Doa Anak Koteka”

kami ini manusia mahluk yang diciptakan oleh Tuhan, namun
kehidupan kami di atas tanah leluhur dan warisan kami ini selalu
diintimidasi,dibunuh tanpa salah dan sebab oleh orang lain,
Tuhan tolong lihat hal Kami...” (Alpius Anoka, Anak dari bpk
Wilem Anoka (Alm) Suku Mee di Degeuwo)

Persoalan terbesar dan sering terjadi pada masyarakat adat Welani,
Mee, dan Moi di wilayah Degeuwo, sejak hadirnya penambangan emas
liar adalah kekerasan dan kriminalisasi serta pembunuhan oleh para
aparat keamanan yang mendukung dan mengamankan kepentingan
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para penambang emas liar. Kekerasan itu berupa pemukulan, penembakan,
dan pembunuhan kepada masyarakat adat welani, Mee, dan Moi. Terlalu
banyak kekerasan yang terjadi, kisah-kisah berikut ini hanya sebagian
dari seluruh derita dan kesengsaraan masyarakat adat akibat perlakuan
kekerasan aparat keamanan pendukung penambangan liar.

Peristiwa Peristiwa ini terjadi di area penambangan emas Degeuwo di
lokasi 99 dan 45 pada, hari/tanggal, Selasa 15 Mei tahun
2012, pukul 06, 30 malam WP, di tempat Usaha bilyard milik
Ibu Yona warga asal suku dari Sulawesi Utara /Manado.

Kejadian ini diungkapkan oleh beberapa saksi mata dan juga
sebagai korban, yakni Lukas Kegepe, Yulianus Kegepe,
Amos Kegepe, dan Markus Kegepe menuturkan bahwa
setelah mereka datang ke Tempat bermain bilyard itu,
mereka langsung masuk ke tempat bermain bilyard lalu
salah satu dari mereka yang bernama Lukas pergi
memintah bola dan stick kepada pemiliknya, namun Ibu
Yona tidak merespons karena “lampu di ruangan itu sering
terjadi pemadaman, jadi kalian tidak bisa bermain,” namun
sempat terjadi tawar-menawar antara Lukas dan pemilik
bilyard, akhirnya Ibu Yona memberi tahu bahwa peralatan
tersebut ada di belakang dan kamu pergi memintah sama
Opa supaya diberikan, namun Opanya tidak ada maka Lukas
langsung mengambilnya dan membawa bola dan stick itu
kepada teman-temannya untuk bermain.

Setelah beberapa saat kemudian Ibu Yona tidak terima
tindakan Lukas tadi yang pergi mengambil barang tanpa
diketahui pemiliknya maka Ibu Yona langsung menghubungi
ke pihak anggota keamanan (Brimob ) sehingga, ada Tiga
anggota brimob yang datang lengkap dengan senjata apinya
dan langsung bertindak mematikan lampu dan memberi
peringatan bahwa “kalian mau lanjut bermain atau
berhenti”, tetapi ketiga korban tersebut masih ingin lanjut
bermain maka salah satu dari Korban yang bernama Amos
Kegepe pergi kembali nyalakan lampu, namun anggota
Brimob tersebut tidak terima dan marah kepada Amos yang
nyalakan lampu dan berkata “kamu melawan sayakah” lalu
menolak sambil menodong senjata ke arahnya lalu
menembak di bagian Kaki.

Sehingga Ketiga korban tersebut tidak terima jika
saudaranya ditembak, akhirnya mereka emosi dan berkata
bahwa “kalian datang ke sini karena kami punya Emas
kenapa kamu bertindak dan menembak Kita” setelah
mendengar tembakan, ada saudara mereka yang bernama
Melianus Abaa datang melihat kondisi temannya terluka
kena tembakan di kaki sampai berlumuran darah sehingga
langsung mengadakan perlawanan, tetapi tidak berhasil
pada akhirnya anggota brimob menembak pada sasaran
dibagian perut antara pingang sehingga Korban jatuh di
tempat [meninggal).




Nama
Korban

Yulianus

Kegepe (23
Tahun )
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Setelah itu sasaran berikut Sdr. Lukas Kegepe, tetapi Lukas
langsung menghadang dan bertengkar bersama anggota
brimob tersebut, sampai pada akhirnya Lukas menjadi
bual-bualan, tetapi la pun sempat berusaha melarikan diri,
namun tidak berhasil akhirnya brimob tersebut mengejar
dan menembak di samping gedung Gereja korban tersebut
terjatuh mengenai di bagian belakang perut kiri, saat yang
bersamaan juga Sdr. Yulianus Kegepe juga tertembak di
bagian perut antara pinggang kanan.

Amarah anggota brimob pun tidak henti-henti sampai
mengeluarkan tembakan ke segala arah, dan saat itu Sdr.
Serpianus Kegepe pun mencoba memukul salah satu
anggota brimob, namun ada anggota brimob lain yang
melihat pergerakannya langsung menembak ke arah lengan
Kanan, dan juga Amos sempat menghadang anggota brimob
tersebut, namun ditodong dengan senjata ke arahnya lalu
Amos berusaha keras menahan salah seorang anggota
Brimob untuk tidak melukainya, namun para anggota
brimob itu langsung menembak akhirnya Amos menolak
anggota brimob itu terjatuh, akhirnya saya lari ke arah
gereja dengan susah payah sebab betis kaki kanannya
ditembak, tetapi pada akhirnya la menyelamatkan diri
(sumber: Pengakuan Amos).

FOTO DAN KESAKSIAN KORBAN

Foto Korban
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“setelah saya dengar bunyi senjata saya langsung pergi
ketempat penembakan itu karena tidak jauh dari rumah saya
dan setelah saya pergi melihat teman-teman saya yang
WGEEENEERE  tertembak maka saya emosi dan ikut gabung melawan
Korban sampai saya dikejar oleh salah satu anggota brimob sampai
menuju ke arah samping gereja dan saya langsung ditembak
di situ dan luka tembakannya di bagian perut samping kanan
bawah antara pinggang ini.”

Foto Korban

Keluarga
Korban
dari
Melianus
Abaa dan
NTEL TS
Kegepe

Foto Keluarga/Istri Para Korban

WGEENEERE| Memotong jari ini salah satu bentuk aksi protes dan
Keluarga kesedihan atas kehilangan atau penembakan terhadap
Korban suami mereka atau orang yang di sayanginya

Penembakan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat pun seringkali
terjadi. Penembakan itu dilakukan tanpa alasan yang jelas. Di situ kami
berkesimpulan bahwa ada permainan dari para pengusaha ini untuk ke
depannya mereka menguasai dan mengambil alih kehidupan di daerah
Ini guna membangun perusahan besar yang pemodalnya mereka dan
perusahan asing kolega mereka. Indikasi ke arah itu terlihat dengan
hadirnya alat berat yang dikemudikan oleh dua orang asing.

Sebagian cerita-cerita peristiwa di atas cuplikan beragam kasus
kekerasan dan penembakan serta tindakan kesewenang-wenangan
aparat keamanan pendukung penambangan liar. Tidak hanya kekerasan,
kehadiran aparat keamanan di sana juga nayta-nyata telah membatasi
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ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari untuk sekadar
mempertahankan hidup. Semua kegiatan masyarakat selalu diawasi
aparat keamanan. Siapa berani melawan dan protes akan menerima
kekerasan dan bahkan terancam penghilangan nyawa.

3. Kerugian Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
budaya

Masalah Ekonomi

Masyarakat Penduduk asli di daerah ini bermata pencaharian bertani,
berburu, dan penambang. Mata pencaharian yang terakhir ini mulai
digeluti adalah menambang emas itu dimulai sejak biji emas ditemukan
di daerah ini. Pekerjaan menambang emas tidak hanya dilakukan oleh
laki-laki, tetapi juga oleh perempuan dan anak-anak. Dari hasil
pantauan kami, sayuran dari hasil pertanian masyarakat asli perikatnya
dijual dengan harga Rp 20.000, pisang persisir Rp30.000, dan betatas
Rp50.000 per tumpuk. Sementara itu, hasil pendulangan emas untuk
sehari mereka hanya bisa menghasil 1 kaca, jika beruntung bisa lebih
dari itu, tetapi ada juga yang pulang dengan tangan hampa. Sementara
itu mata pencaharian penduduk pendatang adalah pengusaha. Mereka
membuka kios, bar, bilyard, dan menyediakan tempat beli emas. Ada
juga yang bekerja sebagai karyawan di tempat pengusaha bermodal
yang yang memiliki lokasi penambangan emas.

Para pendatang yang hadir di sana pun menguasai pasar ekonomi lokal.
Mereka mendirikan kios-kios dengan harga barang di atas kewajaran.
Misalnya saja, beras satu kilo dijual dengan harga Rp50.000; atau silet 1
buah dijual dengan harga Rp10.000;. Hal lain yang dibuat para
pengusaha ini adalah membuka tempat-tempat lokalisasi dan tempat-
tempat permainan bilyard. Kedua usaha ini dibuka hanya untuk mengais
uang masyarakat asli yang didapat dari penambang emas secara
sederhana. Akhirnya, yang terjadi adalah uang yang didapat dari
pengusaha melalui penjualan emas itu kembali lagi ke pengusaha itu
sendiri. Uang hanya singgah sesaat di tangan masyarakat asli yang
melakukan aktivitas pendulangan secara sederhana itu. Itu artinya tidak
ada keuntungan yang diperoleh masyarakat asli pemilik hak ulayat dari
hasil pendulangan mereka.

Kehadiran puluhan usaha kios, warung, bilyard, dan karaoke di sana
telah membawa dampak negatif bagi pola perilaku moral masyarakat.
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Akhirnya kehadiran perubahan itu telah terbaur ke masyarakat di daerah
penambangan emas Degeuwo Panial.

“Saya sedih melihat mama-mama saya yang selalu mencari nafkah
hidup sehari-hari bahkan berdagang di pasar pun mereka, apakah hal ini
tidak salahkah atau ini sebagai kutukan Tuhan tolong lihat Kami...”
(Thobias Bagubau, Ketua LPMA SWAMEMO, Korban kekerasan aparat
Keamanan

Masalah Sosial budaya

Satu masalah dasar yang dirasakan masyarakat adat Melani, Mee, dan
Moi adalah fasilitas pendidikan yang tidak terlihat di daerah ini. Masih
banyak masyarakat yang buta huruf. Padahal masa depan generasi
penerus ditentukan salah satunya melalui peningkatan kualitas hidup
melalui peningkatan tingkat pendidikan. Keberadaan tambang emas liar
di daerah Degeuwo yang mengeruk sumber emas dan sumber daya
alam mereka tidak pernah peduli pada soal pendidikan masyarakat adat.
Akibatnya banyak anak usia sekolah belum bisa menikmati pendidikan.

Keberadaan tambang bukan hanya mengeruk emas, tetapi juga
membawa budaya baru dari luar yang meracuni kehdupasn sosial-
budaya masyarakat adat. Masuknya minuman keras, maraknya
perempuan tunasusila yang dibawa perusahaan, budaya bilyard yang
dibarengi dengan mabuk sehingga anak-anak pun menjadi akrab
dengan dunia yang belum layak untuk kehidupan mereka.

Di sisi lain sebelum hadirnya penambangan emas liar, nilai budaya dan
norma agama telah menyatu dalam masyarakat lokal sehingga
komunikasi dan interaksi sosial serta kekerabatan di antara masyarakat
asli ketiga suku di sana sangat erat. Jarang terjadi konflik yang serius
antarmereka. Namun, hadirnya tambang telah menciptakan potensi
konflik horizontal. Antara pendukung dan kroni tambang dengan yang
kontra atau menolak tambang.

Masuknya budaya baru dari luar juga membawa pengaruh pada
perubahan perilaku sosial masyarakat adat yang tidak lagi menghormati
nilai adat mereka dan ikut terpengaruh dengan gaya serta budaya para
penambang emas, baik mabuk-mabukan maupun main perempuan
yakni mondar-mandir di lokasi-lokasi kios, di Baya Biru dan daerah 99.
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4. Meningkatnya Masalah Kesehatan

Sebelum tambang emas liar masuk, masyarakat biasa mandiri
mengobati penyakit mereka secara tradisional dari obat-obatan dari
hutan dan alam mereka sendiri. Hadirnya tambang emas liar tidak
pernah peduli dan memiliki perhatian bagi kesehatan warga. Hingga kini
warga kampung tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan, sebab
belum ada puskesmas dan petugas kesehatan di sana. Padahal mereka
sudah ambil sumber emas dan keruk sumber daya alam mereka.
Sehingga masyarakat yang sakit hingga kini hanya biasa meramu
tumbuhan-tumbuhan yang ada untuk dijadikan penawar. Untunglah
mereka bisa tertolong. Walaupun demikian kebutuhan akan pelayanan
kesehatan menjadi perhatian serius.

Salah satunya, seecara khusus adalah sejak pembukaan Lokalisasi WTS
yang ilegal dan dibuat oleh penambang emas liar. Para bos penambang
mengundang para WTS dan hadir di lokasi penambangan. Sehingga kini
mulai tersebar penyakit HIV/AIDS secara cepat. Sampai hari ini belum
ada data yang jelas tentang kemungkinan masyarakat yang mengidap
penyakit mematikan itu karena memang akses pelayanan kesehatan di
sana tak ada. Namun, berdasarkan keterangan beberapa masyarakat
ada kira-kira 30—40-an masyarakat telah meninggal akibat penyakit
mematikan itu.

Selain itu, seperti dijelaskan sebelumnya, peredaran miras yang
didatangkan oleh bos dan para penambang emas liar di daerah ini pun
cukup tinggi. Menurut tetua masyarakat, pengonsumsi miras lebih
banyak anak-anak muda. Indikasi pengedaran narkoba pun besar
sehingga akibatnya masa depan generasi di daerah tersebut akan habis.
Kini hampir di setiap kampung adat Welani, Mee, dan Mol tersebar
puluhan kios-kios yang menjadi tempat tongkrongan anak muda untuk
minum miras dan mabuk.

5. Maraknya Konflik dan Kekerasan

Konflik antara para pengusaha dan masyarakat asli di daerah ini pun
seringkali terjadi. Peristiwa yang pernah terjadi adanya penikaman oleh
seorang pengusaha karoke terhadap Luther Bagubau di lokasi 99 pada
bulan Juni 2010 kemarin. Penikaman itu terjadi tanpa alasan yang
mendasar. Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Nabire dan sekarang
sudah pulih keadaannya. Konflik-konflik yang sama pun pernah terjadi
sebelumnya. “ beberapa tahun yang lalu aparat tembak dua orang
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Papua, yang satu asal Suku Dani terjadi di Baya Biru dan satu lagi dari
Suku Ekari/Mee yang terjadi di area penambangan avansa,” demikian
tutur beberapa orang bapak. Dari cerita mereka ini ada indikasi
munculnya konflik yang lebih besar di kemudian hari. Dan itu
disebabkan oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat
pemilik hak ulayat dari tiga suku, yaitu Wolani, Moni, dan Ekari/Mee
ditambah dengan Suku Dani.

Konflik yang sudah bahkan kemungkinan akan terjadi di lokasi-lokasi
penambangan emas di sepanjang Kali Degeuwo antara masyarakat dan
para pengusaha, diakibatkan oleh:

1. Penghasilan emas yang jauh beda antara masyarakat asli dengan
para pengusaha.

2. Pencaplokan tanah adat oleh para pengusaha.

3. Tidak pernah dibayarnya tuntan hak ulayat oleh pengusaha kepada
masyarakat.

4. Sikap tidak simpati yang ditunjukkan oleh para pengusaha jika ada
warga asli yang meninggal.

5. Lamban bahkan tidak dibayarnya pajak oleh pengusaha kepada
masyarakat yang telah ditetapkan bersama.

6. Sikap aparat keamanan yang arogan terhadap masyarakat
setempat.

Beberapa peristiwa kekerasan lain juga masih terjadi pada masyarakat
oleh pihak keamanan termasuk penembakan. Di antaranya:

1) Terjadi adanya penembakan masyarakat pemilik hak wilayah adat
pada tahun 2008 Sepanya Anoka luka berat oleh pihak Brimob
tanggal 15 mei 2012 penembakan 5 orang masyarakat pemilik
wilayah adat, 2 orang meninggal dunia dan 3 lainya di rawat dan jadi
cacat dan lain-lain.

2) Tanggal 17 November saya Thobias Bagubau, Yulianus Nagapa, dan
Sepanya Widigipa dipukul dan diseret anggota Polres Nabire.

3] Masyarakat adat setempat meninggal dunia karena terkena penyakit
sosial HIV/AIDS yang dari WTS, di Karoke tempat prostitusi dan
lokalisasi.

“Daerah Kami ini seperti perempuan cantik jadi orang dari
mana-mana semua datang dan mau bertunangan dengan kami
tapi pikiran mereka ke sini itu hanya kejar-kejar emas saja jadi
saya minta kita nanti tutup saja baru kita kerja - kebun saja”
(Matias Nagapa, Kepala Suku Walani, dalam pernyataan sikapnya
di lokasi 99 Degeuwo.
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Aktor Masalah Penambangan Emas Ilegal di Degeuwo Paniai

Aktor WaKtu Aktlf Ruang Kejadian
Kerja
01 Rizal Kibas Januari Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45
2010 sampai Degeuwo - Paniai.
sekarang. Jlh Pantongan IlI.
Jlh Karyawan 107 Org.
02 Ny.H. Tiarman | Januari Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45
(Pare Jaya ) 2010 sampai Degeuwo - Paniai.
sekarang. Jlh Pantongan |.
Jlh Karyawan 40 Org.
03 | Arif Januari Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45
2010 sampai Degeuwo - Paniai.
sekarang. Jlh Pantongan I.
Jlh Karyawan 39 Org.
04 | Mama Doli Maret 2011 Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45
sampai Degeuwo - Paniai.
sekarang. Jlh Pantongan |.
Jlh Karyawan 47 Org.
05 | Jhon Kogoya Selama 6 bulan. Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45
Degeuwo - Paniai.
Jlh Pantongan |.
Jlh Karyawan 27 Org.
06 Istri H. Tiarman | Januari Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi
(Alm) 2010 sampai Amanoh Degeuwo - Paniai.
sekarang. Jlh Pantongan II.
Jlh Karyawan 108 Org.
07 | lbu Femy Tahun 2009 Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 99
sampai sekarang Degeuwo - Paniai.
Jlh Pantongan I.
Jlh Karyawan 7 Org.
08 | Hj. Wati Tidak Aktif Tidak Aktif
09 | Jhon Kogoya Tidak Aktif Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi
Cemara Degeuwo - Paniai.
Jlh Pantongan |.
Jlh Karyawan 8 Org.
10 | Samiun Tidak Aktif Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi

Cemara Degeuwo - Paniai.
Jlh Pantongan |.
Jlh Karyawan 2 Org.
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11 Yus - Lokasi Penambangan llegal di Lokasi
Cemara Degeuwo - Paniai.

- Jlh Pantongan I.

- Jlh Karyawan 5 Org.

Tidak Aktif

12 | Boy Recnas - Lokasi Penambangan llegal di Lokasi
Rakenaun Maret 2008 Cemara Degeuwo - Paniai.

sampai sekarang | -  Jlh Pantongan I.

- Jlh Karyawan 5 Org.

Harapan dan Tuntutan

Dengan kompleksitas masalah dan beragam kekerasan yang dirasakan
oleh masyarakat Suku Welani, Mee, dan Moi akibat masuknya
penambangan emas liar, mereka berharap ada penuntasan masalah-
masalah dasar mereka. Di antara tuntutan tersebut, antara lain.

1. Pemerintah Kabupten Paniai Prov. Papua mencabut surat izin - izin
konsesi penambangan yang tidak jelas.

2. Pihak TNI/POLRI yang meng-back up pengusaha tertentu segera
dihentikan dan dicabut dari wilayah adat Degeuwo.

3. Pentingnya kepastian hukum yang jelas untuk melindungi
masyarakat adat Suku Walani, Mee, dan Moni baik hak dasar
mereka juga akses atas sumber daya alam yang dimilikinya.

Pentingnya mendorong perhatian multipihak (pemerintah, akedemisi,
agamwan, CSO/LSM dan pihak terkait) untuk bersama-sama ikut
terlibat aktif mengakui hak dan wilayah adat atas hutan dan sumber
daya alamnya sendiri.




Penghargaan dan
Ucapan Terima Kasih

dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak
yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk penyelesaian
keempat buku-buku hasil proses Inkuiri Nasional Komnas HAM ini.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan penghargaan

Buku “Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang
Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan” ditulis oleh Sandrayati
Moniaga, Enny Soeprapto, Dian Andi Nur Aziz, dan Eko Cahyono. Mendapat
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Infografis dalam buku ini disiapkan oleh Atikah Nuraini.

Buku “Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan”
merupakan kumpulan tulisan dari lebih dari empat puluh penulis yang
difasilitasi oleh Tim Sajogyo Institute (Salns). Disunting oleh Eko Cahyono,
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Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya J.Panga, Erasmus
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Buku “Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan
untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia” ditulis oleh Atikah
Nuraini. Mendapat saran-saran dari Yuli Asmini, Banu Abdillah,
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Sandrayati Moniaga dan Yossa A.P. Nainggolan. Infografis dalam buku ini
merupakan karya Gery Paul Andhika.

Satoejari membantu penyelesaian akhir keempat buku ini dengan
merancang grafis dan tata letak. Foto-foto yang menjadi pelengkap
narasi dalam buku-buku ini dihasilkan oleh Tim Dokumentasi Inkuiri
Nasional, Komnas Perempuan dan INFIS. Penyelaras bahasa untuk
keempat buku ini adalah Slamat Trisila.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan penghargaan dan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh Anggota Tim
serta berbagai pihak yang terlibat dalam Inkuiri Nasional Hak
Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Penghargaan khusus kepada Atikah Nuraini sebagai koordinator seluruh
rangkaian kegiatan, Yossa A.P. Nainggolan sebagai sekretaris Tim, Dian
Andi Nur Aziz yang mengkoordinir pendokumentasian seluruh dokumen
dan penulisan laporan, Winarni Rejeki membantu administrasi dan
keuangan, Tito Febismanto membantu penelitian kasus-kasus yang
diperiksa, administrasi surat menyurat serta mengarsipkan seluruh
dokumen kegiatan ini, dan Sandrayati Moniaga selaku penanggung
Jawab Inkuiri Nasional ini. Seluruh anggota Tim dan rekan-rekan yang
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